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SALINAN

PRESIDEM
RFPLALIE IMOGHNESIA,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDIONES[A

MOMOR 1| TAHUN 2032
TENTANG

HUBUNGAN KELUTANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT

Menimbang
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DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN HEAHMAT TUHAN YANG MAHA ES5A

PRESIDEN REFLUBLIK TNDONESIA,

. bahwa Negara Kesatuen Republik [ndonesia dibagl atas

daerah-darrah provins dan dacrah provins ita dibag
alay kabupaten dan kota, yang tiap-tinp provinai,
kabupaten, dan kota itu mompunysu pemenntahan
dacrah;

. bahwa pemerintahan daerah menpatar dan menguris

sendin urusan pemerintahan menumat asas otonami dan
tugas permlbanioan;

. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nazional

yang cfektil dan ofisicn, perlu diatur tata kelola hubungan
keuanpan antara pemerintah pusat dan pemenntahan
daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdazarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Megara Republil
Indonesia Tahun 1945:;

- hahwa sesual dengan Pazal 184 ayat |2) Undang-Undang

Dasar Negara Kepublik Indonesia Tahun 1945, hubungan
keuangan, pelayanan umurm, pemanfiatan sumber dava
alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat
dan pemerintahan daerabh distur dan  dilaksanakean
secara adi]l dan selaras herndasarkasn undang-undang;

- bBabwa sesus dengan Pasal 23A Undang-Undang Dagar

Negara Republik Ilndonesia Tahun 1945, pajak dan
pungutan lan vang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang;

bahwa Undang-Undang Nomar 33 Tahun 2004 tentang
Ferimbangan Kewangan antara Pemerintah Pusat dan
Femenntahan Dacrah perlu dizsempurnakan  sesuen
dengan  perkembangan  keadsan dan  pelaksanaan
desentralisasi fiskal, schingpa perlu dipanti;

#- bmhwa
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g. bahwa Lndang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 temfang
Pajak Dacrah dan Retnibusi Daerah perlu disempurtsaksn
gsesual dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan
desentralisasi tiskal, sehingea perlu diganti;

h. bahwa  berdasarkan  pertimbangan zebapaimana
dirakesiadd dalam huraf & sampai dengan haraf g, perl
membentuk Undang-Undang tentang  Hubuopgan
Keusngan antara Pemenmtal Puzat dan Pemerintahan
[Cracrah;

Fazal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal [3A ava: (2], Pasal 18K,
Fasal 20, dan Paszal 23A Undang-Undang Dasar Negara
Eepublik [ndonesia Tahun 1845,

Dengan Persetupuan Bersama

DEWAN PEEWARKILAN RAKYAT EEPUBLIK INDONESIA

Menetaphan .

SKE Mo 1R} A

dat
PRESIDIEN REPURLIK [(KRDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TEMTAN{G HUBUMNGAN KEIUANGAN
ANTAEA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAMN
DAERAH.

BATL I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1
Calam Undang-Undang ini yang dimakswd dengan:

1. Hubungan Keuvangan antars Pemerintah Pusat dan
Femerintahan Dacrah  adalah slatn 515LEm
pentyelenpgarasn keuangan vang mengatur hak dan
kewapban kewangan antara pomerintah  pusat dan
pemerintahan dacrah vang dilaksanakan secara adil,
transparan, akuntabel, dan  selarss berdssarkan
undang-undang.

2. Permerintah . . .
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Pemerintah Puszat yang selanjutnya disebsaf Pemeriniah
adalah l'residen Kepublik [bdooesia vang mmemegang
kekuasann pemerintaban negara Republik lndonesis
vang dibamiu oleh Wakal Presiden dan menteri
selapgaimans dirmaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Repubbk Indonesia Tahun 1945,

Menten adalah menter yang menvelengparakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Femerintahan Daerah adalah penyvelenggarann ureasn
pemerintahan oleh perneriniab dacrah dan dewan
perwakilan cakyal daerah menunit msas otonomi dan
ugas pembaniuan dengan prinsip otonomi ssluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Megara Kesatuan
Republik [ndonesia sebagaimana  dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tabhun 1945,

Pemenintah Daerah adalah kepala daerah sebagai wnsur
penyelenpgeara Pemenniamhan Daerabh yang memimpin
pelaksanaan umgsan pemenntaban yansz  menjadi
kewetlangan dacrah otonom.

Crewan Terwakilan Kakyat Dasrah yang selanjutnya
disingkat DPRI adalah lembaga perwakilan cakyar
darrah  yang berkedudukan sebagal LLILSLIT
penyelenggara Pemerintaban Daerah.

Dacrah (tonom yang  selanjutova dizebut  Daerah
adalah kesatuan masyarakat hakum vang mempunyad
hatas-hatas wilaysh yvang berwenang mengatur dan
MErEUrUs  urusan pemerintahan dan kepentingan
masyvarakat sctompat menurat  prakarsa seadir
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

lruzan Pemernntahan adalah kekuasasn pemerintahan
rang menjad kewenangan Presiden YaNg
pelaksanaznnyva dilakukan cleh kementerian negara
dan penvelcnggara  Pemernntahan  Daerah untuk
melindungi, roelayani, memberdayakan, dat
menyejahterakan masyarakat.

Kepala Daerah adalah pubernue bagn Daerab provinsi
atau bupan bagi Tlacrah kabuapatlen ataa wall kola bags
Naerah kota.

1d. Badan . ..
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Badan Usaha Milik Daerah vang sclanjuioys disinglsat
BUMD adalab badan usaha yang selurah atau sebagan
teesar mewdaloya dimiliksl oleh Dacrah.

Kevanpgan MNegara adalah semua hak dan kewayiban
nepara yang dapat dintda dengan uang, serta segala
sesiedtil, balk berupa wang maupun borapa barang yang
dapat diyadikan milik negara berhubung denpan
pclaksanaan hak dan kewajiban tersebur.

Fenerimaan Daerah adalah nang vang masuk ke kas
Draerat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah vang
tliakui sehaga prnambah nilai kekasaan bersih dalam
periode tahun anggaran vang bersangkutan.

Belarys Dacrah adalabh =zemmua kewajiban Daerabh vang
dinkul scbhagal pengurang nilai kekayaan berzsih dalatn
periode tahun anggaran vang bersangkotar.

Pemayaan adalah sectiap penerimasn yang perclo
dilrayar kembali danfatan pengeluaran vang  akan
ditenma kembwlb, bak pada tabun angegaran vang
kersanghuian manpun pads tahun-1tsbon anggsran
brerikutnya,

Angparan Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat AFBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yanpg  disetujui oleh
Dewan Peowakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Helanjag  Daerah vang
selanjurnys disinglkat APEN adelabh rencans kouangan
tahunan Dacrah yang ditetapkan dengan peraturan
Cracrah.

Peraturan Cracrah vang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi
dan Ferda Kabupaten,; Kota.

Peraturan Kepala Dacrah vanp solanjuioonea disetnad
Perkada adalah peraturan guhecrnur den peraturan
bipatifwah kota,

FPendapatan Asli Dacrah vang sclanjutnova disingkat
Fald mdalah pendapatan Dacrah yang diperoleh dari
payak daecrah, retrmbusi dacrah, hastdl pengelolaan
kekayaan dacrah  yang dipisahkan, dan  lain-lain
pendapatan  asli daerah vang sah  =esua dengan
peraturan perandang-undanpgan.

21, Pejak . ..
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Pajak [Dmcerah vang selanjurnya diselnut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Deerah yang terutane oleh
orang pribadi ateu badan vang bersifar memaksa
berdasarkan Undang-Dndang, dengan tidalk
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
uniuk  keperluan  Daerah bapi  sebesar-besarnva
kemakmuran rakyat,

Relribust Daerah yang selanjutnyva disebur Retribuasi
adalah punputan Daerah sebapgai pembavaran atas jJasa
atau pembenan izin tertentu yang khusws discdiaskan
dan/atau diberikan oleh Pemerntah Dacrah untuk
kepentingan erang pribadi atauw badan,

subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yvang
dapat thkerna Pajak,

Wajih Pyjak adalah orang pribadi ataw badan, melipoti
pembayar pajak, pemotong pejak, den permungut pajak,
VANE mempunyai hak dan kewajiban perpajskan sesual
dengan kelentuan peraluran perundang-undangan.

Subjck Retribusi adalah arang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmat  pelavanan  barang, jasza,
dan/arau perizinan.

Wajibh Ketribwizi adalah orang pribadi atan badan yang
merryl peraturan perundang-undangan diwajibloan
uniuk melakukan peombayaran retribusi, lermasuk
pomungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan nrang dan fatau modal vang
merupakan Kesatuan, haik yvang melakukan usaha
maupun ¥ahg fidak melakukan usaha yanpg meliputi
[erseroan terbatas, perseroan komandirer, persecoan
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan
usaha mulik desa, dengan nama dar: dalam bentulk g
pun, firma, kongsi, koperasi,  dand pensiun,
persekutuan, perkurnplulan, yayasan, OTganisas masss,
organizasi sosial pelitik, atay  organdsasi  lainnya,
lembaga dan henfuk badan lainnya, termasuk kenirak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Fajak Kendaraan Bermoter yang sclanjutnya disingkat
FPEE adalah Pajak ataz  kepemilikan  dan/atau
prnguasaan kendaraan bermotor.

29 Bea ...
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Hea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
thsingkat EENKB adalah Pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebapgai akibar perjaniian dus
pihak atan perbuatan zepihak atan keadzan vang
terjadi karena jual beh, tukar-menwkar, hibah, warizan,
arau pemasukan ke dalam badan usaha,

Kerwdaraan Bermoter adalah semus kendaraan beroda
beseria pandengannya vang digunakan di semua jenis
Jalan darat atau kendsraan yvang dicperazikan di air
vang digerakkan olch peralatan teknik berupa motor
atau peralatan lainnva yang berfungsi untuk mengubakh
suatu sumber dava cnerpgi tertentu menjad] Tenaga
gerak kendaraan bermotor vang bersangkutan.

Iajak Alat Berar vang selanjutnys disinghat PAB adalah
Pajak =milas kepemililkan danfatau penguasaan alat
berat.

Alal Berat adalah alat yang diciptakan untuk membanin
pekerjaan konsztiaksi dan pekerjaan teknik sipil lainnys
vang sifarnya berat apabila dikegakan oleh lenapga
manusia, heroperas metyprgundkan motor dengan atau
tanpa  mla, lddak melekat scoara permanen serta
beroparas pada area tertentu, termasuk tetape tidak
terbwtas pada amea konstrukesi, perkebunan, kehutanan,
dan pertambangan.

Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaar dan Perkaotaan
vang =elanjutnya disingkat PEB P2 adalah Pajak atas
bumi danfatau haongunan yang  dimiliki, dikuvasad,
dan/farav dimaniaatkan oleh orang pribach atao Badan,

Hiumi adalah pereoukasn humi yang melipati tanah dan
perairan pedalaman,

Banpunan adalah konstouksi eknik yang ditanam atau
dilekatkan =ecarn tetap di atas pernmakaan Bumi dan i
bawah permukaan Bumi.

Milai Jual Obyek Pajak vany selanjiioya disimgksat NP
adalah harga rata-rata yany dipernleh dan transaksi
jual el vang lerpadn secara wajar, dan ilamana cidak
ierdapat transakst jual bel, MNJOP direntukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yvang zejanis,
atau nilal perolehan barma, atau NJOIP penpganti.

A7, Bea . .
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Bea Perolehan Hak arax Tanah dan Bangunan yang
selanmjutiya  disingkal  BPHTB  adalah  Paak  atas
puernlehan hak ataz tanah dan/ataw Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalah
perbuatan atau penstiwa hukum yang mengakibatlan
dipcrolechnya halk atas tanah dan/atau Bangunan oleb
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah danfatau Bangunan adalab hak atas
rahah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bansunan di
atasnyd, schagaimana dimaksud doalam wndang-
undang di ldang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor vyang
selanmjutnya  disingkat PBEKB  adalah  Pajak  atlas
pengrunaan baban bakar Kendaraan Bermator dan Alal
Berat.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor vang selanjllinys
disinglkat BHBKE adalah semua Jjenis bahan bakar caur
alal gas vang digunakan untuk Kendarsan Bermotor
dan Alat Berat

Fajak Barang dan Jasza Tertontu yang selanjutnya
disingkat PBJT adalah Pajak yanp dibavackan oleh
konsumen akhir atas konsumsi barang danfataul jasa
terrentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa
tertentu  yang dijual danfatau  discrahkan kepada
konsumen akhir

Malianan danfatay Minutmman  adaleh makanan
danfatau rminuman vang disediakan, dijual dan/atay
diserahkan, baik =zecara langsung mauwpun  fidak
langsung, atau melalun pesanan oleh resloran.

Restoran ddalah fasilites penyedisan lavanan Makanan
danfatau Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenzga  Listnk  adalah  tenaga atan coerel vang
fihasilkan ocleh suatu pembangkir tenaga listrik vang
didistribusikan untuk bermacam peralatan listeik.

Jasa Perholedan adalah jssa penvedisan akoroodast
wang dapat dilengkam dengan jasa pelayanan makan
dan minum, kepiatan hiburan, dan/atan  fasilitas
lainmya,

A&, Ja=za . ..
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Jasa Parkir  acdalabh  jassa penyediaan  atau
penvolonggaraan tempal parkic di luar badan jalan
dan/atau pelaysran memarkirkan kendaraan untuk
diterapatkan i area parkir, baik vang disediakan
berkailan dengan pokok usaha maupun yang
disechinkan scbagal suatu uzaha, termasuk penyedizan
tempat penitipan Kendaraan Berrooter,

Jaga Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan
atau  penyclenggaraan  serua jonis tontonan,
pertunjukan, permainan, ketangkasan,  rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinkmati.

Fajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggarasn
relolarne.

Heklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media
yang bentuk dan corak capamnya dirancang untulk
tujuan  kemersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromesikan,  ataw  menarik  perhatian umuem
terhadap sesuadto,

Pajak Air Permukaan yang selanjutova disingkat PAP
adalah Pajak atas pengambilan danfatag pemanfaatan
Mir permukaan.

&ir Peromukasn adalah semus air vang terdapat pada
permmulaan tanah.

Fajak Fokol adalab punputan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah,

Pajak Ar Tanah vang selanjutnye disingkat PAT adalah
Pajak =atas prongambilan danfatau pemanfzatan air
tanah,

Air Tanah adalaby sir vang terdapat di dalam lapisan
tanah atau batuan i bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Nukan Logam dan Batnan adalah Pajak
atas keputan pengambilan mineral bukan logam dan
batuan dJdan sumber alam di delam dJdanfartau di
permukaan bumi untuk dimanfaarkan,

Mincral Bukan Logam dan Batuan vang selanjulnya
tisingkat MBLB adalab minersl bukan logam dan
batuan sebagaimana dimak:ud di dalam peraturan
perundang-undangan di ldang mineral dan ey hara.

39. Pajale . ..
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Pajak Sarang Burung Walet adalah Pojak atas kegiatan
pengambilan cdanfatau pengusahaan saranpg barang
walet.

Buring Walel adalah satwa yang termasuk marga
eolleoatio,  vaitu esllocalic fuchliop hega,  collocatio
murchd, colloralin esculanta, dan colloealio ltnchi.

Opaen adalah pungutan rambaben Pajak menurnat
PETELTITASS ferrentu.

{psen Pajak Kendaraan Bermetor yanp selanjutnva
disebur Opsen PKE adalah Opsen yang dikenaken cleh
kabupaien/kota ataz pokok PKB  sesuai  cdengan
keteniuan peraturan perundang undangan.

Opsenn Boca Bahk Nama Keodaraan Bermotor yang
sclanjutnya disebur Opsen BRANKE adalah Opsecn yang
dikenakan aleh kabupaten/kota atas pokok BEBNKB
seEual  dengan  Ketentuan  peraturan perundang-
undatgan.

Opzen Pajak AMincral Bukan Logam dan Balwuan yang
selanjuitnys dizcbut Opeen Pajak MBLE adalah Opsen
yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLE
scsual  dengan Kerentuan  peraturan perundaong
undangan.

Tahun Pajak adalab jangky waktu yang lamanva 1
zatu] rahun kalender, kecusli apabila Wajibk Pajak
trengrunakan tahun buku yang tidak sarme dengan
rahun kalender.

Jasa Uhnum adalah jasa yang dizediakan atau cdiberkan
vleh Pemenntah Daerah untok fujuan kepentinean dan
kemanfaatan umurm serts dapat dinikmat: oleh orang
pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa vang discdiakan atau dibercilkan
olehy Pemerniah Daerah yang dopat bersifat mencan
keuntongan  hkarena  pada  dasarnva  cdapar pula
disedinkan olel scktor swasata.

Prrizinan lertenrcu adalakh kegiatan tertenta Pemerintah
Daerah dalam rangks pemberian izin kepada orang
ptibadi  atau  Badan  vang  dimaksudkan untuk
pecmbinaan, pengalurtan, pengendalian dan pengawasan
atas Kepmatan, pemanfastan ruang, sorta pengplinaan
sumbrer daya alam, barang, prazarana, sarapa, atau
lasilitas lertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan.

62 Transter . . .
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Transfcr ke Daerah yang selanjutnva disingkat TKD
dadalah dana yang bersumber dari APEN dan merupakan
bagian dari belanja nepgara yang <alokasikan dan
disalurkan kepada Dasrah untuk dikelola olch Tracrah
datam  rangka  mendanal penyelenggaraan U'nasan
Pemernmlabhan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dracs Mgl Hasil vang selanputnya disingkat DBH adalah
bapinn dant TED  vang diialokasiksn  berdasorkan
persentase atas pendapatan tertentu dalamwm APRN dan
kinerja tertenru, yang dibagikan kepada Daerah
penghasil - dengan tajuan vpntuk mMengucang
ketimpangan fizkel antara Pemerintah dan Dacrah,
gerta kepada Dazerah lain ponpenghasil dalam rangka
menangpulangl  cksternalitas negatif dan/fatau
meringhkatkan pemerataan dalam satu wilayvah.

Dana Alokasi Umum yang sclanjutnya disingkat DAU
adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan
tujuan tnengurangi kellimpangan kemampuan
keaangan dan lavanan puhlikc antar-Dactah.

Dana Alekast Khusus yang selanutnys disingkat DAk
adalsh bagian dar THED wvang dislekasikan dengan
Tujuan unluk mendanal program, kegiatan, dan/atau
kebipakan tertentu yang menjad) pricritas nasional dar
membantu  operasonalisasi  lavanan  publik, vang
pengpunaannya telah ditentukan oleb Pemerioitah,

Dana {Otonomi Khuads adalab hagpan dan TRD vang
dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanasi
pelaksanaan otonoml khusus sebagaimana ditetaphkan
dalarm Undang-Undang mengenai otoencmi khusus.

Dana Heistimewaan Daerah Istimewa Yogpyakarra yang
gelanjutnya disebur Dana Keistimewsaan adalab bagian
dari TKD vang dialokasikan uniuk mendukung urisan
keiztinmewaan Daarab Tshimews Yogvakarty
sebapaimana ditelapkan dalam Undane-Undang
menpenal keishimewsdn Yograkarta,

DGana Dresa adalah bagian dad TEKD yang diperuntukbkan
bagl desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan
Penyelengegaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pemberdayaan  masyarakat,  dan
kemasyarakatan.

YO, Kouangan . . .
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keuvangan Daerah adalah scmua hak dan kewajiban
Daerah dalam ranghka penyelenpgaraan Pemerintalian
Daerah yang dapat dinlai dengan uang zerta sepala
bentuk kekayaan wvang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung denpan hak dan kewajiban Dacrah fersebnd.

Siga Lebih Perbntungsn Anggoran vang selanjuinys
dischut SILPA adalah selisih lebih realisasi peredmssan
dan pengeluaran angparan selama | [satu] periode
anggaran.

Fembiayvaan Utang Dacreh adelah sellap pencrimaan
Dacraby vangy harus dibavar kemball, balk pada tahun
sogparan yang bersangkutan maupun pada tabun
tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman Dwmeralh adalah pembiavaan utang Daerah
vangdiikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan
dalam benruk sursl herharga, yang mengakibatkan
Caerah menerima sejumlah udng  atau  menerima
tnaefaal yang hermila uang dan pihak lain, sehingga
Daerah lersebul dibebani kewajiban untuk membavar
kembah.

Obligast Dacralh adalah surat  berharpa  bBerupa
penpakuan utang yang diterbitkan oleh Pemeriotah
Lraerah.

Suluk Daeraby adalah sural berharpa berdasarkan
prinsip syariah sehagar bukn atas bapian penyvertaan
aset Sukuk Dacrah yvane diterbitkan oleh Pemerintah
Diaerah,

Sinergl Pendanaan  adalah sinergi sumber-somber
pendanaan dari APBL dan aelain APRD calam raneks

pelakzanaan  program  prioeitas  nasienal danfatan
Daerah.

Dana Abadi Taerah adalah dana yang bersumber dari
APERD vang  hersifar abadi dan dana hasil
pengelolaannya dapat digunakan untuk Relanja Daeratb
dengan tidak mengurangi dana pokok.

Fasal 2

Fuang lingkup Hubungen Keuangan antara Pemerintah
Pusar dan Pemerintahan Dacrah meliput
A. pembertan sumber Penenimaan Daetah berupa Pojak dan

REelnbusn

b pecgelolaan ..



&

FRESIOEN
REPUBLMIE INDOMHFRIA

- 13 -

b. pengelolaan TKE;

pengelolaan Belanja Daerah;

d. pemberian kewenangan untuk melakgkan Pembiayaan
Cacrah; dan

£. pelaksanaan zsinergl kebijakan fAskal nasional.

]

Fasal 3

Promup  pendanaan antuk  penvelengparaan Urasan
Permernimtaban dalam kerangka Hubungan Keuangan antara
Pemermiah Pusat dan 'emerintabhan Daerah meliputi:

a, penyelenggaraan Urusan Pomerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah didanai dari dan atas behan APED,
dan

b. penyelengparaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pomenntah di Daerah didanai dari dan atas
beban APEN.

AR TI
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUST AERAH

Beagian Kresatu
Pajak
Paragraf 1
Jenis Pajak

Pa=al 4

1) Pajak yang dipungt oleh pomerintah prowvinsi terdiri

=]

k.

c. PAB;

d. PBBKR,
e. PAP;

. Pajak Rokok, dan

g. Dpsen Pajek MBILR.

(21 Pajak yang dipungut clch pemerintah kabuopaten/kolg
terdin atas;

a. FBB-17:
. BFHTE;
c. FBIT:

d. Pajak ., .

SK Mo 4030 4
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Pajak Heklamue;

PAT,

Pajak MBLB;

Fajak Sarang Butung Walet;
- Upsen PKB, dan

Opscn BENKB.

(3} Pajak sebapaimana dimaksud pada avat [1] dan ayac (2)
dipungut ocleh Daerah vang sclingkat dengan Daerah
provine] vang  liclak terbagi dalam  Laerah
kabupaten/kofa olonarn,

ol L K

Fazal 5

[1] Jenis Pajak sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1] barut a, huraf b, bueal ¢, dan hurad © serta Paszal 4
avat |2] harult a, huruf d, bueuf ¢, hunaf b, dan haratf i
merapakan  jems Pagak yvang dipunput  berdasarkan
penetapan Kepala Dracrakh.

{2].Jems Pajak schagmumana dimaksud dalam Pasal 4 avat
{1l hural d. huruf {, dan huref g serta Pasal 4 avat (2)
huruf b, huraf ¢, hurut £, dan hurnaf g merupakan jenis
Pajale vang dipungur herdasarkan perhilungsn sendin
oleh Wajib Pajak.

i3] Dolkumen vang digunakan sebsgal dasar pemungutan
jenis Pejak sehepmimana dimaksud pada aovat (1) antara
lain acdalah surat ketctapan pajak daerah dan swurat
pemberitahuan pajak tenatang.

(4) Dokumen yang digunakan sebapgai dasar pemungulan
Jjenis Pajak schagoimana dimaliend pads aya! [2] sntara
lain adalah surar pemberitahuan pajak dacrah.

() Dokurmen  surat pembertabuan pajak daerah
sehagaimans dimaksud pada avat (4] wajb diisi dengan
Lenar dan lenpkap serta disampaikan oleb Wajgity Pajak
kepada Pemerintall Daerab sezuai dengan kelenruan
peraturan perundang-undangan.

Fasal f

[1] Pemnetrintah Daerah dilarang memungut Pajak sclain jeniz
Pajak sehapgaimana dimaksod dalam Pasal 4 ayat (1) dan
Awal (2]

{21 Jenis .,
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121 Jeniz Pajak sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 4 avat
i1] daey avat |2] dapat tidak dipungut. dalam bal:
a. poteniinyd kurang memadai; dan/atan
b. Pernetintah  Tragrah menctapkan kebijakan untuk
ticlak memungut

[(3) Jenis Pyjak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksad
pada avat (2] ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan
Ketribuss.

Farapral 2
PKR

Fasal ¥

(11 Ghjck PKB adalah kepemilikan dan/atau penpuasaan
ataz Kendaraan Bertmnabor.

2] Ohjelk FEB sebagaimang dimakswl pada ayat (1) adalah
Kendaraan Bermotor yang wajlh didaftarkan o1 wilavah
provins sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undanpgan,

[3] Yang dikecualikan dari Objek PKB  zebagaimana
dimaksud pada ayat (1] adalah kepemilikan danfataa
PCTIEUASAAN Atas:

a. kereta api;
b Kendarman Beomotor yaog semala-mata digunakan
urnttuk keperluan pertahanan dan kcamanan nogara;

. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat. perwakilan
negara asng dengan asas timbal balik, dan lembaga
lembaga  internasional yvang memperoleh  fazilitas
pembebasan Pafak dari Pemerintah;

d. Kendaraan Bermotor berbasis energl techarukan; dan

€. Kendarsan Dermotor lainnmyas yvang dilelapkan dengan
Perda.

Pasal &

|1) Subjck I'KB adalah orang pribadi araun Badan yang
mennliki danfatau menguasal Kendaraan Bermotor,

IZ] Wajib FKEBE adalah orang pribadi atau Badan yang
toernlikn Kendaraan Beemotor.

Pazal 9. ..
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Pasal 9

(L) Thasar pengenaan PEB adalah hasil peckalian antara 2
fdua) wnsur pokolk, yauta:
a. nilal jual Kendaraan Bermototr; dan
b. bechot yang mencerminkan  secara relatif  tingkat
kerusakan jolan danfatan pencemaran lingkbungan
akibat pengminaan Kendaraan Bermotor,

(2} Dazsar penpenssn PKB, khusus untuk Kendaraan
Bermoelar di air, ditctapkan hanya berdasarkan nilai jual
Kendaraan Bermotor.

(3] Milai jual Kendaraan Bermoror sebagaimana dimaksad
pada ayat [1] hurel a dan ayat (2] ditcntukan berdasarkan
harga paseran umuym atas suatu Kendaraan Bermotor.

(4] Milai jual Kendaraan Bermotor schagaimana dimaksud
pada aval (3} ditetapkan berdasarkan harpa pasaran
umumm pads minpeu pertama bulan Desetober Tahun
Pajak schehumnya.

(5] Harga pasaran umum sebagaitnana dimaksiud pads ayat
[3] adalah harge reta-rata vang diperolebh dar berbagad
sumber data vang akural,

{&] Dalam kol harga pasaran umum suatu Kendaraan
Bertootor tidak diketahul, nilan jual Kendaraan Bermotor
dapat ditentukan berdasarkan sebagian atzan seluryh
faktor-faktor:

a. harga Kendaraan Rermotor cdengan is1 silinder
dan/faran saluan (enags Yang Samea:

b. penggunaan Kendarzssno Bermeotor untuk uamum atag
pribadi;

. hargs Keodaraan Bermoter dengan merek Kendaraan
Hermator vang sama;

d. harga Kendaraan Bermeotor dengan tahun pernbaatan
Kendaraan Bermotor vang satmna;

e, harga Kendaraan Bermotor  dengan pemboaat
Kendaraan Bermeolor:

. harga Kendaraan PBermetor dengan  Kendaraan
Boermotor sejenis; dan

E. harga Hendarzan Bermoter berdasarkan dokamen
pembenitabuan impor barang.

(¥ Bobot ...
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[¥] Bocbot sebapaimana dimakszud pada avat [1] haraf b
dinyatakan dalam knelizien, dengan kelentusn schagai
berikut:

a. koefisien sama dengan | {seiu] berart kerasakan jalan
danfatay pencemaran limgkungan olch pengpunaan
Kencoaraan Bermetor terscbut dianggap masih dalam
batas tolerans:; dan

b. koelisien lebih bezar dari 1 {satu) herarti kerusakan
jalan  dan/atau  pencemaran  lingkungan  olch
pengEunaan Kendaraan Bernudor lersebhot dianpeap
melawati hatas (olerans.

(8] Bobaot sebagaimang dimaksod pada ayat (7] dihitung
berdasarkan faktor-laktor

4. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah
sumbu/azs, roda, dan berat Kendaranon Bermotor:

b. jenis bahan Dbakar EKendaraan DBermoror, yang
dibedakan mentnit hahan bakar bensin, diesel, ataa
Jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasiz
enecgl terbarulean; dan

L. JETIE. pUOpgunaan, tahun pembuatan, dan cin-cin
mesit Kendaraan Bermotor  yang dibedakan
berdasarkan isi silinder.

(% Dazar pengenaan KB sebagaimana dimakszod pada avat
(1) dan ayat {3 dinyatakan dalam soatu tabel vang
diterapkan dengan Ketentian:

a. wuntuk Kendaraan Bermotor baro ditctapkan dengan
peraturan menteri yang menyclenggarakan Urusan
Pemerintahan  dalam negeri sctelah mendapat
periimbangan dar Menteri; dan

b, antuk selain Kendaraan Bermotor bana ditetaplac
dengan peraturan gubernue herdasackan peraturan
Tl em YHE menyelengparakan Urusan
Pemerimiahan dalam nepen denpan memperhatikan
peryusutan nilal jusl Kendaraan Bermotor dan bobot
schapaimana dimaksud pada ayat (1] huratf b

i(10] Lkasar pengenaan FRB sebagaimana dimaksud pada avare
(9] ditinjau kembali paling lama setizp 3 [tigal tabuo
dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

1*asal 13 . ..
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Pazal 10

1) Tanf PKB ditctapkan sebagai berikuar:

a, untuk kepemilikan dan/atau penpuasaan Kendaraan
Bermotor pertama, ditetapkan paling tingel 1,2% [satu
koma doa persen); dan

b. urtuk kepermilikan danfatan penpoasaan Kendaraan
Bermuotor kedus dan seterusnya, dapat ditetaplkan
secara progresif paling tinggi sebesar 6% [enam
pCrsen).

(21 Khusus unruk Daerah vang setingkal dengan Daerah
provinsi  yang ticdak 1 dalamn Dacrah
kahupaten flkola olonom, tanf PKE ditctapkan sebapai
berileyt:

a. uniuk kepemilikan dan/atan penpuasaan Kendaraan
Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% [dua
persen); dan

b, untulk kepemilikan dan/atau penpuasaan Kendarasao
Bermotor kedua dan serccusova, dapat ditelapkan
secara progresil paling lngel sebesar 10% {(sepulub
[rrsem).

3 Tarf PKB atas kepemilikan dan/fatan penpuasaan
Kendaraan Bermetor yang digunakan untuk angloatan
umum, angkutan lkarvawan, angkutan  sekolah,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keapamaan,
lembaga =zosial dan kesgsmasn,  Pemernntah, dan
Pemerimiah Dacrah, diletapkan paling tingei $4.5% |nol
korma lima persen).

4] Kepenubikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama,
noroor  nduk kependudukan, danfatau alamat yang
SHITIE.

[5] Tanl 'KB sebagaimana dimaksud pada avat [1] sampai
dengan ayar {3) ditetapkan dengan Perca.

Pasal 11

[1} Besaran pokok PKE yang tecratang dilutung dengan cara
mengalikan  dasar  pengenaan  PRE  zebapaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayvar |9 denpgan larii PKB
sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 10 ayal [3].

2] PKE vang tensrang dipungut 1 wilavah Daerah tempat
Kendacaan Recrocdor tercdaftar,

3] 'KB . ..
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() PKB dikenakan uvntulk 12 jdua belas) bulan berturt-

i1

(2]

(3)

{%)

i)

turut techitung sejak anppal pendafaran Kendaraan
Ecrmotor.

Paragrar 3
EENERB

Fazal 12

Obick BBNEE edalah  penyerashan  pertama  atas
Kendaraan Berrmoror.

Kendoraan Bermotor sehaguimana dimaksod pada ayat
|1] adalah Kendaraan Bermoter vang woyib didaftarkan eli
wilavah provingt scsual dengan ketentoan perafuran
errundang-undangan.

Yang dikecuallkan dari objek OGENKE  sehapaimans
dimaksud pada ayat (1] adalah penyveraban aizs:

a. kereta apn;

b. kendaraan Bermotur vang scmata-mata dipunakan
untuk keperlyan pertahanan dan keamanan negara;

. Kemlaraan Bermotor kedutoan, konsulat, perwakilan
negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga
intermasional yang mempercleh faszilitas pembebasan
pajak dari Pemerintah;

. Kendaraan Bermotor berbuasis enered terbarukan; dan

e. Kendaraan Dermaotor lainnyva yang ditctapkan dengan
Ferda.

Termasuk penyeraban Kendaraan Bermotor gebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan
Bormoter dan luar negeri untuk dipakai secara letap di
Indonceig, leecuali

a. untuk diperdapangkarn,

b. untuk dikeluarkan kemhali dan wilayah kepabeanan
Ihdiresia; dan

¢ diglinakan uniuk pameran. obick poncbitian, contoh,
dan kepatan olahraga bertarat internazional.

Penpecualian sebagaimana dimaksad pade avar (4] hural
b dan hural © tidak berlaky apahila selamna 12 (dua belas)
bulan  bertuwrat-turnr Kendaraan Bermotor tidak
dikeluackan kemball dan wilayab kepabeanan [ndonceia.

Pasal 13 ...
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Pasal 13

i1) Sutmek Pajak BBNKE adalah orang pribadi atau Badan
vAng mencrima penyerahan Kendaraan Bermmotor.

(2] Wanh Pajelk EENKB adalah orang priboadi atou Badan
VHNE Moncrime penycrahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

Dasar pengenaan BENKDE adalah nila jual Kendaraan
Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan menten yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan
peraturan gubernur sebagaimana dimoksod dalam Pasal 9
Ayl (9),

I*asal 15

(1} Tani EENKE ditetapkan paling tinggi sebezar 12%: [tlua
belas perseny.

[2) Khuszus untuk Daerab yang setingkat dengan Dacrah
provinsi vang tidak lerbagi dalam Dacrah kabupaten fkots
lonmn, tanf BENKER ditetapkan paling tinggi sebesar
20 [tlua pulub pocrsen).

(3} Tanf EENKEE scbagaimana dimaksud pada avat [1] dan
avat (2} ditctapkan dengan Perda.

Pazal |G

(1] Bezaran pokok NRRNKB yanp terutang dibitung dengan
rara tnengalikan dasar penpgenaan BBNKB sebagaimana
dimaksuad  dalam  Pasal 14 dengan tarif BENKDB
sehagaimana Jdimaksud dalam Pasal 15 avat (3]

(2] BENKB yang torutang dipunpgut di wilayah Daerah termpat
Kendaraan Bermotor terdaltar.

[(}] Pembayaran EBBNEE dilakukan sebelum pendaftaran
Kendaraan Bermotor.

[4] Bukti pembayacan NENKB menjadi persyaratan dalam
pendafaran Kenidaraan Bermotor bama sesual dengan
keterytuan pecaiuran porundang-undangan.

Parapral 4 . . .
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Purapraf 4
I'AB

FPazal 17

Objek PAB adalah kepemilikun dan/atau penguasaan
Alat Berat.

Yang dikecuahkan dan ebjck PAB schagaimana dimaksud
pada ayat (1] adalah kepemilikan danfatan penguasaan
Almia:

4, Alat  Berat  yang  dimiliki daojatan dikoasal
FPemerintah, Pemeriniah Daerah, dan Tentara
Mazional Tndonesia /Kepolisian  MNegara  Repulblik
Indonesia;

b. Alar Berat yang dimilikl dan/atan dikuazai kedutaan,
konsulal, perwakilan negara asing dengan asas timbal
halik dan lemboga internasional yanpg mempecoleh
[asilitas pembebasan pajak dari Pemerinah; dan

¢,  kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainova
yang diatur dalam Perda.

Pasal 18

Subjek FAB adalah orang pnbadi atan Baden yang
toetniliki dhan/atau menguaszai Alat Berat.

Wajih PAE adalah orang pribadi atag Badan yang
memiliki dan/atan menguasai Alal. Berat.

Pagal |4
Drazar pengenaan PAR adalah nilan jual Alat Berat.

Milai Jual scbagaimana dimaksud pada ayvar (1) ditentukan
berdasarkan harga rata-rata pasaran umuam Alat Berat
vang bersangkuatan.

Harpa rata-rata pasaran amurm sehagaimana dimaksud
pada awat [2) ditetapkan berdasarkan harpa rata rata
vang diperoleh dan berbapai sumber data vang akurat
pada mingpu pertama bulan Dessmber Tahun Pajak
arbrelurnmya,

1] Penetapan .|
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Penetapan dasar pengendan PAR sehagaimana dimaksad
pada ayart [1] dialur dalam peraturan mentcri vang
menyelenggarakan Urisan Pemerintabhan dalam negeri
setelah mendapst peotimbangan dari Menterd.

Dasar penpenaan PAE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) citinjan kembali paling lama setiap 3 [tigal tahun
dengan memperhatikan indeks hargn dan perkembangan
perekonomian.

Paxal 20

Tarif PAB dilctaphkan paline tinegl sechesar 0,2% (nol koma
dua perscnl.

Tan!{ PAB schagaimana  dimaksud pada avat (1}
ditctapkan dengan Perda.

Pawxal 21

Lesaran pokok PAR vang terutang dihitung dengan cara
rmengalikan dasar  pengenaan PAB scbapaimana
dimakszuad dalam Pasal 19 ayvat (4) dengan tant FAB
sthagmimana dimaksud dalam Pasal 20 ayvat [2).

FAB yang terutang dipongut di wilayah Daerah femmpart
pensuaszaaln Alat Berat.

Pasal 22

FAB untuk kepecmihkan danfatau ponguasaan Alat Berat
terutang tethitung sgak Wajib Pajak diakui zecara sah
memiliki dan/atan menguaszai Alat Berat.

Pab untuk kepemilikan danfatan penguasaan Alat Derat
dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 [dua belas)
badlao bertart-rurot.

FPAB umluk kepemilikan danfatan penguasasn Alat Berat
dibrayar sekalipus di muka.

Calam hal terjady keadaan kahar yang mengakibatlkan
prOgEunaan Alat Berat belum sampal 12 [dua belas)
Eulan scbapgaimana dimalsud pada avatl (2), Wajily Pajak
dapat mengajukan restitusi atas PAB vang sudah dibayar
antuk poral jangka wakta vang belum dilalud.

(O} Ketentuan . ..
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2] Ketentuan lelih lanju mengena) tata cara pelaksanaan
restitust sebapaimang dmaksad pada avat (4 diatar
demgan peraiuran gubermuar

Paragral &
FEBKB

Pasal 23

bxjek PREBKB adalah penyerahan BBKE olch penyedia BEKB
kepads konzumen atau pengruna Kendaraan Bermotor

Pasal 24
1) Subjek Pajak PBEKE adalah konsumen BBKE.

12) Wajib PFajak PBBKE edalah orang prilacdi ataw Badan
penyvedio BRKE vang menverahkan EBKB.

3] Pemunguman PEBER dilakukan oleh penyedia BEKB.

4] Penvedia BEKEB schagaimana dimaksud dalam 1*aszl 23
adalah predusen danfatau  importic bahan  bakar

Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual manpun untuk
digunakan sendiri.

Pasal 25

Dasar penpenaart PBBKE adalah nilai jual BBKE sebelnm
tikenalan pajak pertambahan nilad,

Pasal 26

(1) Tarif PBBKE direrapkan paling 1mggl  scbhosar 10%
{sepuluh persen].

(2) Khsus 1anf PARKE yntulk bahsan bakar kendaraan
utnum dapat ditctapkan paling tinggl 30% [bma puluh
persen) dar tarif PEBKE untuk kendaraan pribadi.

(3 Untuk jeniz BBKB tertentu, Pemerintah  dagae
menycesuaikan tarif PBHKB yang sudah ditetapkan dalam
Perda dalam rangka stabilizasi harga.

(4] Penwvesuaian taril FPERKR sehagaimane dimaksud pada
aval [3pditetapkan dengsan Peraturan Prosiden.

(@] Tanf. ..
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{3] Tarif FELKB selbmpaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat (2] ditetapkan dengan Perda.

Pasal 27

Hesaran pokek PEBEB vang tenirang dihitung dengan cara
riengalikan dasar pengenaan PBRKE sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 dengan tarif PEBKR sebapaimana dimakzud
dalam Pasal 26,

Paragraf &
Pal

Fasal 25

(1] Objek PAP adalah pengambilan danfatau pemanfaatan
Alr Permulkaan.

[2] Yang dikecusbkandan objek PAP adalah pengambilan
dan fatau pernanfaatan untok:

a. keperluan dasar rumah tangga;
poTigairan portaman rakyat,
perikanan rakyat;

keperluan keagamaan;

kematan vang mengarmhil dan  memanfaatkan  air
laul baik vang berada di lautan danfdataa di daratan
[1r payau); dan

f. keglatan lainnya vang ditetapkan dalam Perda,
dengan tetap memperhatikan kelesrarian lingkutgan
dan ketentuan peraturan perundang-undengan.

m a2 g

Paszal 29

1] Subjek PAP adalah orang prnibadi atauw Badan vang
melakukan  pengambilan danfatau permnanfaatan Alr
Permulaan.

(2) Wik [al' adafah orang pribadi ated Badan yang
meclakulkan  pengambilan dan/ataa pemnanfaatan Al
Parmukaan.

Fazal 30

(1) Dasar Pengenaan PPAP adalah  nilai  perolehan Air
Permukaan.

(2] Wilai . .
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Milul perolehan A Permulkaan sebagaimana dimalkosud
pada ayal [1] adalah hasil perkalian antara harga dasar
Ailr Poermukaan dengan bobot Air Permukaan.

Harga dasar Air Permukasn ditetapkan dalam Rupiah
berdasarkan  biayva pemelibaraan  dan  pengendalian
sumber daya Air Permukaan.

Bobot Air Permukaan sebapaimana dimaksud pada avat
2] dhnyarakan dalam koefisien vang didusarkan paling
sedikit mas faktor-Taktor:

a. lokasl pengambilan ain

b. wolume air; dan

c. kowenangan pengelolasn sumber daya air,

Ecsaran nilai perclehan Air Permmukaan sebapaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denpan peraiuran
Fublwrnur.

Ketentuan  lelnh  lanjut mengenal harga dasar  Aidr
FPermukaan dan bobot Aic Permukaan ditetapkan oleh
menteri  yang menyelengparakan Urusan Pocmerintahan
di bidang pekerjaan  umum  sciclah mendapat
pertimbangan dari Menteri.

I'asal 31

Tant PAIR ditetapkan paling linggi sebesar 10% [sepuluh
persen|.

Tant PAP sebaguimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Perda,

Fasal 33

Besaran pokok I'AP vang feovutang dihitung dengan cars
mengalikan  dasar  pengenosan PAFP sebagsimana
dimaksud cdalarm Pazal a0 avat (1) dengan tarif PAP
zebapaimana dirmaksud dalam Posat 31 ayat (2).

PAFP yang terutang dipungut di wilayah Daerab tempat Adr
Permukaan berada.

Farapyral 7 .,
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Paragral 7
Pajak Rokok

Pasal 33
Objek Payak Eokok adatah konsurmesi robook.

Fokok schagaimana dimaksud pada avat [1] melpar
sigaret, cerutu, rokol daun, dan bentuk rokok lainnya
yang dikenai cukal rokeak.

Yang dikecualikan dan objek Pojak Eokok schagaimana
dimaksild pada avat |1) adalah rokek yang tidak dikenai
vukan tokok  berdasarkan ketentuan  perarturen
perundang-undangan di bidang culai.

Pasal 34
Subjek Fajak Rekok adalah konsomen rokok.

Wajib  Pajak  Rokok  adalah penpusaha  pabrik
rokek/ produsen dan immpottir rokok yang memilikl izin
berupa nomor pokok pocngusaha barang kena cukoi.

Pajak Rokok dipungut coleh instansi Pemerintah vang
berwenang memungut  cukai bersamean dengan
pemungutan cukai rakok.

Fajak Eokok yaog dipungut oleh instansi Pemcrintah
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) disctor ke rekening
ka=  umum dacrah provinsi  secara  proporsiotal
berdasarkan jumlah penduduk.

Kerentuan lebill lanjur mengenal tata cara pemunguian
dan penyetoran Pajak Rokok distur dengan Peraturan
Menterd.

Pasal 35

Dazar penpenaan Parak Rekek adalah cukai vang ditetaplkan
aleh Pemmerintah terhadap rokolk.

Fazal 36

Tarif Fajak Rokek ditetapkan schesar 104 |sepulubh perzen)
dari cukai robrk.

Pasal A7 ., .
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Pazal 37

Hesaran pokok Pojnk Rokol vang terulang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimmana
dimaksud dalam Pasal 353 dengan tarif Fajak Rokok
zebapaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(1]

{2]

13)

Paragraf &
FBE F2

Pasal 38

Objelk PBBE-PZ adalab Bum dan/atan Banpunan yvang
diroiliki, dikuasal, dan/atau dimanfaatkan oleh oraog
pribaci atau Badan, kecuali kawasan yang dipunakan
wntuk keglatan wsaha perkebunan, pechulanan, Jdan
pertambangan.

Eumi scbagaimana dimaksvd pads avat (1) termasuk
pormmukaan Bumi hasil  kepialan reklamasi atau
pEnEUrakan.

Yang dikecashkan dan chick PBBE P2 sebapgaimana
dimalsuwd pada ayat (1) adalah kepemilikan, penglsasanan,
dan/atau pemanfaatan atas:

4. Bum dan/atau Bangunan kamior Pemenntah, kanter
Femernntahan Daerah, dan kanler penvelengparn
negara lainnva vang dicatal sehapal barang milik
negara atat harang milik Dacrah:

b. Bumi dan/atay Banpunan yang digunakan semata-
mala unluk melayani kepentingan umant di bidang
Lenpamaan, panti sosial, keseharan, pendidikan, dan
kebudavaan nasional, yvang tidak dicnaksudkan untuk
memperolch keuntungan,

c. Bumi danjfatau  Bangunan  yang scmata-mnata
dipunakan  wnluk  tempat  makam  [kuburan},
pettingealan purhakala, atau vang sejenis:

d. Bumi yang merupakun hutan lindung, hutan suaka
Aalam, hutan  wisota,  taman  nasional,  tanah
pengpembalaan yanp dikuasai olebh desa, dan 1anah
nepara yang belum dibebani avaty hak;

¢ Bumi danjatau Bangunan yang dippnakan oleh

perwakilan diplomalik dan kensulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

1. Bumi. ..
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f. Bumi danfatau Bangunan yang dipunakan oleh
badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditctapkan dengan Peraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunhan vntuk jalur kersin api,
moda rava terpadu {(Mass RBapid Transid), Unlas rava
terpadu [Light Rerid Troes), alau vang sejenis;

h. Burm danjatau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP terentu yang ditctapkan oleh
Kepala Daerah; dan

1. Bumi dan/atan Hangunan yvang dipungut pajak buomi
dan bangunan oleh Pemerintaly.

Fagal 39

Subyek Pajak PBB-P2 adalah orang pobadi atau Badan
YANY SCCAME TYATAa mMeompunyar suatu hak atas Bumi
dan fatan memperolehl manfaat atazs Bumd, dan/atau
memilikl. menpuasal, danfatau memperoleh manfaat
atas Banganan.

Wapk 'ajak I'BB-P2 adalah orang pribadi atau RBadan
Yang secara nyata mempunyai suala bak o atas Bumm
flanfatau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
ramiliky, menguasqdl, dan/satau moempercleh manfaat
atas Bangunan.

Fazal 40
Dasar penpgenaan FIIE-P2 adalah NIOP.

NJIOP sebagaimana dimabksud pada ayal (1) ditetapkan
berdasarkuan proses petulaian PBB-P2.

NJGP tidak kena pagjak ditctapkan paling scdilkut schesar
Ep 1A, 000.000,00 {zcpuluh juta rupiah)] untuk sctiap
Wanb Majak.

Dalam hal Wajilb Pajak metnitiki atau toenguasai lebih
dari sartu objek PEBE P2 di satu wilayah kabupaten/knora,
NJOP tidak Kena pajak sehagaimana chitrnakesy] pacda avat
(3] hanya diberikan atas salah satu objek PEE-P2 uantuk
setlap Tahun Pajak,

(2} NJOF ., ..
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[op NJOF vang dipupakan untuk  perhitungan PBB-PZ
ditetapkan paling rendah 20% [dua puluh perseny dan
palmg tinggl 130 (seratusz persen| dart WNJOP scielah
dikurangi NJOT tidak kena pajak sehagaimana dimaksud
pada ayat {3).

6] NJOP sebagaimanas dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
setiap .3 [figa] 1ahun, kecuah untuk objek pajak tertentu
dapal  dilelapkan  setiap talhan zesuail dengan
perkembanesn wilayabnva.

(7] Besaran NJOF ditetapkan oleh Kepals Dascah.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengpenst penilaian PRB-T42
sebagaimana dimaksod pada avat (2] diatur dengan
Peraturan Memer.

Prasal 41

(1} Tarl PBB-P2 ditctapkan paling tinggi sebesar 0,5% (rwl
koma litha persen).
(2} Tanf PBBE-T2 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) vang

berupa lahan produks) pangan dan ternok ditetapkan
lebih cendah daripada tanf untuk lahan lainnya.

[-3 Tarif PIIHE-P2 scbagaimana dimaksud pada ayat [1p dan
ayal (2] ditvtapkan dengan Perda.

[*asal 42

Bezaran pokok PBE-P2Z vang terutang dihitung dengan caro
mengalikan  dasar  pengenasn FBB-F2 sebagamana
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dengan tarif PBB-12
stbagaimana dimaksud dalam Paszal 41 ayat {3).

[Pa=zal 43

1] Tahun Pajak PBB P2 adalah jangks wakiy 1 (satu) tehun
kalcnder.

{2] Saat vang mencatukan unluk menghitung FBB-P2 yang
terutang adalah menurut keadsan objek PBB P2 pada
tanggal | Januan,

{3 Tempat PBE-P2 vang terutang adalah i wilayah Taerah
yvang meliputi letak objek PEB-P2.

Paragraf 9 . . .
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Paragraf 2

Bea Perolehan Halk Atas Tanah
dan/atau Bangunan (BPIITG)

Pasal 44

Oelr BPHTH adalah Perolchan Hak atas Tanak danfatan
Nanglnan.

Perolechan Hak  ataz: Tanah  danfatan Bangunan
sthagaimana dimaksud pada ayat {1] meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;

2. 1ukar-menukar;

3. hibah:

4, hikah waziat;

5. waris:

. prmasukan dalam perseroan atau badan hukum
lain;

7. pemisahan hek yang mengakibatkan peralihan;

8. penunjukan permhell dalam Jelang;

% pelaksansan pulusan hakim wvang mempunvai

kekuatan hinkum terap,
10, pengeabunpgan uzaha,
11. pelelruran uzaha;
12, pernckaraty usaha; atao
13. hadiaby; cdan
. pembernan hak baru karena;
1 kelanjuran pelepasan halks atan
2 i luar pelepasan hak,

Hak amtas Tanah dan/atau Bangunan scbagaimana
dimaksud pada ayvat (1) melignir:

a. hal milik;

b. hak puna usaha;

<. hak puna banpgunan;

ii. hak pakar;

o, hak miulik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

Yang dikccualikan darl objek BFHTB adalab Pernlehan
Hak atas Tanab dan/arai Bangunan:

a. untuk . . .
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untulr kantor Pemerindab, Pemerimahan Daerah.
penyelergpara negara dan lembaps negard lainnya
yanp dicatar sebapal barang milik negara atou barang
milik Daerah;

clch negara untuk penyelenggaraan pemerineahan

danfataun vntuk pelaksanaan pembangunan guna
kepantingan umum,

untuk badan atau perwakilen lembags internasional
dengan  syaratl lidak  merngalankan usabha  atan
melakukan keglatan lain di lnar fungsi dan tugas
hadan atau perwakilan lembaga tersebut vang diatur
dengan Peraturan Menteris

untuk  perwakilan diplematik dan konsulat
berdasarkan azas perlakuan timbal balile

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak
atau karena perbumian hukam lain denpan tdalke
adanvea perubahan onarme;

ideh orang pnbadi ataw Badan karcna wakaat;

olch orang pobadi atan Badan yang diponakan untuk
kepentingan ibadah; dan

untuk masyarakat berpenghasilan rendab sesuai
denpan Ketentuan peraturan perundeng-undangan.

Pas=al 45

Sunjek Pajak BEFHTE adalabh vrane pribadh atau Badan
vang mempercleh Hak atas Tanah dan/atow Bangunan,

Waih Pajak BI'HTB adalah orang pnibadi atau Badan vang
memperolel Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 4B

Dusar pengenasn BPHTH adalah mila pecnleban obpak
Pk,

Milai perolchan chjck pajak schagaimansa dimaksud pada
ayat [1] ditetapkan sebagai berilout:

i

harga tranzalesi untuk jual beli;

b, mlai. .
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. nilai pasar uniuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat,
wAMs, pemasukan dalam  persercan atau badan
bukum lainnya, pemizahan hak yvang menpakibatkan
peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan pulusan
hakim yang mempuonyai kekoatan bukum telap.
pemberian hak baru atas ranah sebagai kelanjutan
dari pelepasan hak, petmberian hak baru atas tanah di
luar pelepasan hak, penegabungan usaha. peleburan
usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

¢, harga transaksi vang tercantum dalam risalah lelang
untuk pecnunjukan pembeli dalar lelang.

Dralamn hal nilai percleban objek pajak  sebagaimana
dimaksud pada avat |2) tidak dikefahui atau letnh cendah
danpada NJOP yang digunekan dalam pengenaan pajak
hiuarm dan bangunan pada tahun rterjadinya perolehan,
dasar pengenaan BPFHTB vang dipunakan adalalh MNJOI?
rang igunakan dalam penepecnaan pajak bumi dan
bangunan pada tabun terfadinya perolehan.

Dalam menentukan besaran BPHTB 1erutang, Premerintah
Daerah menetapkan nilai percleban objek pajak tidak
Ketla pajalke sebagor penguarang dasaer pengenastt EPHTR
sebapaimana dimaksud pada avat [1].

Besarniva nilai perelehan objek pajak tidak kena pajak
ditetapkan pahng =zedikit  scbesar  RpB0 000,000, 00
{delapan puluh juta rupiah) untuk percleban hak pertama
Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya
BFHTH.

Dialam hal peralehan hak karena hibah wasiat stan wans
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayval (2] hural a
aprngka 4 dan angka & vang ditenma orang pribadi yang
masth dalam hubungan keluarga scdarah dalam sans
keturunan lurus satu derajat ke atas atan satu derajat ke
bawsh dengan pemberi hibah  wasiat  atau  waris,
rermasuk  saamifistel, milai peralehan otmek pajak ridak
kena  pajak  diretapkan paling sedikit sebesar
RpdCH 000 000 OO (tiga ratus juta rupish].

Atas peorolchan hak karcna hibah wasiat atau wans
tertentn, Femerintah Dacrah dapat menctapkan nilai
perolehan obiek pajak tidak kena pajak vang lebih tinggi
daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak
zebagaimana dirnaksud pada avat |6).

IS Milai . ..
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HNulai perelehan objck pajak tidak kena pajak schbagaimana
dimaksud pada ayat [3) dan ayar (6) ditetapkan dengan
Perda.

Fazal 47

Tanf BEPHTH ditelapkan paling tinggi sebesar 5% [lima
persen|.

Tarit RPHTE scbagaimana dimaksud pada avat [1]
ditetaphkan dengan Perda.

MPasal 48

Fiesaran pokok BPFHTE vang terutang dilitung denpan
cara mengalikan dasar pengenman BPHTE aebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat [1} setelah dikurangi nilai
pcrolehian oljek pajak tidak kena pajak sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5} atew ayat (6], dengan
tarit BPHTE schagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
{2]-

BPFHTHE vang terutang dipunput di wilayah Daerah tempal
tanah dan/atau Rangunan berada.

Pasal 40

Saat terutangnyva BPHTE ditetapkan:

.

parda tangegal dibuat dan ditandalangarunya perjanjan
penpikatan jual beli untuk jual bels;

pada tanggal dibuat den ditandatangamnva alkia untuk
tukar-menukar, hibah, hibsh wasiat, pemasukan dalam
prracroan atau bmdan hukum lainnya, pemisaban hak
yang menpakibatkan  peraliban, penggabranpan usaha,
peleburan usaha, prmekaran usahe, Jdan/atau hadiah;

pada tanggal penerima waris atau vang diberi kuaza oleh
pencrima warizs mendaflarkan peralihan hakeowa ke
kantor bidang pertanshan untuk waris:

pada tanggal pulusan pengadilan vang mempunys
kekuatan hukurn yang tetap untuk putusan hakim;

pada tanggal diterhitkannya surac Keputusan pemberian
hak untuk pembenan hak baru slas tanall sebagai
kelanjulan dan pelepasan hak;

f. pada ...
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f.  pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
beal vnruk pemberian bhak bamo di lanar pelepasan hak:
Bran

g pada tangzal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Paragraf 10
FLT

Paxsal S0

Cojek PEJT merupakan ponjualtan, ponyerahan, dan/atau
konsumai barang dan jasa tertentu vang meliputl:

a. Makanan dan/atau Minuman:
b. Tenaga Liatrilk:

.. Jasa Perhwtelan;

d. Jasa Parkir; dan

e, Jasa Keseruan dan Hiburan,

Pasal 51

[1] Penjualan danfarau penverahan Makanan denfatan
Minuman zebapaimana dirmaksud dalam Pasal 50 homal
a meliputl Makanan dangarau Minuman yang disediakan
oleh:

a. Eostoren vang paling scdikit menyediakan layanan
penyaian Makanan dan/atau Minuman berupa meja,
kursi. dan/atau peralatan makan dan minun,

b. penyedia jasa boga atau katering vang melakukan:

1. prosesz penyediaan bahan haku dan  haban
setenpab jadi, pembusian, penyienpaoan, sceria
poryvajian berdasarkan pesandr,

penyvaan o lokas yang diunginkan oleh pemesan
dan berbeda dengan  lokast dimana  proses
pembuatan dan penyimpanan dilakukan: dan

3. penvajian dilakukan dengan artau tanpa peralatan

darn peTugasnya.

oh

2] ¥Yang dikecualikan dano ohbjek PRIT  sebagaimana
dimuabsud pada awval (1) adalah penyershan Makanan
dan /atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha rndak melebihn batas
tertentu yang ditetapkan dalarm Perda;

b, dilakukan . - .



SK oMo [0d4041 A

(1)

(2]

(1}

Ea@‘*i!

PRESIDEM
HEPLBLIK 1IHOGHESIA

- A4 -

b. dilakukan oleh toko swalaysn dan seenisnya yang
lidabk semata-mata  menjual  Makanan dangalay
Minuman;

o, dilakukan eleh pabrik Makanan danfatag Minuman:
atau

d. dizediakan oleh penvedia fasililas yang kegiatan
usaha  wtamanva menyediakan pelavanan  jasa
tenungey pesawat [lownegs) pads bandar udara.

FPazal 52

Konsumsi Tenaga Listrik sehapaimana dimaksud dalam
Fasal 50 hurof b adalsh penggpunaan Tenaga Listrik oleh
pengguna akhir.

vang dikecuslikan dan konsumsi Tenaga  Listrik
sebagaimana dimaksud pada ayar (1), mehpuati:

a. konzumsl Tenaga Lisirik oleh instansi Pemerintah,
Femernintah  Daerah dan  penyelenggara  neguara
lainnva;

b. konsumai  Ternaga  Listrik  pada  tempat Vang
digunakan olch kedutaan, konsulat, dan perwakilan
asing berdasarkan asas timbal balik;

©. kemsums! Tenaga Listrik pada rumab ibadah, panri
jumpa, panti asuhan, dan pant: sosial lainnya vang
e[ ET11S,;

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendir
dengan kapasitas fertentu yang tidak memerlukan
1zin dari instansi teknis terkait: dan

€. konsumsi Tenzga Listrik lainnye yang distur dengan
Ferda.

Pasal 33

Jasa Perhotelan sebapaimmana dimaksud datam Pasal 50
huruf o melipud jasy ponvediaan akemnmodasi dan Tasilitas
penUjanghya, serta penycwann Fuang rapst/ portemuan
pada penvedia jasa perhotclan seperti

a. hatel;

bz, bnaatel;

oo wvila;

f. pondok wizata,
£, motel;

f. lo=men,

g wisma . ..
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E. wisma pariwisata;

h. pesangpgrahan;

i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungaln/ resort’
e ffeace;

J- lempat ongeal pribadi vang diflanpgsikan sehagai hotel:
dan

k. glamping.

Yang dikecualikan dan .Jaza Perhaorelan sebaszaimana

dimaksaud pada ayat (1) melipur:

a. Jasa tempat tinggal asrama vang disclengzarakan
nletr Pemmerintah atau Pemerintabh Daerah:

b. jasa tempat nngeal di rumah sakit, asrama perawsat,
pantl jompo, pantl asuharn, dan pandi sosial lainnya
YANE SEC1is;

©. jasa tempat tinggal i pusat pendidikan atan kegiatan
keapantaan;

d. jasa bivo perjalanan atau perjalanan wisata; dan

€. jasa persewaan rangan untuk drusahakan di haorel

Pasal 54

Jasa Parkir sebagaimana dimaksad dalam Pasal 50 huruf
d melipati
2. penyediaan atay penyelengegaraan tempat  parkir;

dan/atau
b pelayvanan memarkickan kendaraan [parkiv velet.
Yang dikccualikan dari jasa penvediaan lempal parkic
vebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:

4. jasza tempat parkir wvang disclenpearakan oleh
Pemerintab dan Pemerintah Dacrah;

b. jasa  tempat  parkir yang  disclenggarakan  oleh
perkantoran yang  hanva  digunakan unruk
karyawannya sendiri;

¢, Jasa tempat parkir vang  diselenggarakan  oleh
kedutaan, kensular, dan perwakilan negara asing
dengan asas fimbal babk; dan

d. jasa tempal packis lwinnya yang diatur dengan Perda.

Pagal 55 . .
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Pasal 55

IL)] Jase Kescnian dan Hiburan sebagsimana dimeksud
dalamm Paszal 30 huraf e meliputi:

(2}

{1]

.

-

—
H

Tm oo an o

tontonan {ilm atau beriuk rontonan aodio visoal
lainnva yang dipertertonksan sccara langsung di
suatu lokasi rerten;

pergelavan kesenwn, musik, tard, danfatau busana;
kontes kecantikan,

kontexs hinarags;

PACneran;

pertunyukan sirkus, akeobal, dan sulap;

pacuan kuda dan perlambaan kendaraan bermotor:
permainan ketangkasar;

olahiraga PETTILAITIAELD dengan menggunakan
rernpat/ruang danfatau peralatan dan perlenghapun
unluk olabrags dan kebupgaran,

rekreasi wahana air, wahana ekaolopl, wahana
pendudikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
pETMmIAINAn, pemancingan, agrowisata, dan kebun
binatang,;

panti pijat dan pyat refleksy; dan
diskerel, karaoke, kclab malam, bar, dan mandi
uap/=pa.

Yang cdikecualikan dari Jasa Kesenian ¢an Hiburan
sebmpaimana  dimaksud pada aval (1) adalah Jasa
Kesenian dan Hiburan yang semala-mata untuk:

a

b

.

promost budaya tradisional dengan tidak dipuoguot
bayaran:

kepiaran layanan masyarakat dengan tidak dipungut
bayaran,; dan/fatan

bentuk kesenmian dan hiburan lainnya vang diatur
dengan Perda.

Pasal 6

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa
tertenty.

Wayib Pajak PTLIT adalah orang pribadi atay Badan yange
melakukan penpualan, penyerahan, dan/atan konsumsi
harang dun jasa tertentu.

Pasa] &7 . ..
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I'asal 537

Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan
oleh konsumen barany ztaw jrsa tertentu.

Dalam hal ridak rterdapat pembayaran sebagaimana
dimaksurl pads ayat (1. dasar pengenaan FEJIT dihifgng
berdasarkan harga jual barang dan jaza sejenis yvang
berlaku di wilayah Daeral yang bersangkutan.

Fasal &

Tarl PBJT ditetapkan paling tingei sehesar 109 |sepalub
pCIsen).

Khusus lacil PRJIT atas jasa hiburan pada diskotel,
karnake, kelab malam, bar, dan mandi uvapfspa
ditetapkan paling rendah 40% |lempar puluh persen) dan
paling tmggi 753% [tujuh puluh lirna perscen),

Khusus tarif PBJT atas Tenags Listik untuk-

a. konsumsi Tenaga Listrik dan sumbecr lan oleh
industri, perlambangan minyak bumi dan gas alam,
ditetapkan paling ingg scbesar 3% (tiga persen); dan

I kaosumst Tenaga Listrik vang dihasilkan sendied,
ditetapkan paling tinggi 1.5% [satu kome lima
™rscnb,

Tarif PBJT sebagaimana dimaksad pada ayat [1], ayar (2},
dan ayat (3) ditetapkan denpan Perda,

Pusal 59

Besaran poekok PBJT vang terutang dihitung denpan cara
mengalikan  dasar  pengenaan  PRIT  ashagaimana
dimaksud dalaan Pasal 57 dengan  wanf PBJT
schagaimana ditnaksud dalam Pazal S5 avat (4).

VBT vang terdlany dipungul di wilayah Daerah tempat
penjualacn, penyerahan, dan/ataun konsumsi barang dan
Jasa tertentu dilakulkan.

Sadal  rerutangnya PBJT dihituog sejak saal
pembavaran/penyerahan/konsumsi  barang  dan  jasa
terrenta dilakukan.

Faragraf 11 . ..
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Faragraf | ]
Fajak Reklame

Paszal 60

{1] Objek Pajak KEeklame adalab sermua penyelenggaraan
Reklame.

2] Ohjek Pajak Reklarne sebagaimana dimaksud pada ayat
[1] melputi:
4. Heldame papan/biitboard vidcotronf megarron;
Eellame kaim;
Eeklame melckat fstiker;
Reklame sclebaran,
Reklame berjalan, termazuk pads kendaraan;
Eeklame udara:
Reklame apunog;
Reklame film )/ side: dan
Reklome peragaan.

{3 Yang dikecuabikan dari olvek Pajak Reklame adalah;

a. penyolenggaraan Reklame melaln inoternct. televisi,
radio. warta harian, warfa mingguan, warta bulanan
dan scjenisnyva;

oM@ = O B 0o oo

—_—

a

b. label/merek produl vang melekat pada barvang yang
dipperdagangkan, yang berfungsi untuk membredakan
dari produk sgjenis lainnya;

v, namd pengenal usaka atau profesi yeng dipasang
melekat pada banpunan danfmiau di dalam area
tempat wzaha arau pmfesi yang jems. ukuran,
bentulk, dan bahan REeklamenya diatur dalam Perkada
dengan herpedoman pada ketontuan yang mengatur
rentang namy pengenal usaha atau prodesi recsetnt;

. Reklame vang dizelenggarakan oleb Pemerintah atau
Pemerintal Daeral,

#. Reklame wong  diselenggarakan  dalam  rangka
kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yany tidak
dizscrtal dengan iklan kormersial; dan

. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.

Basal &1 . ..

SK Mo IN40d5 A
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Pasal &1

Subjek [ajak Reklame adalah orang pribadi ataw Badan
yang mengganakan Reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan
yang menyelengearaksn Reklame.

Pasal 42

Daxar Pengensan Pajak Meklame adalah nilai sews
REeklame.

Dalam hal Rcklame diselenpggarakan oleh pihak ketiga,
niloi sewa Rellame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctaplkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Nalam hal Reklame disclenggarakan sendiri, nilai sewa
Feklarne sebapaimana dimaksud pada ayat (1) dibitung
denpan  memperhatikan  fakter  jenis, bahan  yang
digunakan, lokasi penempatan, wakfu pengyangan,
jangka waktu penyelengparaan, jumlah, dan uwkuran
media Reklams.

Dalam hal milal sews Eeklame sebapgaimana dimaksud
pada avat {2} fidak diketahai dan/atau dianpgap tidak
wajar, nilai  scwa  Heklamc  ditetapkan  dengan
mengpunakan faktor-faktor sebapaimana dimaksud pada
ayat (3).

Perhutungan nilai sewa Reklame sebapaimana dimaksuad
pada avat [3) diretapkan dengan Perkada.

Paxal 63

Tarif Pajak Eeklame diterapkan paling tinggy sebesar 25%:;
fdua puluh lima persen).

Tarif Pajak Relidlame zebagaimans dimaksud pacda avat (1)
ditetapkan dengan Perda.

Puagal Gd

Besaran pokek Pajak Rckilame yang terutang dihitung
tlerngan cara menegalikan dasar pengenaan Pajak Reklame
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dengan
taril 'ajak Reklame schbagaimana dimaksud dalam Pasal
B3 ayat {2).

(2] TPajak .. .
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[2} Fajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerab
tempeat Reklame tersebut dizelengparakan.

[} Khusus untuk Eeklame berjalan sebagaimana dimaksuad
dalam [asal &0 ayar {2} hurul ¢, Pajak Rcklame yang
terutang dipungal di o wilayah [aerah tempat usaha
penvelengpara Reklame: fendaltar,

FParagral 12
BAT

Fazal B5

(1] Obek PAT adalab pengambilan danfatao pemantaatan
Aidr Tanalh.

2] Yang dikecualikan dan ebpek PAT adalah penpambilan
Lk
a. keperluan dasar ramalh tangga;

pCOgaifan portanian rakyat,

periltanan raleyat;

peternalian cakyat;

keperluan keagamaan: dan

kegiatan lainnya yvang diatur dengan Perda.

oo g

Pasal &6

(1) Sulpek PAT adalah orang pribadi atawe Badan yang
melakukan pengambilan danfatan pemanfastan Alr
Tanal.

(2} Wajib PAT adalah orang pribadi atou Badan yeng
melakukan pengambilan danfatan pemanfzatan Air
Tanah.

Fazal &7

(1] Dasar pengenaan PAT adalah nilal pereleiian Air Tanah.

[2] Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada
avat [1] adalab hasil perkalian antara harga air baku
dengan b Air Tanah.

12] Harge air haku schapaimana dimalkzud pada avat (2}
ditelapkan beordasarkan biava pemelibaraan dan
pengendalian sumber dava Air Tanah.

{4] Bohot .,
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Eobot Air Tanah sebapgaimana dimaksud pada ayat [2)
dinyatakan dalam koelisien yang didasarkan atas faktar-
falklor berikul:

a. jeris sumber air;

loskasi sumber air;

tujuan pengambilan danfatau pemantaatan air;
volume air yang diambil danfatan dimanfaatkan:
kualitaz air, dar

tingkat kerusakan lingkungan vang diakibatkan vleh
pengambilan danfatau permanfEaian qir.

T TR S e

Fasal A8

Kctentuan  lebih  lanjut  menpenal  penelspan oilal
peroleban Air Tanah sehagaimana dirmaksiel dalam Pasal
67 ayat (1) diatur dengan peraluran gubernur denpan
berpedmmnan pade peraturan vane ditctapkan olch
menteti yvaong menyelengearakan Urusan Pomerintahan di
hidang enerel dan sumber dayo mineral.

Peraturan vang ditctapkan oleh menteri sebagaimana
thmiaksud pada ayat (1] disusun dengan memperhatikan
kebijjakan  kemudahan  berinvestasi dan  ditelapkan
setelah mendapat pertimbangan dari Menten.

Pasgl G0

Tari! PAT dhislapkan paling rnegl sebesar 20% [dua
puluh poreen).

Tanf FAT scbapaimana diroaksud pada  aval {1
ditetapkan dengan Perda,

Pasal 7}

EBezaran pokok PAT vang terutang dihitung dengan cara
mengalikan  dasar  pengenaan PAT sebagadmana
dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dengan tarif PAT
sehapmimana dimaksud dalam Pasal 69 avat [2).

PAT vanp terutang dipungut di wilayah Daerab tempal
pengambilan dan/atay pernanlaatan Aic Tanah.

Saat rerutangoya PAT  dihilung sejak pengambilan
danfatau permanfaatan dir Tanah.

Parapraf 13 ...
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Paragral 1.3
Fajak MELE

Pazal 71
(1} Objek Fajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MLLE
yang melippan:
g. ashes
br. Tt 1gbis;

. batu sciengah peormata;
4. batu kapur;

€. batu apung;

f.  batu permata;

E. Dhentonit;

b, dnlaomil;

L. Fulidsper,

1 garam batu [halite];
k. gralit;

. granit/andesit;

m.  Eips;

rr. kalsalg
7. kaolin;
e heusi

q. magncsil;

r mika;

g marter:

r nitrat;

u.  obsidian;

v. ket

w.  pasir dan kerikil;

X pasir kuarsa;
¥, perit;

2. fosfac

ga. tallk;

bty larnah secap (fullers garth);
oo, tanah diatom:

dd. tanah lwat;

e, tawas (alum);

ft. tra=s _ . .

SK Mo [1d49 A
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ff.  tras;
g, waErosil;
kb, zeolit;
11, basal;
i, trakhut;

kk. belerang;
Il. MBLE iloutan dalam suatu perrambangan mineral;
dan

mm. MBLE lainnya sesuanl dengan ketenbusan peraturan
perundang-undangan.

Yang dikecusalikan dan objek Pajak MBLB =ebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLE:

a, untuk lkeperluan  rumah  tangga  dan tidak
diperjualbelikan fdipindahtanpankan;

b. wntuk keperluen pemancangsn oaog hstnk )/ ielepon,
penanaman kKabel, penanaman pipd, dan sepenisnya
vang lielak mengubah funpst permuakaan tanah; dan

i, urttuk keperluan lainnya vang ditctapkan dengan
Ferda.

Pasal 72

Suhjelk Pajak MEGLO adalah orang poibarldi atan Badan
yang mengan bl ML

Wayih Pajak MBLE adalah orang prbadn ataw Hadan yang
mengambial MELE.

Paszal 73

Dasar pengenaan PFajak MELD adalah oilar jusl hasil
pengamtalan MOLTL

Milar Jual sehagaimans dimaksud pada ayst (3) dibotung
berdasarkan  perkalian  volume/tonasc  pengambilan
MBLE denpan harga patokan tiap-tiap jonis MBLE,

Harga patokan sebagaimanza dimaksud pada avat (2)
dihitung berdasarkan barga jual rata-rata tiap-tiap jenis
MBLE pade mulur tambatg vang bherlaku i wilayah
Dasrah vang bersanpkurcan.

4] Harga ...
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Harga patokan sebagaimana dimakaud pada ayar [
ditetapkan  =esuai dengan  ketenruan  peraturcan
perutidang-undengan di idang pectambangan mineral
dan batu bara.

FPazal 74
Tanf Fajak MBLB ditetapkan paling tinggl scbesar 20%
[dua puluh perscn).

Khusus untuk Daerab yang setingkar dengan Daerah
provingi Fang tidal terbapi dalam Daecrah
kabupaten kKota otenom, fanf Pagak MBLE dicetapkan
paling tinggt sebesar 20% (dua pulub lima persen).

Tarf Pajsk MELE sehypmmana dimaksud pada avat (1)
dan aval (2F ditetapkan dengan Perda,

FPazal 73

Bczaran pokok Pojak MBLE yong teratang dihitung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MELB
gebagaitnana dimaksod dalam Pasal 7.3 ayvat (1) dengen
raril’ Fajalk MBLE sebapaimans dimaksod dalam Pasal 74
avar [3].

Fajak MBLE vang terutang dipungul di walayah Daerah
tempat pengambilan MBLB.

Faragraf 14
Fajalkk Sarang Burung Walet

Pasal 76

Diek Pajak Sarang Burnung Walet adalah pengambilan
dan/alsu pen@Eusahasn sarang Burung Walst.

Wung dikeoualiban dar objek Pajak Sarang Burung Walet
schagammana dimaksud pada ayat {1) adalah:

a. pengambilan sorang Burung  Walet vang  telnh
dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan

b. kegiatan pengambilan danfaran penpusahoan sarang
Durung Walet laimnya yvaong ditetapkan dengan Perda.

Fasal 77, ..
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Pasal 77

Subjek Pajal Sarang Bumng Walet arlalah prang pribadi
atau Badan yang melakuksan peopaminlan daofstag
menpusahakan sacang Dorang Walel.

Waibh Pyjak Jarang Burung Walct adalah oranp pribkadi
atau Badan wvang melakukan pengambilan dan/atan
mengusahakan sarang Burmng Walet.

Pazal 75

Dazar pengenaan Pajak Sarang Burng Walet adalah
nilai jual sarang Buruog Walet.

Milai jual sarang Burung Waler sehapaimana dimakseoad
pada ayat (1] dihitung berdasarkan perkalian antara
harga pazaran umum sarang Burung Walet vang berlaku
di Daerah yang bersangkuran denpan voluome sarang
Burung Walet.

Pagal 7o

Taril Pajak Sarang Burung Walet ditelaphan paling Linggl
sebhesar 10% (scpuluh porscn).

Tanf Pajak Sarang Burung Waialet ditctapkan dengan
Perda.

Pazal &1

Nesaran pokok Pamak Sarang Burung Walet vang tenllang
dihitung dengan cara menpgahikan dasar pengenaan Pajak
Sarang Bumng Walct schagaimana dimalkssud dalam Pasal

TH

ayat (1] dengan tanf Pajak Sarang Bumng Walet

sebapaimana dirnaksud dalam Pasal 79 ayat [2).

Paragraf 15

Clppsen

Pazal &1

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dan-

A.
b,
.

PKT:
BBMKE; dun
Pajak MELE.

Pasnl 32 ..
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Pasal &2

Wajity Pajak untulk Opscn schapaimana dimaksud dalam
Pasal 81 merupakan Wayib 'ajak atas jenis Pajak:

!
b.

.

(1}

[}

(T

(2]

(1)

PXR;
BENKE,; dan
Pajak WTEILIR.

Pazal 83
Tanf Opsen ditetapkan sebagai berikut:
a. Opsen PEKB zebesar 66Y% {enam puluh enam perseny;

b. Cpsen BEMNEE sebesar fffe [fnam puluh enam
persen); dan

. Opsen Pajak MBLE scbhesar 25% fdua pulub hima
JHETHED),

tlihitumg dar besacan Pajak teratang.

Beosaran tarif Opeen sebagaimans dimaksud pada ayat (1]
ditetapkan dengan Perda.

Fasal 84

Opsen diputgul secara bersamaan dengan Pajak vang
dikcnaloan Cpscn.

ketentusan lebih lanpit mengecnal tata carti pomungutan
Opsen sebapaimana dimaksud poada awat [1} diatar
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,

Faragral 16
Bagn Hasil Pajak Provins

Paszal 45

Hasil peoncerimaan 'BEKB dibagihasilkan schesar 0%
{rujul puluh persen) kepada kabupaten /kota.

Huasil penerimaan PAP dibapihasilkan sebesae S0% (lima
puluh prersen] kepada katmiparen fkora.

i3] Khusus . ..
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Ehusus untuk penenmzaan PAP dan sumhber air yanp
Lherada hanya pada 1 |satu] wilayah kabupaten/bkota.
hasil penecrimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada
kabupatcn/kota  wang  bersangkutan  sebesar  BO%
{delapan pulul perzen).

Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar
VO [tugube puluh persent kepada kabupaten S ola.

Bapian kabuipatenkota sebapgaimana dimaksud  pada

aval (1), &mvat (2], dan avat |4) ditctapkan sebagal berikouar;

1. PEEKB dibapgi secara proporsional paling rendah 70%,
{tujulr pulah persen) berdazarkan jumlah Kendaraan
Bermoter yang terdaftar di kabupaten/kota yvanop
berzsangkutan dan selisihnya dibagl rata kepada
gcluruh kabuparen kota di PrEvIcLGa Yarng
bersangkutan;

bh. PAFP dihag secara propocsigeal peling KOOrang
herdasarkan panjang sungzl dan/atan luas dacrah
tangkapan air; dan

c. Pajak Rokeok dibagi secara proporsional paling kurang
bardasarkan jumlah pendudul kabupatenfkota di
RraviTEL vATR bersangkucan.

Kerentuan letab lamjur menpena bag hasil kepads

kahupaten /kota scbhagsimana dimaksud pada ayac [3)

diatur dengan Perda provins.

Paragral 17

Fenerimaan Pajak yang Diarahkan
Fengpuinaannya

Pasal 856

Husil penenmaan atas enis paak bonkue;
a. PKB dan Opsen PKB;

b. PBJT atas Tenaga Liztrik;

. Pajak Rokok; dan

d. PaT,

hatk bapian provins maupun bagian kahupatenskols
dapat dialokasikan untuk mendanan kegiatan yang telah
ditentukan pocogerunaannya.,

(2] Besaran ;. .
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Bezaran persentase tertenta dan kegiatan scbapaimana
dirnaksad pada zyat [1) diselaraskan dengan pelavanan
publik yvang berkaitan dengan jenis Pajakagya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase
tertentu dan kegiatan sebagairnana dimaksod  peada
avat [2] diatur dengan arau berdasarkan Peraturan
Pernerintah.

Bagian Kedua

Fetribusi

Parapraf 1
Jeniz dan Objek Eetribmasi

Fasal RY

Jemis Retribusi terdim atas:

a- Retrihus Jasa Umam;

b, Retribusi Jasa Usaha; dan
. RKetribuai Perizinan Tertentua.

Objeke Retribusi adalabh penyedisan/pelayanan barang
dan/fatau jasa dan pemberian izin terienty Kepada orang
pribade atpu Badan oleh Pemenntah Dacrah,

Wajitr Fetribust melipatl vrang pribadi atau Badan vang
mengeunakan /menikmati. polayanan barang. jasa,
dan/atau perizinan,

Wajib Eetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat [3]
wajib  membavar atas  layanhan  vang dipninakang
dinikmati.

Parapraf 2

Jrnig Pelayanan Eetribuzg:

Fasal B&

Jenis pelayvanan yang merupakan obyele Hetotws Jasa
Umutn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 oawat (1)
havuf & oelipnati:

a. pelayanan keschatan,

b, pelayanan kebersihan;

¢. pelayanan . ..
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c.  pelayanan parkir di tepi jalan anom;

d. pelavanan pasar; dan

g. pengendalian lalu bnlas,

Jetns pelayanan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat  tidak dipungut Retribusi  apabila  potensi
pencnmaannya kecil  danfatau dalam rangka

pelaksanaan kebijakan nasinnal/daerah untuk
memberikan pelavanan tersebhul secera CUMma-CLmE.

Jenis penyediaan/ pelayvanan haranyg danf=alau jasa yang
mepakan nlyel Retribwasi Jasa Usaba sehapgaimana
dirnaksiad dalarmn Pagal 87 avat (1] hunaf b mehputi:

. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
Erosir, pertokoan, dan  tempat  kegiatan usaha
lainnya;

b. penycdiaan tempat pelelangan ikan, tecmak, hasil
burmni, dan hasil hutan termasiek [Esilitas Taimnogres
dalam lingkungan tempat pelelangan;

penyediaan tempast khusus parkir di luar badan jalan;
penvetiaan lempat penginapan/ pesangerahan/vila;
pelayvanan mumah pemetongan hoewan ternak;
pclayanan jasa kepelabuhanan;

pelavanan tempat rekreasi, pariwizata, dan olahraga;

pelayanan penyeberangan orang atau harang dengan
tnengrminakan kenduaraan oh qir

RN S

. perngualan hasi) produks usaha Pemenntah Daecrahs;
dan

1. pemanfaatan asct Dacrah vang tidak mengzanggu

penyelenggaraaty  tugaz dan Jungs: orpanisas
perangkat Daerah dan fatau aptmealisasi aser Dacrak
dengan tidak mengubah starus kepemilikan sesuai
dengan ketentuean peratucan perundang-undangan.

Jenis pelavanan pemberian wan yvang merupakan objek
Retrbust Perizinan Terleniu sebapaimand dimaksad
dlalamn Paxal 87 ayut (1) hura! ¢ meliputi;

A, persctuuan bangunan gedung;
b. poinggunaan tenaga kerja asing; dan
c.  pengelolaan pertanbangan cakoyat.

[5) Ketribusi . . .
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Eelnbusi persctujuan bangunan gedung sebageimana
dimabzud pada ayat (4] haruf 2 mernapakan pungutatt
atas penerbitan persetuojuan baongunan pedung oleh
Cracral.

Eetnibusi penggunaan lenags kerja asing scbagaimana
dimaksud pada aval (4 huruf b merupakan dana
komprnzast  pengganaan tenaga kerja asing  atas
pengesahuan enecana pengsunaan tenaga kerja asing
perpanjangan scsual wilayah kerja tenaga kerja asing.

Ectnibusi pengelolaan perrambangan rakyat sebapaimany
dimaksud pada ayal 4) huraf ¢ merupakan puneatan
Daerah berupa iuran pertambanpan ralgrat kepada
pemegang 1zin perlambangan rakyat oleh Pemmerintah
Daerah dalam rangka menjalankan delepasi kewenanpgan
Pemerintah 1 hudang pertambangan mineral dan bata
tara.

Penambahan  jenis  Retnbusi  selain  jenis  Retribusi
sebagaimana dimaksnd pada avar (1), ayat (31, dan ayar
(4} ditetapkan denpan Peraturan Pomerintah.

Ketentuan wvang diztuc ddalarn Peraturan Pemernmtah
sehapairmans dimakswd pada avat [8] antara lain:

a. Ok Retnibuasi;

b, Subjek dan Wajib Retribust;

. I'rinsip dan sasaran penctapan tacif Retribnisi; dan
d. Tata cara penghitungan Retribusi

Prsal =54

Ketentuan lebih lanju: mengenal Hetribusi diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

I*aragraf 3

Tata Cara Penghitungan Rermiliasi

Pusgl 9O

Hesaran Relnbusi yang terutang  dihitung berdasackan
peckalinn amiara tingkat pengrunaan jasa dengan tacif
Eetribus

Pasal Bl . ..
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Fazal 91

Tingkat penggunaan jasa sebapgaimana dimaksud dalam
Pasal 90 merupakan jumlah pengpunaan jaza yvang dijadikan
dasar alokasi beban biaya vang dipikul Pemerintab Rascah
untuk penyelenggaraan jasa vang bersangkutan,

Pasal 92

(1] Tanif Relnbust schagaumana dimaksud dalam Pasal 90
merupakan  nilar mupiah  yang  ditetapkan untuk
menehitung besarnya Retribusi vang teratang,

i12) Tani BEetribusi zebagaimana dimaksuod pada ayal (1)
dapat ditentulan seragam =21du hervanasl  menunat

golongan sesual dengan prinsip dan sasarin penstapan
tacif Eelotnis.

TPa=sal 93

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud daelam Pasal 90
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sehagaimana dimaksud pada
avat [1] dilakukan deopgan memperhatikan imdeks harga
dan perkembangan perckonomian, tanpa melakukan
penambahan objel Eetnbusz.

(3} Proctapan tarif Retribusi sebagaitmana dimaksud pads
ayat [2) ditctapkan dengan Perkada.

Bagian Keliga

Mustan Perda lentang Pajak
dan Retribuss

Fazal v4

Jemis Pajak dan Retribusi, Suhjek Pajak dan Wajih Pajak,
Subjek HKetribusi dan Wajilh Rerribusi, ohjek Pajak dan
Retribusi, dasar penpenaan Parak. tinghat pengerunasn jasa
Retribusi, saal lerutang Pajak, wilavah pemunputan Pajalk,
serta rarf Pajak dan Retnbust, untuk sclumh jenis Pajak dan
Retribust ditetapkar dalam 1 [sata) Perda dan menjaci Jasar
pemurngutan Pajpk dav Betritnisi ch Doaerah.

Bapian Keempat _ . .
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Bagian Keempat

Femmungutan Pajalk dan Reeritiasi

Paragraf 1

Ketentiian Umum ¢dan Tata Cara
Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 95

(1) Pemungutan Pgjak dan Retribusi dilaksanakan sesaal
df:.n_re;an kotontuan umutn dan tata ooy PETHLETEULAL
Pajak dan Retribusi.

(2]

13]

f1]

Ketentuan umuam dan taty cara pemungutan Fajak dan
Eetribuz: sebapaimeana dimaksud pada avat (1) meliputi
PErpatUran rrenRenal;

a. pendaltaran dan pendataan;

b. penctapan besaran Pajal dan Rerribiiosd terunang;

£, pembayaran dan penvetoran,

d. pelaporan:

e. pengurangan,  pembetulan, dan pembatalan
keratapan;

. pemenksaan Paak:

E. penagihan Pajak dan Retribusi;

fh. kecberatan;

i. Bugatamn;

). penghapusan piotang Pejak dan Retrbusi olch
Kepala Dhaerah; dun

k. petgaturan lain yang berkattan dengan tata cara

pemungulan Pajek dan Retribuasi.

Ketentuan umoum dan tata cara pemungutan Pajak dan
Retnbust schagaimana ditnaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdazarkan Peraturan Permerintah.

FParagral 2

Perbierian Kenneanan, Peopurangan,

dan Membebazan

Pasal 96

Hepala Dacrah dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebazan, dan penundasn permbayaran
atas pokok danfataul sanksd Pajak dan Retribgsi,

{d) Pemberian . ..
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Pemberian keringanan, pengurangan, pembehasan, dan
penundaan pembayaran sebagmimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan denpgan memperhatikan komndisi Wajils
Pajpale alau Wank Retnbust danfatauw objek Pajak atau
objek Ketribusi.

Bagian Kelima

Pengaturan Majak dan Retribusi
dalam rangka Mendokung Kemudahan
Berusaha dan Borinvestas]

Paragraf 1

Eewenangan Pemerintah dalam
Pronpawazan dan Evaluasi Tarif

Pasal 37

Dalarn ranpka pelaksataan kebijakan fiskal nasional dan
untuk mendukunpg kehijakan kemudabuan heroees|asi
serta untiek mendorong pertumbuhan indoserl dan/ ataw
usahs wyang berdaya saing tinggi =erta memberiloan
pelindunpgan  dan  pengaturan  vang  berkeadilan,
Pemerimilah sesual dengsn propram  prioritas nasional
dapat melskukan penyesuaian tethadap kebijakan Pajak
dan Retribust yang ditetapkan oleh Pemenntah Dacrah.

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak
dan Retribuzi zebagaimana dimaksod pada ayal (1)
berupa:

a, dapat mengubah tanf Pajak dan tanf Retribus
dengan penctapan tanf Pajak dan tarst Betnibusi vang
kerlaku secara nasional; dan

b. pengawasan dan evaluasi terbadap Perde mengenad
Fajak dan Retribusi vaop menghembat cKosistemn
investasi dan kemudahan dalam herusaha.

FPenectapan tanf Pajak wang berlaku secara nasicnal
sebagaimana dimaksud pada ayar (2] hurad a mencakup
Larif  alas  jenis Pajak  provinsl dan jems  Pajak
kabupaten/kaora sehapsimana dimaksad dalam Pasal 4,

(4} Ponetapan . . .



SE N ITH02 A

(4

(2

(1]

)

(3]

[

PRESIDEM
REPLUELIE IMMOMESLA

- 54 -

Penetapan tan! Retrbus yang berlaku sccara nasionad
sebagaimana dimaksud pada ayar (2} bunil a mencakup
ek Relribaus sehapaimana dimaksad datam Pasal 87,

kBetentuan lebih lanjut mengenar tata cara penatapan
tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
avat (2} burod a diatur dengan ataw  becdasarkan
Peraturan Pemerintah.

FParagral 2

Evaluasi Rancangan Perda dan Perda
Fajak dan Retribusi

Fazal 8

Evaluasi rancangan [fcrda provinel mengenai l'ajak dan
Herrilasi dilaknbkan aleh menter yvang menyelengparaban
Urusan Pemerintalian dalam negeri dan Menteri.

Rancangan Pecda prowvins menpeniat Pagak dan Betnbus
yang telah dizsetujui berzama oleh LPRD provinzi dan
gubcrnur sebelum ditetapkan wajib disampalkan kepada
menteri yang menyvelenggarakan Urasan Pernerinlaban
dalam negen dan Menteri paling lama 3 [tgap han kerja
terhitung sejak langes) persetupaan.

Evaluas, rancangan Perda kabupatenfkota mengenai
Pajak tan Rertribus: dilaloulkan oleb gobecnur, menten
yang menyelenggarakan Urasan Pemenntahan dalam
negers, dan hMenten.

Kancangan Ferda kabupaten/kota mengenai Pajak dan
Retrnbusi yang telah disetupi bersama oleh DEED
kahupaten flnota cdan hupaty/wali kota schelum
ditctapkan wajib disampaikan kepada gubornur, mentari
vang tnenyelenggarakun Urusan Pemerintahan dalam
negerl, dan Menteri paling lama 3 (tiga] hari kerja
terhitung sejak tanggal persctujaan.,

{2] Menteri . ..
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(M) Menter vang menyelenggarakan Uruzan Petnerintahan
dalam negeri melakukan evatuasi rechedap rancangan
Perda sebhagaimens dimakswl pada avat (1) untuk
menguyn Kesesuaan rancanpan Perda dengan ketentuan
Udang-Undang o, kepentingan umum, dan/atan
peraturan perundang-undangan lain vang lebih tinggi.

@) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda
sebapganimana dimaksud peda ayat [3] untuk mengagl
kesesuaian rancangan Ferda dengan ketentuan Undang-
Uridang 16l Kepentingan umum, dan/atau peraturan
perundang-undangan lain yang lebib tinggi.

(7] Mentern yaop menyelengparakan Urasan Pemenntahan
dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evalgas
sehapaimans dimaksud pada ayat (5) dan ayat {g)
berkoordinasi denpan Menteri.

(8] Dalam pelaksanaan koordmasi sebagaimana dimaksud
pada ayel (7], Menten melakukan evaluasi dar sisi
kchijakan fiskal nasional.

9] Hazsilevaluas vang lelah dikoordinasikan dengan Menteri
sebagaimana dimaksud pada avar (7] dapal herupes
pETseTLjuan alau penolukan,

|1 Hazil evaluas! sehagaimana dimaksud pada arat (9
disampaikan eolch menteri yang menyelengparalkan
Urusan Pemerintahan dalam negen kepades gubernur
unfuk rancangan Perda provinsi dan oleh pgubernur
kepada hupatifwah  kala untuk  rancangan Perda
kabupaten/kora dalam jangka wakru paling lama |5
(Jima belas) hac kerja segak ditcnmanya rancangan Merda
dimaksud dengan tembuzan kepada Menteri.

[l 1} Hasil evaluas berupa penolakan sebagaimana dimaksod
pada ayat (9 disampaiken dengan disertal alasan
prnolakan.

{12} Dalam  nal  hasil  ewvaluzsd berupa persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayvat (9], rancangan Perda
dirmalesued danpal langsang ditctaplkan,

(13) Lalam . . .
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(13| Dalam hal hasl evaluasi berupa penclakan sebagaimana

dimaksud pada avat [9)., rancangan Perda dimakszud
dapat  diperbaiki  oleh  gubernur,  bupatifwali kora
bersama  dengan DHPRD yvang  bersanpkutan, uniuk
kemudian dizampaikan kembali kepads menteri yanyg
menyelenpgarakan Urusan Pemenntahan dalam neger
dan Meoreri unful rancangan Perda provinsi dan kepada
pubernur  dan Menten untuk tancangan Perda
kahupaten; kota,

(14] Ketentuan  leboh lanjut mengenai tata cara evaluasi

{1]

{2]

(3]

(4]

rancangan erda rtentang Pajak dan Retribusi diatue
dengan atan berdasarkan Peracurcan Pemeéerintat,

Pasal 24
Ferda vaopg telab ditetapkan oleh gubemar! bupatifwal
kg disampaikan kepada mentori yang

mrnyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri
dan Menteri paling lama 7 {tujuh] hari kerja seiclah
ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.

Menteri dan menteri vang menyelengparakan Urusan
Pemerindahan dalam nepert melakukan evaluas Perda
privvinstf kabuapaten /kota tentanpg Pajak dan Hetribuazi
vang 1clah berlaku untuk menguji kesesuaian antara
Perda dimaksud dengan kepentinpan uemum, kKeteoritan
peraturan perandang undangan vang, lebih tinggi, dan
kebijakan fizkal nasional.

Dralam hal berdasarkan evaluas: sebapairngreg dimaksad
pada ayac [1) dan ayat [2] Perds berlemlangan denpan
kepentingan wmum, peraturan perundang-undangan
vong lehith tinggl, dan/atau kehiyjakan fiskal nasional,
Wenten merckomendasikan dilakukannya perubahan
atazs  Perda dimakswd kepada menterl yang
menvelenggarakan Urusan Pemerintahmn dalam negert,

Penyampeaian  rekomendasi  perubahan Perda  oleh
Menter kepads menten yang monyvelongearakan Urusan
Pemerintahan dalam negernt schagaimana dimakzud pada
ayat (3] dilakukan paling lama 20 [dua pulub| hari kenja
sejak tanpgsl ditenmanya Perda sebagaimana dimaksud
pada svat [11.

[2) Berdasarkan . ..
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Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda  yvang
dizampaikan aleh benterd, metteri YATLE
menyelengearakan Urnsan Pemerintahan dalam neger
rmemermtahkan gubernur/bupatifwal kota untuk
tnelakoukan perubaban Porda dalam wakin 135 (lima belas)
hari keria.

Jika dalam  wakiu 15 (ima  belas) hare kerja.
pubernurf bupatifwali kota tidak melakukan perubahan
atas Perda tersebut, menteri vang menyelengparakan
Urusan Pemerintahan dalam  negeri menyampaikan
rekemendasi pemberian sanksi kepada Menteri.

Ketentuan  lebnh lamjut mengenal tata cara cvaluasi
FPerda tentang Fajak dan Heleibmem dan peogawasan
pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan
aturan pelaksanaannva diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintaly.

Pasal [0

Pelanggaran lerhadap ketentuan scbagaimana dimaksad
dalam Pasal 98 dan Pasal 99 oleh Dacrah dikenakan
sankst berupa penundaan  atau  petrncongan AL
dan/atau DBH.

Pembernan sanksi sebapaimana dimaksud pada ayvat [1]
olch Menten dilaksanakan =esuai dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Paragraf 3

I'embenan Fasiliras Pajak dan Retribusi

Fasal 101

(1} Dalam mendukunp kebijakan kemudahan berinvestasi,

pubemur/bupati/wali kota dapat memberikan insentf
fiskal kepads pelaku usaha di dacrahnya,

(2} Inacntit fizkal sebagaimana dimaksardl pades ayat [1]

berupa pengorangan, keringanan, dan pembebasan, afag
penghapusan pokok Pajak. pokok Hetribuszi, dan/fatau
sanksinya.

(3} lnsontil . . .



5K MNo 104076 A

{3]

(3}

(5}

()

(1}

fﬁ 3

FRESIDEM
RCPUBLIE IHOONES]A

- ob

[nsentif fiskal sebagaimana dimalcsud pada avat [2] dapat

dibcrikan atas permobonan Wajib Pajak dan Whajih

REetribusi atau diberikan secara jabmian oleh Kepals

Braerah berdasarkan pertimbangan, anlara lain:

a. Kemampalan  eoembayar Waph Pmjak dan Wajib
Relribasi;

b kondisi tertentu objek Pajak, sepeiti obijek Pajak
terkena  benrcana  alam,  kebakaran, danfatau
penyebab lainnya yang terjadi bukan karens adanya
unsur kesengajaan vang dilakukan nleh Wajils Pajak
dan/atauw  pihak  lain yaop  berhajuan unluk
menghindari pembayaran Pajak;

¢, wrlyk mendukung dan melindungi pelaku usaha
trakrg dan wlira mikrs;

d. wntuk mendukung kckijakan Pemerintah Daerah
dalam mencapai program prioritas Dacraly; dan/fataw

e, untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
Imencapal prograt priovitas nasional,

Pemberian insentif Oskal sebagaimans dimaksad pada
ayal  [2] diberntahukan  kepada  DPRD denpan
melampitkan  pertimbangan  Kepala Daerah dalam
memberikan insentif fiskal tersebut,

Pemberian insentil fizkal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} ditetapkan denpan Petkada.

keentuan lebih lanmpt mengenal tals cara pemnmberian
insenril fiskal sehagaimana dinalsud pada ayal |2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,

Bagian keenam

Penetapan Target Penerimaan
Fajak dan Retmbiusi dalam AFED

Fazal 102

Penganggaran  Pajak  dan Retribus)  dalam APBD
mcmpcriimbangkan paling sedikit:

a. kebijalkan makeoekonomi Daerat; dan

b. potensi Pajak dan Retribusi.

(21 Kebnjakan . ..
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Ketnjakan makrockanomi Cracrah schapaimana
dimaksud pada ayat [1] hurof 8 melbpati stroktar
chonomi  Dmerah, proyeksl  pertumbuban ekonomi
Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembatigunan
marnzia, kemandivian fiskal, ringkat pengangguran,
tingkar kemiskinan, dan daya saing MDaerah.

Kebgpakan makrekonomi sehagaimana dimaksucl pads
aval {11 hurut a disclaraskan dengan  kebiyakan
makrockenvmi regional dan kebjjakan makrockonomi
vang mendasar pervusunan AFBM

Bagian Ketujuh
Eerahasisan Data Waph Pajak

Paral 03

Sctiap poakat dilarang membentahukan kepada pihak
lain zcpala scsuatu yang diketahni ataun diberitahukan
kepadanya eleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajaken Dasrah.

Larangan sehayaimans dimaksuad pada ayvat (1) berlaka
Juga terhadap tensea ahll vang dituniuk oleh Kepala
Duvrabh untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
Darcrah.

Yang dikecualikan dari  Ketentuan  sebapaimana

dirnaksud pade ayat [1] dan ayat (2) adalah:

a. Pejahat danfalan tienaps shh vanyg berlindak sebiagal
saks alaw ahb dalam swlang pengadilan; dan

b, Pojabat danfatag tenapa ahll yang ditctapkan olch
Kepala Dacrah untuk memberikan  ketcrangan
kepads  pejabat lembaga negara  atan  instansi
Pemerintah yang berwenang rmelakukan pemeriksaan
dalam bidang Keuangan Daerab.

LIntak Kepentingan Daerab, Eepala Dasrah herwenany
memberikan o tortulis kepada pejabat schagaimana
dimaksud pada avat (1) dan tenaga ahli zebapaimana
dimaksud pada ayat (2], agar membenkan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajil
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

[3] Tntuk . ..
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Untuk kepentingan pemerksaan i penpadilan dalam
perkara pidana atau perdsia, atas permintaan bakim
sesual dengan hukum avara pidana dan hukum acara
perdata, Kepala Dacrah dapat memberikan izin tertulis
kepada pojubal sebagmmana dimaksud pada ayar [1),
dan tenapa ahll sebagaimana dunaksud pada ayal [2),
untuk mecmberikan dan memperlibarkao bkt terfulis
dan ketcrangan Wajil Pojak vang ads padanya.

Fermmintaan hakim sebagaimena dimaksud pada avat {5
hamie menyebuekan nama  lersangks atan nama
terpugar, Keterangan yang diminta, scria Kaitan antara
prerkacs pidang ataw perdata yang bersangkutan dengan
keferanpun yang diminta.

Bagian Kedelapan

Insencil Pemunmaian
Pajale dan Retritius

Pasal 104

In=tansy vang mclaksanakan pemungutan Pajak dan
Retribusi dapat diberi insenrcil ates dasac pencapaian
kinera tertentu.

l*smberian insentif sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melahn APRL,

Eetentuan lebnih lanjul mengenal tata cara pemberian dan
pernanfaatan insentif scbagaimana dimaksud pada ayat
{1} chatur dengan  atau  berdasarkan Peraturan
Pormerintah,

Bagian Kesermhilan

Penvidikan

Fasal 105

Fojabat pogawal negeri sipil derteniu o lingkunsan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik unruk melakukan penyidikan tindak pidann di
bidang perpajakan Daerah dan Retribusl, schagaimana
dimaksud dalam Undanp-Undang meopenai Huloum
Acara Pidana.

(2] Peonadike .
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(2] Pemyichk schagaimana dimaksud poda ayar (1) adalah
pejabal  pepawal nogerl =ipil tertenta di lingkungan
emerintalh Daerah yang diangkat cleh pejabat yaog
berwenang sesuali  denpan  ketenfuan  peraturan
perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimakzad pada ayat (1)
adalah:

il

1.

ieTeritng, mencsarl, mengumpualkan, dan menehit
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi
agar keterangan atau laporan tersebur menjadi lebaky
lengkap dan jelas;

tmeneliti, mencars, dan mengumpollocan Kelerarean
mengenat norang pribadl atan Badan  tontang
kebenaran porbuatan yang dilakukan zehubungan
dengan tindak pidana  perpajakan  Daerah dan
Hetribuas;

tneminta keterangan dan hahan hokti dari arang
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak
pidana i bidang perpajakan Daerah dan Betritaoasi;
memeriksa buku,  catatan, dan dokumen  laan
berkenaan  dengan  tindak  pidans di budang
prrpajakan Daorah dan Rotribuss;

melakukan  penggeledahan untuk mendapatkan
Eahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakokan penvitaan terhadap baban
bukti tersebut;

tneminta  hantuan  fenaga ahh dalam  rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pudana o
bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

menyutuh berhenti danfatau melaranpg zesearang
meninggalkan ruanpgan  atawl tempar pada 5aEt
pemerikzaan  sedang berlanp=ung duan memeribea
identitas orang, benda, danfatag dokumen vang
elibmawe;

memetret sescorang vang berkatan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan Dacrah dan Eetribusi;
memangell erang untuk didengar keteranpannya dan
diperiksa sebagai tersangka ataw saksi;
menghentikan penyidikan;, danfataw

k. melakukan ..
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k. melalukan tindakan  lain yang  perlo uniuk
kelancatran  penyvidikan undek pidana i badang
perpafakan Dmerah dan Betroibusi scsuat denpan
kerenrmuan peraturan porandang-undanparn.

(4} Pemyadik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat [

mermnberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penunrut
umu melalui penyidik pejabar Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai tdengen ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang menpenat Hukum Acars Pidans.

BAB [l
THANSFER KE DAERAIT

Rapan Kesatu
Jenis dan Kebjjakan TRD

Pazal 106

TED terdiri atas:

(1}
(2}

(3}

DBH;

a

DALl
DAK;

1

Dana Otenomt Khusus;
Dana Koistimeowaan; dan
Dana Desa.

Fazal 107
Pomermtal menctapkan kebijakan TKD.

Kebijjakan TKD sebagaimana dimaksaad pada ayat (1)
rmengacu pada reneana pembangunan jangka menengah
nasional dan peraiuran perundang-undangan terkait,
zelaras  dengan  rencana kerja pemerintah dan
dituangkan dalam noca lkevangan dan rancangan AFEN
tahun angparan berilutnya.

Kebijaktan TKD sehagaimana dimaksod pada ayar (1)
disampraikan kepada Dewsn Pecwakilan Rakyesl setiap
Lakourirges.

4) Kebijakan . . .
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[4) Kebijakan TKD sebapaimana dimaksud pada avat [3)

i1

2]

dibahas  terlebih dabuluo dalam foram dewan
portimbangan  otenomi daerab sebelum penyampalan
nota  keuangan dan rancangan APEN ke Deowan
Ferwalilan Kalvat.

Baplan Kedua

Anyparan dan Alokasi TED

Fazal 108

Angzaran TRD sebagaimana danaksad Jdalam Pasal 106
ditetapkan  setiap  tablio dalam Undang-Undang
tmengenal APRN.

Fincian alokast TRD menurat provmsi/kabupaten fcota
sithapaimana dimaksud pada asyat (1] ditetapkan dalam
Fcraturan Presiden.

Pasgal 109

Kehijakan T} sehagaitnana dimalksad dalam Pasal 107
ayat [2] dan besaran anggaran sehagaimana dimaksucl
fdalarne Pasal 108 avat (1) dapat dizesusikan denpan
mermnperhatikan kondisi perckonomian nasional.

Prnyesualan schapaimana dimaksud pada ayar (1)
dilakukan sesuay  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangat.

Bagian Kotipa
CBH
Paragral 1

U

Pasal 1100

Papu [T sebppaimans dimmalesod dalam Pasal 16 horul a
ditetapkan berdasarkan realisas penenmaan 1 {satu) tahun
scholumnyo.

FPaszal 111 ...
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Pasal 111
{{] DBH terditi atas:
a. LBH pajak; dan
h. DBH sumber daya alam.
(2] BBH payak sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurufl a
terdiri atas:
a. Pajak Penghesilan;
h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
i eabkal hasil tembalkeaa.
i3] DBH sumbcr daya alam sebapgaimana dimaksud pada
ayat {1] humaf b terdiri atas:
a. kehutanan:
b, rmineral dan bae baea:
¢, mimyak humi dan gas bumi;
. panas bumg dan
¢, penkanan.

Varagraf 2
LEH Pajak

Pragal 115

(1] BF3H FPajak Penehasilan scbhagaimana dimaksud dalam
Paszal 111 ayat {2) hurui a merupakan Pajak Penghasilan
Pasal 21 serta Pajak PPenghasilan Pasal 25 dan Pajak
Penphasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Megeri vang dipungut oleh Pemerintabh zesuai dengan
katentuan peratucan peruddang-wndangan.

(2] DOH Pajak Penghasilao sehagaimana dimaksud pada
ayat [1] ditctapkan scbesar 20% (dua puluh persenp
unitub Draeral, dibagikan kepada:

A, provinsy yang bersangkutan sebesar 7.5% {tujuh
koma lima persen);

b. kabupaten/kota penghasil sebesar 89% jdelapan
kernna sernhiilan persen); dan

. kabupaten dan koty lainnya dalem provins: yang
bersangkutan schesar 3,6% (tiga koma cnam perscol.

{3] Pendaftaran ...

ol Mo [(O4082 &
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Peowlafiatan Wanh  Pajak atas  Pajak  Penghaszilan
selagaimana dinlur pada avat (1) dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menten,

I*asal 113

DEH Pajak Bum dan Banpunan sebagaimana dimaksud
dalam PFasal 111 ayat |2] hwuf b diretapkan scbesac
1040 [aeratas porsen) untuk Dacrah,

CBH Paak Dumi dan Bangunwn untuk  Dacrah

sebagannanea dimeksod pads avat (1] dihagmlkan kepada;

a. provinsi yvang berzanglkotan sehesar 16.2% [enarn
belas koma dua persen),

b. kabupaten/kota penghasil sebesar 73 8% (tujuh
puluh tigs koma delapan perzen]; dan

. kabupaten/kota  lainnya  dalam  provinsi  yang
bersanghkulan scehesar 10% [sepualuhn persen).

Fazal 114

CBH cukai hasil rtembakau sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 111 ayat |2] huruf o ditetapkan sebesar 3%
(apa persen) dart penernmaan cuakai hasil tembakan
dalarn negert.

DHH cukan hest] tembakan untuk Dacrah schapaimans

ditnaksud pade avat [1] dibagikan kepada Dacrab

penghasil cukai, penghasil tembakan, danfatan Daerah

lainoya yang meliputi:

a. provinzi vang bersangkutan sebesar 0,8% {nol koma
delapan porsen);

b kahupaten/kota penghasil sebesar 1,2% [zatu koma
dua persen); dan

c. kabupaten dan kota lainnya dalam proviosi vang
bersanglkutan sebezar 1% [satu perzen).

DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dipunakan =csuai dengan ketentuan peraturan
perurelang-undangan,

Paragraf 73 ., .
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Paragraf 3
OEBEH Sumber Dava Alam

Fazal 115

DBH  sumber <dava  alam  kehutanan  sehagaimang
dimaksuwd dalam Paszal 111 avat {3] hural a hersumber
dar penerimasn;

a. luran 1zin usaha pemanfaatan hutan;

b. provisi sumber dava hutan; dan

c. dana rebnizasi.

DBH sumber dava alam kehutanan vang bersumber dan

urdan  Zin ussha pemanfaatan hutan  sehagannana

dimaksud pada avat (1) hurf a ditctapkan achesar &%

(delapan pulub persen] untuk bapian Dmcerah, dibamhban

kepada:

a. provinsi yang bersanpkutan sebesar 32% [tiga puluh
dua persen|: dan

b, kahopaten fkola peophasil sehesar 383 lempat puhah
delapan persern).

DBH sumber daya alam kchutanan vang bersamber dan

provizi sumber daya hutan scbapaimana dimaksud pada

avat (1] huruf b yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang

bersanglkutan, ditetapkan zebesar #0% (delapan puluh

persen), dihapikan keparla:

a. previnst vane bersangkotan sebesac 16% (@nam helas
pursen);

b, kabupaten/kota penghasil schesar 32% (uga puluh
dua persen},

. kalupatenfkota lainnya vang berbatasan langsung
tenpan  kabupaten/kota  penghasil zebesar  16%:
(enam bhelas peraati]; dan

tl. kabmpaten/kota  lainnya  dalam  provingl  vang
hersanghulan sehoesar 16% [enam helas persen).

LDEBH zumber daya alam kehutanan yvang bersumber dan
dana reboizasi scbagaimana dimaksud pada avat [1]
huraf ¢ ditctapkan schesar 40% [empat puluh persén)
untuk provingi penghasil.

{51 DRH ..
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DIH sumber dava alam kehutanan vang bersumber dari
dana reboisast scbagaimana dimakzud pada ayat (4
dipunakan  sesuai dengan  kerentuan peratursn
penundanp-undangar di bidang keburanan.

Pasal 118

DEH sumber Jaya alam minecral dan batu  baro
gebopaimana dirmaksad dalam Pasal 111 ayat (2] haraf b
hersumber dan pococrimaan:

A4, luran tetap; dan

b, iuran produksi.

DBH sumber dava alarn mineral dan balu bara yang
bersumber dar tuten tetap sebagaimana dimaksud pada
ayvat [T} huruf a vang diperolch dan wilavah darat dan
wilavah laut sampal dengan 4 (cmpaty mil dari garis
pantal, ditctapkan sebesar 30%: [delapan pulubh perseny
untuk Dacrah, dibagikan kepada:

. provinsi vang berzangkatan sebesar 30% (tiga palgh

perach); dan

b. kabupalen/kola penpghasl sebesar 50% (lima puluh
Peraon).

DBH sumbwer days alam mineral dan batu bara yang
bersumber dar aran tetap schagaimans dimaksud pada
gvat {1) huruf a yang dipercleh dari wilayah laut di atas 4
fempat) mil dari garis pantai sampai dengan |2 [dus
belaz) il dari paris pantai, dilelapkan schesar 80%
(delapan puluh persen) untuk provinsl penghasil,

MBH sumber daya alam mincral dan batu bara vang

bersumber dari uran produksi sebagaimana dimaksad

pada ayat (1) bural b vang dihasilkan dari wilayah darat

dan wilayah laut sampai dengan 4 [etnpat} toil dari garcis

pantal ditetapkan sebesar #4 (delapan pululr persen)

untuk Daerah, dibapikan kepara:

& provinz yang bersanpkotan sehesar 16% [enam helas
[ CsET);

tr. kahupaten/koeta penghasil schesar 32% (tiga puluah
dua persen];

c. kabupatenjikota lainnva yang berbatasan langsung
dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%: |dua
belaz perzen):

i, kabuapaten/kota . _ .
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d. kabupaten/kota  lainnva  dalam provinsi  yvang
bersangkucan sebesar 12% (dua helas persen); dan

¢. kabupaten/kota peongolah  sebesar 8% [delapan
pet&en).

OBH sumber deya alam mineral dan batu bara vang

bersumber dar wran produksi sehagaimana dirmaksud

peda ayat 1] haruf b yang diperclels dari wilayah laut di

atas 4 [(empaty mil dan gans pantal sampai dengan 12

{dua kelaz) mil dan gacls pantai ditctapkan schesar 80%

{delapan puluh perzen|, dibagikan kepada:

a4, provinst penghasil scbesar 26% [dua puluh enam
PETEST;

b. kabupaten/kora lainnye  dalam  provinst yang
bersangkutan sebezar 46% lempset pulub enam
perscn); dan

. kabupaten/knta  pengolah scbesar 8% (delapan
persern).

Pasal 117

LEBH sumper daya alam minvak humi dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huraf ¢
bersumber dari baglan negara yang diperolehy dats
pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas burmi
selelab dikurangt komponen pajak dan punpatan lamnya
sesual dengan ketentuan peraturan pecundang-
undangan,

CBH aumber daya alam minovak bumi schagaimana

dimaksud pada ayar (1), yang dibasilkan dar wilayah

darat dan wilayah laut sampai dengan 4 lempat) mil dari

waris pantal. ditctapkan echesar 15,3% |lima belas koma

litna prersen), dibragiban kepada;

4. provinzi yang boersangkuatan sebesac 2% [dua peraen);

b. kabupaten/kota penghasil sebezar £.5% (enam koma
lima prracn);

¢ kabupaten/kots lainnys vang berbstassn langsung
dengan kabupaten/kota penghasgil sehesar 3% (riga
PCISCh)

d. kabupaten /kota . _ .
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. kabupatenfkota lsinnya dalam poovimst yaog
berzangkutan sebesac A% riga persen); dan

e, kabupaten/kota pengolah sebesar 1% [satu persen|.

DEH sumbor daya slam minvak bum scbapgaimana

dimakzud pada ayat (1), vang dihasilkan dan wilayah laut

di atas 4 [empat] mil dan garis pantai sampai dengan 12

idua belas] mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 15,5%

ilima belas komna lima persen), dibagikan kepada:

a. Provinsi penghasil sebesar 5% (limma persen):

I kabupaten/kota  Janmges dalam pooeains yang
bersangkutan schesar %.3% [sembilan koma lima
porsen); dan

c. kabupaten/kota pengolal sebosar 1% (satu perscnl.

DBEH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud

pada ayac (1), vang dihasilkan dari wilayah darat dan

wilavah laut sejaub 4 [empat| rmil dari garis pantai,
diterapkan sehesar 30,3% (tiga puluh kema lima persen|,
dibagikan keparda:

4, provinst vany hersangkutan sebesar 4% fempear
purscnl;

b. kabupaten/kota penghasil schesar 1.3,5% [tiga belas
koma lima persen);

v, kabuparen/kara lainnya vang berbatasan lanpgsunpg
denpan kabuparen/kora penghasil sebesar B% (enam
persend;

il kabupaten/bkota laimmys dalam prowvins: vang
hersanphkutan schesar 6% [enam persen]; dan

e, kabupatenjkota prngolah sebesar 1% (3atu peraen).

DEBEH sutmber daya alam gas bumi yang diperoleh dan
wilayah laut di aras 4 {empat) mil dari garis pantai sampa:
dengan 132 (dua belaz) il dari garis pantai ditetapkan
gebesar 30,5% (liga pulub koma lima persen], dibagikan
kopada:

a. provins! penghasi] sehesar 160G [sepuluh persaen);

b. kabupatcn/keta  lainnya dalam  provinst  yang
bersangkutan schesar 19,3% (sembilan belas koma
lima perzen), dan

. kabupaten/kota pengolah sebesar 1% 2atu persen).

Pazal 118 . _ .
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Pazal 118

DBH sumber dava alam panas butmi sebagaimatia
dimaksud dalam Pasal 111 avar |3] huruf d, bersumber
dari:

a. iuran tetap; dan

Ir. iuran produkes.

HAH sumber dava alam panas bum scbhagaimana
dimakesing] pada avat (1], termasuk vang bersumber dari
setoran bapian Pemenntah  atas  dasar  kontrak
pengusabaan panas bumi yang ditandatangani sebelum
Undang-LUndang MNomaor 27 Tahun 2003 tentang Panas
Bumi.

MNHEH sumber daya alam panas bumi scbhagaimana

dimaksugd pada ayat (1] vane dihasilkan dar wilayah

Draerah yang berzangkutan ditetapkan zebesar BO%

[delapan pukub persenl, dibagikan kepada:

a. provinsi yang bersangkutan sebesar D&% (enam belas
PETSEN);

b. kabupaten/kota penghasil sebesar 32% [tiga puluh
dua persen);

. kRabupaten/kota lainnya vang bherbatasan langsung
denpan kahupatenfkotas penghasl sebesar 12% dua
brlas persen):

d. kabupatenjkoma lainnya dalam  provinsi  yang
bersanghutan sebezar 12'% [dua belas persen); dan

e, kabupaten/fkota penpelah sebesar 8% (delapan
persen),

Pasal 11%

DEH sumber daya alam perikanan sebagaimana
dimakzud dalam Pasal 111 ayat (3] humt e ditetapkan
sebesar B0 (delapan puluby persen) dari penerimaan
punpgutan  pengusahaan  perikanan dan  peEnerimaan
punputan basil perikanan.

DEH  sumber dava alam pernkanan aniuk Daemah
sebagnimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada
kabupaten/kota di scluruh Indoncsia dan Dacrah
provinst  vang  tidak  terbagi dalam Daerah
kabupatenfkota otonom  dengan  mempertimbangkan
luas wilayuh laut.

Pasal [ ..
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Pasal 120

Herdasarkan pagu LBH sebagaimana dimaksud dalagm Pasal
110, alokas: LBEBH per Daerah provinsi/kabupsten/kota
dihitung berdazarkan pemboburan sebhagai berikat:

g, 90% |sembilan puluh persen) berdasarkan perzentasc
bagi hasil dan penetapan Dacrah penghazil sebagaimana
dimakswd dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119;
i Ea

b, 19% {scpuluh persen| berdasarkan kinerja Pemerioah
Dacrah.

Faszal 121

Dalatn  hal fulak  terdapat  kabupaten/kota pengolah
sebagaimans dimaksud dalam Pzsal 116, FPazal 117, dan
Pasal 118, porsl kabupaten/kota pengrlah dibagikan secars
merata kepada kabuparen/kota lainnva dalam setu provins
vang bersangkutan dan kabupatenjfknta  lainnya  yang
berbatasan langsung dengan kalnpaten/ kota penghasil

Fusal |22

Persentase pembapgian DBH scbagaimana dimaksud datam
FPasal 112 sampal dengan Pasal 120 dapat diubah deogan
Peraturan Pemenntah setelah berkonsultazi dengan Komis
yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakvat.

FPasal 123

1] Selain DBH sehagsimana dimaksud dalam Pazal 111 ayat
[1]. Permerintah dapat menectapkan jenis DBH lainnya.

(2] D'BH lainnya =ebapgaimana dimaksud pada avat (1)
bersumber dari penerimaan  oegate yang  daparc
diidentifikasi Daerah penghasilnys.

(3) OBH lainnya sebapaimsns dimaksud pada avat (1)
digunakan untuk mendanail kegiatan tertentu sesuai
dengan kewerargan Dacrah dun fatau prioritas nasional.

(4) Ketentuan  lebih lanjut  menpenai DBH  lainbya
sebapaimana dimaksud pada ayat 1) diarmre dalam
Peraturan  Pemerintalh setelah berkonsultasi  dengan
komizi yang membidangl  keoangan  pada’ Dewan
Perwakilan Rakyal.

Bogian Kesmpat . . .
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Fazal 124

Fapu nasional CALT ditelapkan dengan

mempertimbangkan:

a. Kebutuhen prlayvanan publik sebagal bagian dari
pelaksanaan Urusan Pemerintahan wang menjads
kewenarpgan Daceah,

b. kemampuan Keuanpan MNegara:
pagu TKD zecara kezeluruhan; Jdan
. target pembangunan nasional.

Proporst paga DAL antara Daerah provins Jdan Traerah
kabupsten fkota mempertimbangkan kehuatuban
petdanaan dalam mangka  pelaksanaan Urazan
Pemerintahan vang tnenjadi kewenangan Dacrab antara
provinsi dan kabupaten fkaia.

Proporsl pagu DAL Deerab: provinsi dan Dacrah
kabupatcn/keta dibapgi menjadi heberapa  kelompok
berdazarkan karakteristik tertentu,

FPaxal |25

LA untuk tiap-tiap Dacrah dialokazikan berdaszarkan
colah fiskal unruk 1 {saiu] tahun angearan.

Crelah fizskal sebagaimana dimaksud pada avat dihitung
schagm selisih antara keburuban fiskal Dacrah dan
pulens pendapatan Dacrah,

Keburuhan fskal Dacrah scbagaimana dirnaksad pada
ayar |2] merapakan kebntuhan pondanaan Dacrah dalam
rangka penyelengzaraan Urusan Pemerntahan vang
menjadi kewenangan Daerah.

Pulensi prodapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat [2] merupakan penjumlahan dar petensi PaD,
alokes DBH, dan alokazi DAK nonfisik.

Pasal 126 . _ .
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Pasal 126

(1) Keburuhan pendanaan Dacrah dalam rargka
penyelengrparaan Urusan Pomerintahan  sebagaimang
dimalkisud dalam FPasal 125 ayat [3) dihitung berdasarkan
perkiraan satuan biayva dikalikan dengan jumlah unit
tarpet layanan untuk tiap-tiap arusan dan dikalikan
dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan
kebutuhan dasar provelenggaraan pemernntahan.

[2] &aruan hiaya schapaimana dimaksud pada ayatb (1]
tlihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam
ranpks  penyvelenggaraan Wusan Pemeriniahan yang
mcnjadi kewenangan Daerah.

(2] Jumlah unit tarpet lavanan untuk tap-tiap urasan
zebogaimana dimaksud pada ayat (1] adalah jumlah
target penerima lavanan, scpertl jumlah penduduk ataw
jumlah =ziswa, dan kescrgangan  tingkat  kebutuharn
infrastiukrur  dasar  dalam  pelaksanaan  Urusan
Pemernmtahan yang menpadi kewenangan Daerah.

{¢] Fakior penyesuaian scbagaimana dimaksud pada avat (1)
acdulah indikator vang memperhalikan antara lain luas
wilayal, karakteriztik wilayah, can indeks kemahalan
konstiulksi.

Pasal 127

Dala umuk menghitung kebutuhan  fiskal Daecaly dan
pirlensi pendapatan Dasrah sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 123 ayat 13) dan avat [4] diperoleh dar lembaga
Pemenntall yvang berwenang  menerbitkan  data  =esud
dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

(h DAL suatu provins: dihitung berdesarkan perkalian
koot provinsi yang bersanghkuatan dengan pamlah Dall
selurih provinsi dalam kelompob sebapaimana dimaksud
dalam PPazal 124 ayat [3}.

|2] Bobot provinsi sehagaimanos dimaksud pada ayat (1)
dihitung cengan membagi cclah fiskal provinsi vang
berzangkutan dengan tetal celah fiskal selurub provinsi
dalam kelompek schagaimana dimalizud dalam Pazal 124
avat |3].

Pazal 129 _ .
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Pasal 120

DAU euatu kRebupstenfkota  dihitung  berdassrkan
perkalian  bobeot kabupaten/kota yang bersanpgkutan
dengan Jumlah AU sclurah kabupaten/koda  dalen
kelnmpok sebagainana dimaksud dalam Pazal 124 ayar
[3h,

Bobot kabupaten /kata sebapaimans dimaksud pada avat
[1} dihitang dengan mimbagi celah fiskal
kabupaten,/ ks vang hersangkutan dengan total celah
fiakal  seluruh kabupaten /kota dalam kelompol
sebagaimang dimaksud dalam Pasal 124 avat (3).

Fazal 130

AL sebapaimana dimaksad dalam Pasal 128 ayat (1)
dan Fasal 129 ayat [1} dipunakan untuk memenalil
pencapaian  standar pelayanan ounimal berdasarkan
Tingkal capalan kincoa layanan Daerah.

Penpeunann DAL schagaitnana dimaksud pade ayar (1)
lerdin atas bkaglan DAU wang  tidak  ditentukan
pengsunaannya dan  bagian DAU  vanp  ditentukan
PCOESUNRANYE.

Bagian DAL wanp diwntukan  penggunaannya
sebapaimana dimaksuwd pada ayat (2) termasuk untuk
merdukung pembangunan zarana dan prasarana scrta
nemberdayann masyarakat di kelurahan.

Bagian Kelima
DAK

Pasal 131

NAK dialokasikan scsual dengan kebjakan Pemerintah
untuk mendanal program, kegiatan, dan/atau kebijakan
tertcntu dengan rujuan:

3. mcncapa prioritas nasional;

b. mempetcepat pembangunan Dasrah,

o omengaranp kesergangan lyanan publik;

d. merndnrnng  pertumbubhan perckenomian Dacrah;
dan/atau

. mendukung aoperasintalizazi layanan puhlik.

(2] Kelnjakuan . ..
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Kehijakan Permerintah sebagaimana dimaksud pada avat

(1] didasarkan pada;

4. tincana pembangunan jangks menengah nasional:

h. roncana kerja pernerimah;

c. lkerangla ckanomi makro dan pokok-pokok kehijakan
fiskal:

d. arahan Presiden; dan

. kelentuan peraturan perundang-undengan.

DAK scbagaimana dimaksud peda avat 11) terdin atas:

a. DAK fisik, vang digunakan untuk mendukung
pembangunan pengadaan  sarana  dan  prasarana
layanan puhblil Dacrah:;

k. DDAK nonhsik, yang digunakan untuk mendubkung
operasicnalizasi layanan publik Dacrah; dan

¢. hibsh  kepada Daerab, vang digunakan  untuk
mendukung pembangunan sk danfatan layvanan
publik  Daerah tertettu yang  didasarkan  pada
pcrjanjian  antara Pemnerintah dan Pemerintah
Lracrat.

Perencanaan «an pengalokasian DAK  sebagaimana
ditnaksud pada ayat {1] dapat disinergikan dengan
pondanaan lainnya.

DAK sebagaimana dimuabsud pada ayat (1] ditetapkan
sctiap tahwan dalam Undang-\ndang menegenai AFBN
sesual dengan kemampuan Keuangan hepara.

DAK sebagaimana ditnaksud pada ayvat (1) dialokazikan
untuk rencapal tarpet kinerja Daerah vang dicetapkan
nlel Pemenntah,

Hibah kepada Dacrah sebagaimana dimaksod pads avat
(3} hura! ¢, vang bersumber daci uar neperni, dilakukan
melalui Permerincah.

Bagian Kecnam

Nana Qlonomi Khusus

FPasal 132

Lrana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Dacrah vang
merniliki etenaom khusus sesuai dengan Undang-Undang
mengenal oot khsos.

(2] Dana .,
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Liana dronami Khusos sebagaimand dimaksad pada avat
[1] dibagl antara provinsi dan kabapaten/kata di wilavah
provvinsn vang becsangkutan secarn add dan transparan
gesual  dengan  Undang-Undang  mengenai  otonomi
khuzus.

Fenpelolaan Dana Crotooma Khosus dilaksanalkan
berdasarkan perenoangsan yang mMenegacu pada rencans
pembangunan jangka menengab nazional dan rencaes
pembangunan jangka menengah Dacrah serta targat
kinecra.

Bapgian Ketujuh

Nlana Kestimewaan

Fasal 133

Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemernintah
Dacrah Provins, Dacrah lstimewa Yopyakarta sesuai
detrgan  kKetentuan peraturan perandang-undanpgan
mengenai keistimewaan Daerah [stimewa Yogyakarta.

Dana Keistimewsan scbagaimana dimaksud pada ayat [1]
dapat dizerahkan kepada kabupaten/kota di wilayah
Provins: Dacrah Istimewa Yogyakarta =esual dengan
urusan  keistimewaany  Pemerintah Daerah Provinsg
Dacrah [stimews Yopyakarta yang dilaksanakan aoleh
pemerintah katmipalen flota.

Pendanaan atas amisan  keistimewaan  sebagairmana
dimaksud pada ayat (2} diusulken oleh pemerintah
kahupaten/kota kcpada Pemerintah Daerabh Frovinezi
Liaerah [stimewa Yopyakarts dengan memperhatiban
kebutuhan dan pronitas tap-tiap kabupaten flkota.

Pengelolaan Dana Keislimewaan sehagaimana dimaksud
pada ayat [1] dilaksanakan berdasarkan pereoceansan
yang mengacu pada rencana pembangunan jangka
mecnengabh nasional dan rencana pembangunan jangks
mnenetigab Traerah serta target kinerja.

Bagian Kedelapan ...
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Baginn Kedelapan

[ana Desr

Pasal 134

Dana Desa merupakan pendaparan desa vang dansnya
bersumkber dari AFBN.

Dana DOeza =acbapaimany dimaksud  pada dwvat [1)
thinlokasikan  dengan mempertimbangkan  pemerataan
dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa,
Jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemizkinan, luas
wilayah, dan tinglat kesulitan gengrafis.

Pemerintah dapat menenfukan bkus penggunzan Nang
Deosa setiap tahunnya sesual dengan proontas nasional
yang ditetapkan delam peraturan perundang-undangan
EELEFEenal perericanaan nasiond] dan alokas: TKD.

Penganpgearan. pengalokaszian. pelaporan, pernaantavan,
dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan =ecsua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bapian Kesembilarn
[nsentf Fiskal

Faszal 135

Femerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada
Dacrah atas poncapaian kinerja berdasarkan kriteria
tertentuy.

Kriteria tertentu sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
Lerupa  perbaikan danfastau pencapdian Kinegja
Pemerintahan Dacrah, antara lain pengelolaan Keuangaty
[kacrah, pelayvanan umum pemerintabhan, dan pelayanan
dasar,

Bagian Kezepuohib
TET) iurmluk Therah Persinpan

Fazal 136

Menteri mengalekasikan bagian dana TED sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 106 hurad a dan hateaf b untuk
Daerah persiapan.

(2} Bagian
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Bagian dana TED untuk Dacsrab pecsiapan schagaimana
dimmaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional dari
alokaz: dana TEDR wvang ditenima Dacrah  induk
berdasarkan jumlab penduduk, luas wilayah, target
lavanan, dan/atau lokasi.

Dhaerah induk menganpggarkan bagian dana TETD wntuk
Daerah persiapan sezuai denpgan alokasi sebageimana
dirmaksud pada avat [2) aebapai anggaran Belanja Daerah
persiapan dalam APTD Dacrah induk,

Crakam hal TNaerah persiapan berada di wilavah Dacrah
yane memilikl otonomi khusus atau vang mcomilika
keistimewaan, pengalokasian sebagaimana dimal=zud
pada ayat (1| termasuk bagian dana TED yang dimalisud
dalam Pasal 106 huruf d dan harut e.

Penpalokasian dana TED untuk Daesrabh  persiapan
sebapaimana  dimaksud pada aval [1) dan avat [
diberikan dalam jangks wakio sesuan denean kelenlbuar
peraturan perundang-undangarn.

Bagion Kesebelaz
TRDO untul: Dasrah Bara

Pasal 137

Dana TED sebapaimana dimaksad dalam Pasal 106
untuk Dacrah baru dialokasikan sccara mandin pada
tahun anggaran  berkutnya  scjsk  undang-undang
permbentukan Daerah terzebuat dinndangkan.

Ketentuan sebapgaimana ditnaksud pada ayar [1] berlaku
antuk Dasrah haru Tang undang-wnclang

pemberiukannys  diandangkan  sebelum atau pada
tanggal 30 Juni tahun herkenasn,

Nalam hal undang-undang pembentukan Dacrah ham
diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahuan berkenaan.
dana TKD untuk Daerah bamu diperhitungkan secara
proporsional dari dana TED vanp dialokasikan untul
Daeratby induls.

Proporst duns THKD sebapaimana dimaksud pada ayat (3],
antara lain dillung berdasarkan jumlah penduduak, laas
wilayah. target laganan, lokasi, dan/atan status Daeral
penghasil DEH.

(3] Dalar . . .
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[=F Dalam bal undang-undane pembentukan Dacrah barma
diundangken sctelah penetapan AFEN tahun berikutnya,
pembagian TKD antara Dacrah mduk dengan Lacrah
haru dituangkan dalam craturan Presiden.

Bagian Kedua Belas

Penvaluran TED

Fazal 138

[1} Pervynburan TED dilakukan melalon pemindahbukoan
darm kas nepara ke kas Dacrah,

(2} eovaluran sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapat
dilakukan secara szekaligus atau  bertahap dengan
mempertimbangkan:

a. ketnampuian Kelangan Nﬁgara;
h. kinerpa pelalsanaan kegiatan di Dacrah yang didanai
darn Pyak dan dana TKD,; dan/atan

c. kcbjjakan pengendalbian Belanja Diacrah dan kas
Daerah,

dalam rangka sinergt pengeldlaan liskal nasional.

Pasal 134

Ketenluan lebibe lango! menpgenal mekarisme perencangan,
penganggacan, peopalolasian,  panvalucan,  penggunaan,
pelapordn, pungawasHEn, pomantauan, dan evaluas: TED
sehapaimana dimaksud dalam Pazal 106 sampai dengan
'asal 138 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pcmerintali,

BAR IV
PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Frnpangearan Belanja Daerah

Fazal 140
Belanja Daerah disuaun dengan mengpunakan pendekatan:
a. kerangka pengeluacran jangka menengah Dasrah;
b pengangparan terpadu; dan
c. peneganggaran berbasis kinerja.,

Fasal 141 . ..
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Pasal 141

Pemerinrah Daersh menyusun program pembangunan
Dacrah sesual dengan prioritaz dan kebutuhan Daesrah
vang heroricntasi pada pemenuhan keburiban Urusan
Pemenntahan wajib yvang teckait denpan pelavanan dasar
publik dan peocapaian sasaran pernhanganan,

Program  sehbapaimana dimaeksud  pada  ayat |1
disinkronisasikan dan  diharmnonisasikan dengan
prograim vang dilsksunakan olch Pemeriacah.

Fusal 143

Alnkast  angparan  untuk  setitap  perangkat  Dacrab
dileniukan herdasarkan target kinerja pelayanan publik
tiap-tiap Umsan Pemerintahan.

Alolcasi  angparan  untuk  sctiap  perangkat  Daerah

sebagaimana dimaksud pada avat [1] tidak dilaloukan
berdazarkan perumbangan pemcrataan antarperanghat
Duerah atau berdasarkan alokazi anpgaran pada tahun
angpAaran schelumnva.

Dalamm rangks memickuskan pencapaian tacrget
pclayanan publik, peranghal Dacrabh menganggarkan
program dan kegiatan yatg menjadi kewenangan Dacrah
berdasarkan skala priorilas,

Faszal 143

Bulanja Dacrah disusun berdasarkan standar hargs dan
analisis standar belanja.

Standar barga sebagaimana dimaksad pada ayat (1)
mencakup standar bacge untule helanga operasi dan
standar tunjanpgan kinerpa aparatur sipill negara pada
Pemerintab Daerah.

Standar harga untuk belanja operasi sebagaimans
dimaksud pada avat |2] disusun berdasarkan standar
harga satuan regional dengan  memnpertimbangkan
kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran,

Standar tunjangan kinerjs aparatur sipil negara pada
Paronerintaban Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] disusun dengan paling scdikit mempertimbangkan
capaian telormasi birokrasi Dacrah, kelas jabatan, dan
kemampuan Keuangan Dacrah vang bersanghutan.

(3] Analizis . . .
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Analisis standar belanja schagaimana dimaksud pada
avat {1] disuzun berdazarken penilaian kewdjaran atas
Bebarr kerja dan biaya  vang  digunakan  uantuk
meclaksanakan suato kegiatan,

Pedomman mengenan standar harga dan analisis standar
belanja sebagaimana dicnaksud pada avat (1) diatar lebil
lamjul denpan atau berdasarkan Peraturan Permearintaby.

I'asal 114

Belamja  unfuk pemenuhan kebutuhan  Urusan
Prmermtahar wajib vang terkait denpgan pelavanan dasar
pratslik sehagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat [1)
disesuaikan dengan  kebulunan  untuk  pencapaian
standar pelavanan ounimal.

Belanpa Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan
Lrousan Pemerintaban wajib vang tidak terkait dengian
pelayanan  dasar dan Urusan Pemerintahan  piliban
setelah mempertimbangkan  pemestuban kebutubhaen
Urusan  Pemermlaban wajib  yang  terkait  dengan
pelayanan dasar publik sebagaimang dimaksud pada
ayat (1}

tasal 145

Daerah wajiby mengalokasikan belanja untak mendanai
Urusan Pemerintalian Daerah tertentu vang besacannya
telah ditetapkan sesual dengan kotentuan peraturan
perundang-undangsan.

Belanjs Dacrabl vang berasal dard TED yang relah
direntukan penggunaannya diangparkan dan
dilaksanakan sesua dengan ketentuan  peraturan
perundang-unatgarn.

FPasal 146

Dracrah wajib mengalokasilzan helanga pegawal Dacrah di
luar minjangan guni vang dialokasikan melalui TED
paling tingg! 30% {tipa puluh perseny darl tetal belanja
AFTiI.

{2] Dalam . . .
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Dalam hal persentase belanjs pegowai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] telab melebihi 30% |tiga puluh
persanp. Daerab harus menyvesualkan porsi belanja
pegawal paling lama § (lima) tehon terhitung scpak
langgal Undang-Undang ini diundangkan.

Hesuran  perscniase  belanja  pegawai schapaimang
dimaksud pada ayat [1) dapat disezuaikan melalu;
keputuzan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri
yang menyelengparakan Urusan Pemenntahan dalam
negerl dan menteri yang menvelenpearakan Urisan
Pomenniahan o bidang pendayagunaan aparatur sipil
negara Jan reformasi birokraz).

Pasal 147

Laeralh wajibh mengalokasikan belanja infrastroktor
pelayanan publik paling rendah 490%  jempat puluh
perscn) dari total belanja APRIY di luar belanja bag hasil
danjatan transter kepada Daerah dan/fatau desa.

Belanmja bagm hasl danfatan transfer kepades Tlacrah
dan/mau dess scbapaimana dimaksud pada avat [1)
dilaksanakan sesuasi  dengan  ketentuan  peraturan
perundang undangian.

Dalam hal persentase belanjs mfrastrukour pelayvanan
publik scbagaimana dimaksud pada avat (1) belum
mencapal 40% jempat puluh persen), Traerah haros
menyesualkan porsr belanja infrastrokior pelaysoso
publik praling lama S {lima) tabun terhitung sejak tangpal
Undang-Undang mi diundangkan.

Besaran persentase belanja scbugmmana dimaksud pada
ayat |1] dapat dizesvaikan melalul keputusan Menteri
setclah erkoordinasi therigan menteri Vang
menyelenggarakan Urusan Pemerinfahan dalam neger
danl menler: tcknis terkait dengan mempertimbangkan
antara lam arah pembangunan infrastruktur nasional
vang tercaniur dalam rencana pembangunan jangka
menengah nasinnal.

Pasal 148 .
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*asal 1948

Dalam hal Daerah odak melaksanoakan ketenloan alobasi
Belanja Dacrah sebapaimens dimaksud dalam Pasal 145
sampal dengan Pasal 147, Doerah dapar dikenai sanksi
penurdaan danfatau pemotongan dana TED yang ddalk
ditentukan pocongranaannya.

Bagian Kedua
Optimalisags :1LPA antuk Belanja Daerah

Pasal 149

(1] Dalam hal rerdapat SiLPA yang telah  ditentukan
penggunadnnya  berdaszarkan  peraruran perundang-
undangarn pada tabun sangegaran scbclumnya, Daerah
wajlh menganggarkan SiLPA dimabksud  sesusi dengan
PENFELLNAANTLYH,

{2] Dalam hal SiLPA Daerah tinggl dan kinerga layanan
finggl, 31LPA dapar diinvestasikan danfataun dipunakan
unmuk pembentukan Dana Abadi Dacrah  dengan
memperhatikan kebutuhan  yanp memadl  priortas
Daerah vang hares dipeenohia,

{3 Dalam hal SiLFA Daeralh tinggi dan kinerja layanan
tendah, Pemerinlah dapal moengarahkan penggunaan
S51LPA dimaksud untuk belanga inhasttukiur pelavanan
publik Dasrah vang berooentasi pado pembangunan
ckonomi Daerah.

(41 Pemilaian kinerja layanan sebagaimana dimnaksud padsa
ayat |2] dan ayal (3} inenpgpunakan hasil pemilalan kinerja
vang berlaku untuk penghitungan DAL

(3) Eetentuan letub largut menpenad optimalisazi SilPA
untuk Belanja Daerah diarur denpan atey berdasarkan
Peraturan Petnerintah,

Baplan Ketiga . . .
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Bapian Ketiga

Pengembangan Aparatur
Fengelola Keuangan Daerab

Faszal 151

Pemerintalhh menyelengesrakan penpembangan  kapasitas
aparatur pengelala Keganpan Dasrah dengan tujuan untok
memperbaiki kualitas pengelolaan Keuwangan Daerah dan
meningkatkan kompx:tensi sccara berkelanjutan.

i1]

(2]

(3}

1]

{2]

[*asal 151

Aparatur  pengclola Keuvangan  Daerah harus
mendapatkan sectilikasi wang diberikan oleh lembapga
Vang ditugaskan oleh Pemerintah unruk
tenyelengparakan pengembangan kapasitas aparatur
penpelola Koeuangan Daerah  sehapaimana dirmaksod
dalam Pasal 13

Prlakzanaan kewajiban sértifilias schagaimana
dimaksud pada ayar (1) dilaksanakan dengan masa
tranzisi satopal dengan 3 [tigadl tabhun terhitung sepak
tanpgaal hdang-Undang in diandangkan.

Ketentuan  letih lanjut mengenai  penyelenggaraarn
pengembangan aparatur pengclola Keuangan Daerab
tan standardisazinya datur dengan atan berdasarkan
[eraruran Pemerintah.

EBagian Keempal
FPengawasan AlPBD

Pasal 152

Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanaksan scsuai
dengan ketenruan peraluran perundang-undangan.

Lembapa pemerinotahan vang membidangl pocngowasan
vang Dertungpung jawab langsung kepada Presiden,
dalarm hal tertentu, melakukan pengawasan intern
terhadap rancangan APBLD ataupun pelaksanaan APBD
Jalam rangks memberikan masukan kepada Presiden.

(3] Dalam . . .



5K Mo 1M IS A

{3)

(4]

o

FPRELIDEM
RECUALIE IO rE Sia

83

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada avat (2], lembaga pemerintahan vang membidangi
pengawazan vang bertangguog jewab langsung kepada
Fresiden berkoordirtasi tlerprarn menkor VAT
tenyelenggarakan Urusan Pemernimlahan dalam neger.

Kementerian VAT menyelengparelian Urusan
Pemermiahan  dalam negen bekerpa sama dengan
lembapa pemerintalian vang membidangi pengawasan
yang beortangsung jawab langsung kepada Presiden
melalkukan penguatan terhadap  kapabilitaz  aparat
progawasan  intern Pemenntah Daerah untuk
mendukung peoinghatan kusltas pengelnlaan APRD.

Pasal 153

Ketentuan lelnh lanjut mengenan tata cara pengelolaan
Eelanja Daeralh dan penpawasan APBD diatur denpgan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(1}

(2]

()

(4}

3}

BAB V
PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

Fazal 154

Pembiayaan Utang Daerah terditri atas:
a. Pinjaman Daearah;

I, Obligas Dacrah; dan

. Sukuk [aerah.

Permbiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksnd pada
ayat (1} dipunakan untuk membiagyai  Urusan
Pemerintabian yang menjadi kewenangan Dacrah.

Pemerintab 1idak meambearcilean jaminan atas Pemhiayasn
Utang Thaergh.

Prmerintah Darrah dilarang melakukan Pembiayaan
langsung darn pihak luar negen.

Milai bersih maksimal Pembiayaan Utanz LDaerah
schagaimana dimaksud pada ayat {1) dalam 1 [satu)
tahun anggarat terlebih dahulu mendapat persetujuan
OPRD.

6] Fersetuguan . ..
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Persetujuan DFRD sebapaimana dimaksud pada ayat |5)
dilerikan pada saat pembahazan APBD.

Dalam hal tertentu, Kepals Daerah dapat melakukan
Petnbiayaan melelihi nilai bersih maksimal yang telah
disetujui DPET sehaguimana dimaksud pada ayvat {5) dan
dilaporkan  scbagasi  pecrubahan  APBLD tahun yang
bersangkutan.

Permntaayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan
tekris  dapat dilakukan melebihi siza masa jahaelan
Kepula Daerah setelah mendapar pertimbangan  dan
Menten, menteyi vang menyelengrarakan Lnasan
Femerintaban  dalam  negen, dan mentcn yang
menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan di bidang
perencanaan pembanganan nasional.

Baman Krzatu

Pinjatnan Daerah

Pasal 1Ah

Pirnjaran Dacrah dapat bersumber dare:
4. Pemenmntah;

b, Pemerimtabh Dhacrah lain:

it, lembapa kewangan bank, dan/atau
d. lembaga keuvangan bukan hank.

Pinjaman [acrah yang bersumber dar Pemerintah
sebagaimana ditnaksud pada avat (1) hunal a diberikan
melalur Menten  setelah mendapatkan  pertimbangan
menlen yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dalam negeri dan menteri yang menyelengearakan
Urusan  Perncrintahan 1 Indang  peroncanasn
pembangunan nazional.

Pinjaman Daetah yang Dbersumboer dan Pomenntah
sebagaitnans dimaksud pada ayvat (2) dapat dilakukan
melalui peningasan kepada lembaga kenongan bank atau
lembrags keusangan bukan banls

Finjaman [racrah schagaimana dimaksod pade avat [1]
hural b, humf c. dan huruf d dilakssnakan sesuail
dengan ketentuan pemberi pinjaman.

Finjaman Daarabh dapsa! berbentuk konvensional atau
syariah.

Pa=al 156 . .,
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FPazal |56

Pinjatnan Dacrab dilakulan dalam rangha:

a. pengalolaan kas;

li. perobiaysan pembangunan infrastruktar Dacrah;
it. penegclolaan portofoho utang Dacrali; dan/fatan

d. penecrusan pinjaman dan/atau  penyertaan  mmodal
kepada BUML.

Pinjaman Daerah dalam  ranpka poengelolaan  kas
sebagaimana dimaksod pada ayat (1) burut a dilakulan
tidalk dengan persetujuan PRI

Pinjarnan Trerah dalam rangka pengelolaan kas
sebapaimana ditnakaud padys ayatl {1] huruf 3 haras
dilunazi dalam tahun angzaran berkenaan.

Pinjaman  Daerah  dalam  rangka — pembiayaar
pembangunan  infrastrukiur  Dacrah  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1} tnaaf b dapat heruapa pinjamat
tunai dan/atay pinjaman keglaiao.

Pirgarnan MaEerab dalam rangks penemusan pinpaman
tlarn fatag penyerisan modal repada BUMD sebagaimana
dimaksud pada avat [1] humf d bemapa ponugeasan dan
Pemerintah/Pemerintalh Daerah kepada BUMD untuk
membiayai program/kegiatan vang bersifat strategis
naszional atau  penuagasan  lainnya sesual dengan
kerantuan poratucan perundanp-undangan.

Penngasan Permnenntgh Naecah kepada RLIMT
schagaimana dimaksud pada avat (3] vang bukan
merupalkan program )/ kegiatan yang bersifal o stralegs
nasional hams mendapatkan persctujuan menien yang
menvelenggarakan Uragan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Chligasl Daerah dan Sulkuk Dacerah

Fasal 157
Fenerbitan Obligasi Daerah dan  Sukuk  Baerah
dilakulan dalam ranpghka:
a. pembiayvaan pembangunan infrastroktur Daerah;
b. pengelolaan portofoln, otang Daerah; danfaten

C, poOacra=san (o ..
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C. ponerusan pinjaman danfatal penyerigan omddal
kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligas
Daerah rlan Sukuk Taerah.

Cbliygas) Dasrah dan Sukuk Dacrah ditcrbitkan melalui
pasar medal domestik dan dalam mata nang Bupiah.

Penerhitan Obhgasi Dacrah doan Sukuk Daerali dalam
rangka pembiayaan pombangunan infrastruktar Daeraby
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hunat a dilakukan
untuk penyediaan sarana dan prasarans Daerah.

Penerbitaty  Obligasi  Daesrah dan Sukok  Dacrsh
sebapaimana irmaksud padas ayat (1) dilakulkan dengan
perselujuan Menten sctelah mendapat pertimbangzn
menterl yang menvelcngearakan Uriasan Pemerintaharn
dalam ncgeri.

[*enerbitan Sukuk Daerah zehagaimana dimaksud pada
avat [l] dilakukan sgielabh mondapat  pernvataan
keseruaian  3ukuk Dacrsh terhadap  prinsip-prinsip
gyariah dar ahll svanah pasar modal.

Easzal 138

Barang mihk Dacrah dan/atau objek Pembiavaan yang
dibiayal dari Sukuk Daerah dapat digunakan scbagai
dasar penerbitan Sukuk Daerah.

Barang milik Daerab sebagaimeana dimaksad pada ayat
(1) digebnnl sebapgal aect Sukuk Thacrah, dapat berupas

a tanah dan/atau bangunan; dan

b, =clam tanah dan/atan bangunan.

Aset Sukuk Daerah sebagaimeana dimaksud pada avar [2]
tidal dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan
sampal dengan jatuh rempo Sukuk Dacrah.

Bagian Ketiga

Prenpslolian dan Pentangeungjawaban

Pasal 1549

Kepala Daerah  bertangpung  jawal alas pengelolasan
Fembiavaan Urang aerah.

Pasal 160 . . .
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Fazal 160

Pemenntah Dasrah dilarang memberikan jaminan atas
Pembiayaan utang pihak lain.

Barang milil: Dasrah ridak dapat dijadikan jaminan etau
dipadaikan wuntuk mendapatkarn Pembiayesan Utang
Laerah.

Pasul 1461

Pemernintah Dacrah wajh  membayar kewajiban
Pombiayvaan Utang Dacrah pada saat jatul tempo.

Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang
Dactah sebapaimana  dimaksud pada  avat  []1]
dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirmya
kewajiban.

Dalam tral Pemerintah Daerah tidak mengaoggarkan
pentbayaran  kewgpban  Pembiayaan Utang  Dacrah
sehajgmimana dimaksud pada ayat (2), Hepala Dacrah dan
DFRL  dikenal sanksi administratif  berupa  tidak
dibayarkannys  hak keuangan yang diatur  dalam
kctentuan  peraturan perundang-undangan sclama G
[enam} bulan.

Faszal 162

Dalam hal Daerat tdak membayar kewajiban Pingaman
Daprab yang hersumber dan Pemernintah dan lembaga
YHNE mendapat penueasan dart Pemernntah yvang telah

Jatuh tcmpe, Menteri dapat melalukan pemotongan

dana TELD yang tidak ditentukan penggunaannia.

Pemotongan sebagaimana  dimaksud pada ayat [1)
dilakukan screlah betkoowdinazi dengan menterd yang
mienyelengeparakan Urmisan Pemerintahan dalarm negeri.

Paxal 163

KEctentuan Iohih lanjut mengenal persyaratan, tata cura, dan
mekanisme Pembiayaan Utang Dacrah serta barang milik
Dacrah danfatauw cbjick Pembiayaan yang dibimval dan
Sukuk Dacrah dalam rangka pencrbitan Sukuk Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 sampai dengan
Pasal 162 diatur dengan ataua berdasarkan Peraturan
Pemerintaty,

BAR VI ...
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BAB V1
FEMEBRENTUEAN DANA ATEADY]

Prasal 154

Daesrah dapat membemiabl Dang Ahadl Daerah yven
ditetapdan denpan Perda.

Pembentukan Dana Abadi Daeraby  sebapaitmana
ditnulsud pada svat [1] mempertimbangkan antara lain
Kapasitas hskal Dacrah dan pemenuhan kebutuban
Drasan  Pomernintahan weik yvang  terkait  dengan
pelavanan dasar puablik.

Hasil pengelnlaan Dana Abzadl Daerab sehapgzimans

dimalisud pada ayat (1) ditujukan antruak:

a. memperoleh  mantaat  ekonomi, manfaat  sosial,
dan/fatan  manfaat  lainnya  yang  ditetapkan
scbelumnya;

h. membenkan sumbanean kepada penerimaan dacrah;
tlars

. menyelengparakan kemanfaatan . vmum lintas
EENeTast.

Fazal 165

Ltana Abadi Dacrah schapnimana dimaksud dalam Pasal
164 ayur (1) dikelola oleh bendahara wmum Deerah ataw
hadan laysoan wwmam Daerah.

Peopelolaan  Dana Abadi Dacrah dilakuakan  dalam
inveslasl vang bebas dac risiko penurunan nilai.

Hasill penpgelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana
dimakszud pada ayat (1) menjad Pendapatan Dacrah,

Pasal |66

Ketontuan lehih langut mengenan 1ata cara pembentukan dan
perpelnlaan Dana Abadi Dacrah diatur dengan  atau
berdasatrkan Peraturan Pemerintah.

BAB VIl . ..
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BAR VII
SINERGI PENDANAAN

Fazal 167

(1} Dalam rangke percopatan penyediaan  infrastruktuar
dan/atan program  prioritas  lainnva  sesuai dengeaen
urusan vang menjadi kewenangan Dacrah, Pemerintah
Dgerah dapat melakukan Sinergi 'endanaan.

(2] Sinerpi Pendansan sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakzanakan melalui berbagai sumber pendanaan
Laik darn APED maupun sclam dari APBD.

(3] Pendanaan dari APRED sebapaimana dimaksud pada ayat
{2) dapat berasal dan PAD, TKD, dan/atau Pembiavaan
Utane Daerak.

[4] Pendanaan selain dari APBD  schagaimana  eirnakesuod
pada ayat (2§ depat berupa kerja sama denpan pihak
swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/arau
Femervintah Daerah lainnya.

{&] Dalam rangka mendokung Sinergl Pendanaan
sehagaimana dimaksud pada ayat |1], Pemerintabh dapat
menyinergikan dengan  belame  kementerian/lembags
dan/ateu tugae pembantuan.

Faszal 168

Eetennruan  letnbk lanjuet mengenaa Sincrgl Pendanaan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 167 diarue dengtan ata
berdasarkan Peraluran Pemerintah,

BaAB V11T
SINEEGL KEBIJAKAN
FISKAL WAS[IOMNAL
MFazal 169

(1) Poemermtah menyinergikan kebijakan hiskal nasinmal.

(2} Sinergi kebijjakan fiskal nasional sebagaimana dimalksod
pada avat (1} dilaknukan melalui:

a. penyelarasan kebijjakan fiskal pusat dan Daesrah;

b. penetapan . . .

SR Na |04 0% 4



SK No 04110 A

PREYIOER
REPLEUIN INDOGHESIA

02

h. ponctapan  botas  maksimal  defisit APBD  dan
Pembiayaan Utang Dacrah;

c. pengendalian dalam kondizi daruecar; dan
d. sinergi bapan akun standar.

Pasal 170

(11 Pemenntah Dacrah menyinergikan kebijakan
pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan
rencana  pembangonan jangla menensgah nasional,
rencana korja pemerintaby, kerangka elionnmi makee dan
polkok pokok kehijakan fskal, araban Presiden, dao
peralurcan perundang-undangan sebapaimana dimaksud
clalam Pasat 169 ayac |2).

(2] Beneoana pembangunan jangka menengah nazionsl dan
rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] mempertitnbangkan horbagal usulan program
astrategiz Daerah sesual dengan mekarasme yang diatur
dalam keremloan perandang- ardengan inetigensai 2isiem
pereficanaan pembangunan riasional,

Fazal 171

Penyelarasan dengan rencana jangka menengah nasional
dan rencana kerja pemerineah sebagaimana dirmaksud dalarm
Fasgal 174 ditakukan melalui penyelarasan farget kinerja
tnakto Daerah dan 1argel kinera program Daerah dengsen
priocitas nasinnal.

Pasal 172

Penetapan baras maksimal defizic APBD dan Pembiayaan
Utang Daeralh sebapoimana dimalksud dalam Pasal 169 avat
(2] haruaf b dilakukan dengan keleniuan:

a. Menteri menelapkan batas rmaksimasl koamalatil defsil
APB} umiubk tahun anggaran beolodoys, paling lama
biulan  Apuslus tabhun unggaran becalan,  dengan
memperhatikan kesdaan dan poerkembangan
porekonomian nasional:

b. jumlah kunmlatit defisit AFBL dan defisit APBN tidak
melebihi 3% |tiga persen} dari perkiraan produk desnesrik
brewen talan anppraran beckenaan; dan

c. jumlah . ..
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v jumlab kugmulatf pinjaman Pemenniah dan Pembiayvasan
Utang Daerat tdak meletnhi 609 (cnam puluh porsen)
clarl poerkitaan produlk domestik bruto tahun angearan
herkenaan.

Pasal 173

Fengendalian dalam kondizi darutar sebagaimana dimaksud

dalarn Pagal 169 ayatr (4] hural ¢ dilakukan  dengan
befemiuar:

d. Pemenntabh dapat mewspbkan Dacrah untak melakakan
pengutamaan  penggunaan  alokasi anggaran  untul
kegiaran tertentu [refocuszing, perubahan alokasi, dan
perahahan pengginaan APTTD,

. Pemerintab dapar melakukan pempesuaian besaran
hatas maksimal defisit APED dan Pemhbiaysan Utang
Dwaerah sehagaimana dimaksud dalam Pasal 172; dan

. ketentuan mengonal pengutamaan penggunaan alokas
anggaran untuk  kegiatan  tertentu  [refocusing,
perubahan alokasi, dan perubahan pengpanaan APBD
sebapaimana ditmaksud peda huaruf a dan penyesuaian
hartas maksimal defisal APRR dan Pembayssn Tltang
Deerah sehagaimana cdimalsud pada hucoal b, Jdialur
lekbih lanput olch Peraturan Menten setelah berkoordinas:
dengan  menteri yang  menyelenggarakan Urusan
Pemcrintahan dalam negeri.

Pasal 174

Simerpl bapan akun slandar sebagairsans dimabksad dalam
Fasal 16% avat [(2) huraf d dilakukan paling scdikit melalu
penyclatasdan program dan kegiatan scrta keluaran doogan
kewenanean Dacrall sesual denpan ketentuan poraturat
pecrundang-undangan.

Pausnl LTS

Pamerintah dapat membernbkan sanks beropa penundaan
dan/alau prmolengsn TKD dalam nal Pemerintab Daerah
tdak melakukan kewajibannya schbagaimana dimaksud
dalam Pasal 170 sampal dengan Pasal 174,

FPazal 176 . ..
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Pasal 176

Sinerg kebijakan fiskal nasinonal sebagaimana dimaksoadd

dalam Pasal 169 didukung dengan:

A, penvusunan konsolidast informas keuanegsn Pernenniahb
Darrah sccara nasional scsual denean bagan akun
standar untuk Pemerintah Dacrah:

k. penvajian informasi keuanpan Daeraly secara nasional;
dan

o pemaniauan dan eveluast pendanaan desentralisasi.

Pasa]l 177

Pemerintah  membangun sislem nformasi pembanguoan
Diaecrash, pengelelaan Kouwangan Dacrah, dsn  informas:
lainoya melaha platform digital yang tennoterkonecks! dengan
sistem informasi kensnolidasi kebijalcan fisltal nazional.

FPazal 175

Dalam rangka penyajien inforimasi kevanpan Daerah secara
nasivonal sehagaimana dimeksud dalam Pasal 176 haral Iy,
Femerintah  Dacrah menvediaksn  inflormas) keusangan
Laerah secara digital dalam jaringan.

Pazal 179

(1} Bemerintah melakukan pemantauan dan cvaluasi sccara
berkala paling sedikit terhadap:
a. pelaksanaan TED,; dan
h. pelaksanasn APRDL

() Pemantauvan dan evaluas) schagaimana dimakesuwd pada
avat {1] dilaksanakan dcnpan menpggunakan sistcm
informasi sepagaimana dimaksud dalam Pasal 177,

(3} Hagil pesnantauan dan evaluasi sebagaimana dimakzud
pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai  bahan
periimbangan Peroerintabl dalam pengambalan kebijakan
Mskal nasiomal, TKD, danfatag pemberian sankes ataug
inscntif kepada Pemerintah Diacrah.,

Fazal 180

Ketentuan lehkih lanjut mengenar sinergi kebijakan fiskal
naszional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16Y sampai
dengan Pasal 179 diatur dengan atau berdazarkan Peraturan
Pernerintah,

BaB [X . ..
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Pasal 181

(1] Wajly Pajuk yang karena kecalpaannya tidak memenuh
kewanhan perpmyakan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (D), sehingga meragikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana kumangan paling lama | [zatu)
tahun arau padana decdds paliog baoyak 2 [(daa) kah
jumlah Pajak terutang yang fdak atse kurang dibayar.

(2] Wapilr Pajak wang dengan zcngapa tudak memenuhi
kewanban perpayakan schagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 avat [D), sehingga merapikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau pictana denda paling banyak 4 [empat) kah
jumlah Pajak terutang yang tidak atauw kurang dibavar.

Pasal 182

Tindsk prdana o idang perpejakan Daerah tidak dapsi
cdibuntut apabila telah melampaul jeneks waktu 3 [lirnal
tahun terhitung scjak saat Pajak terutang atau masa Papak
berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atauw Tahun
Fajak vang Lersangkutan berakhir.

Pasal 183

Wajith Relnbuest yang fudak melaksanakan kewajibannya
sebagamnana dimaksud delam Paszal 87 avaet (4), sehinpga
meragikan  Kewangsn Daerah, disneam dengan pidana
kurungan paling lama 3 jtipa) bulan atau pidana denda
paling banyvak 3 jtiga) lkali dari jurlah Retribuszi terutang
vang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 184

Fecjmbat atau  tenaga ahli vang melapggar  larangan
schbagaumana dimaksud dalam Pasal 103 avat (1) dan ayar
(2], dmncam deogan pidand bordasackan peraturan
perandang-undangan.

Pazal 185

Derdds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pazal 183,
dan Pasal 184 merupakan pendaparan negara.

LALD X ...
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BAR X
KETEMNTLUIAN LAIN-LAIMN

Pasal 186

Nalam  hal rerdapat beban  Keuangan MNegara akibat
perbuatan bukum vang dilakukan oleh unsur penyelenpgara
Pemenntahan Daerali dan telah mendapartkan putuzan
progadilan vang berkekuatan hukum retap, tanggung jawab
atas perbuatan hukur dimaksued diperhitunglan deopgan
pemotongan TKID.

BAB Xl
KETENTUAN FERALTHAN

Pasal L&Y
Pada saar Undang-1ndang ini coulat berlaku:

A. terhadap bak den kewsiban Wajib Pajak dan Wajib
Feitribs: vang belum  dizelesaikan schelum Undang-
Undang ini diundangkan, penvelesaiannva dilakokan
berdasarkan peraturan perundang undangan di bidang
I'ajak dan Retribusi vang ditetapkan schelum erlakunye
Undang-Undang ini; :

b. Perda menpenal Pajak dan Retnibust vang  disusan
berdasarkan Lndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tenlaneg Pajak Dacrah dan Roetribusi Dacrah masih wetap
berlaku pahing lama 2 [dua] tahun terhutung sejak rangeal
divndangkannva Undang-Undang ini;

¢, khusns ketenuan mengenal Pajak Kendacaan Dermaotor,
EBea Balik MNama Kendaraan Bermaotor, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, hag hasl Pajak Kendaraan
Ectrinotor, dan bagl haszl Bea Balik NMama Keondaraan
Ecrmotor dalam  Peorda  wang  disusun  berdazarkan
Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku satmpal
dengan 3 (tiga] taburn  terhirong  sejak  rangpal
diundangkantiva Undang-Undang inig;

tl. dalatm hal jangka wakin sebagsimana imaksud pada
bouenal b dan bharud o tdak dapal dipenuhi, ketentosn
mengenal Poyak dan Hetribuse mengsmiboati ketentuan
berdasarkan Undang-Undang ini;

B EOETARALIL . .
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nenerapae AL sesaal dengan ketentuan dalam Undang-
Uruwlang im tdak boleh mengakibatkan penuarunan
alokazl DAL per daerah paling lama 3 (lima) tahun
lerhitung sojak diberlakukannya ketentuan mmengenai
alokas) DAL berdazarkan Undang Undang ini; dan

ketentuan rengenai DBH sebagaimana diatur dalam
Undang Undang Nomor L1 Tahon 20006 enieng
Pemerintahan Aceh dan Undang-Toowlang Nomor 21
Tahuinn 2000 temlang CHMonemn Khusus Poovinsi Papua
schagaimana telah beberapa kali dinbah, rerakhir dengan
Undanpg-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
erubahan Kedua atas Undang Undang Notoew 21 Tahun
2001 tentartg  Oronemi Khosoes Provinss . Papug,
dinyvatakan tetap berlaku selama folak digtor lain dalam
Dodang-Undaog iro.

Pa=al 1588

Puadds saal Undang-Undang mi mulai berlaloo;

d.

peraturan perundanpg-undangan o vang nerupakEn
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33
Tabtmnn 2004 (entang Penmbangsn Kouanegan antara
Pcmerintal Pusat dan Pemerintahan Daesrah (Lembaran
Megara Republil Indonesia Tabun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Nepara Republik [ndanesia Nomor
4438]: dan

prraturan  perurslang-undangEan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2008 tenrang Pajale Dacrah dan Retoibnust Dacrah
[Lembaran MNegara Kepublik lndonesia Tahun 2009
Momor 130, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5049} sebagaimana felah beherapa kali
diubiahb,  lerakbir denpan Undang-Undang Nemeor 11
Tabun 2320 tentang Cipra Kerja [Lembaran Negars
Fepublik Indonesia Tabhun 2020 Nomor 243, Tambahan
Lembaran Negara Repubilik Todonesia Normor 65701],

dinyalakan tetap herlaku sepanjang belum diganti dan tidak
bertentanpgan dengan ketentuan dalam Undung-Undang i,

BABXITL. . .
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Pasal 189

(1} Pada saat Undang-Undang ini mulai berlako:

a. Undang-Undang Nomaor 33 Tabun 2004 rentang

Ty.

Penmbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan
I*amerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulilik
Indntesia Tabin 204 Momeer 126, Tambahan

Lembiaran Negars Repuhilik Tndonesia Womor 44.35);

Undang-lodang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak
Dperah dan Eetribusr Daerah (Lembaran Megara
Fepubklik  Indoneaia Tahun  200%  Nomor 130,
Tambahan Lcmbaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 5049 sebapaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja [Lemmbaran Negara Republik
Indotesia Tahun 2020 MNomwer 245, Tambahan
Tembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6537 3):

Pazal 1 angkn 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47
saInpdl dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait
dengan Pagak Daerah dan Retribusi Dacrah, Pasal
279, I'asal 285 ayat [2) huraf a angka 1 sampai
dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291
Paszal 249f, Paszal 302, Pasal 324, dan Pasal 325
Undang-Unclang  MNomor 23 Tahun 2004 temniang
Parneriniatian Naerah [Lembacan Negara Bepuablik
Indonesia Tabhun 2014 MNomor 244, Tambahan
Lembaran Moenra Eeopublik Indonezian Nomor 3387)
schapaimana tclah beberapa koli diubah, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Yegara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor A573);
dan

Fasal 114 dan Fazal 176 angka 4 ayal (4] dalam Pasal
253 dan angka ¥ Undang-Undang Normor 11 Tabon
2020 rentang Cipta Kena [Lembaran Negara Eepublik
Indenesia Tahun 2020 MNomor 2435, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 6573},

dicabut dan dinvatakan tidoak berlaku.

[2) Bemua .. .



SK Mo INd| 18 A

o

o

PRESIDEM
FEPUBLIE [MIOMNES:|A

- Yo -

2] Semua peraturan perundang undangan yang berkaitan
dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintab Pasat
ddan Pemerintahan Dacrah serta Pmpak dan Kerribusi
dinvatakan tefap berlaku sepanjang tidak bertentangan
denpgan Undang-Undang inid.

[*a=al 190

Beteniuan menpendl  insentif pemunguran Fajak  dan
Eetribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 104, haova dapal
dilaksanakan sampal dengan diberlakukannva pengaturan
mengenai penphasilan aparatar sipil negara vang telah
mermperiimbanekan kelas jabatan untuk togas dan fungsi
pemunglfan Pajak dan Retribusi,

Pasal 191

(1) Ketentuan mengenal PKB, BEBNKB, Fajale MBLE, Gpaen
PEE, Opsen BBNKE, dan Opscen Pajak MBLE
sebagaimana diatur dalam Undeang-Undang ini millaj
berlakuw 3 (tgsy tahun  terhitung  scjak  tangeal
dinndangkannva Undang-Undang ini.

i2) Ketentuan mengenai alokasi atas DAU dan DBEH
sebagaimmang Jdimaksud dalam Pasal 1308 dilaksanakan
scpenuhnya mulai Tahun Anggaran 2023,

Faszal |32

Peraturan pclaksanaan dan Undang-Undang ini ditetapkan
paling lama 2 |doa) tabhun seiak Undeng-TUndang imi mualal
Lerlaku.

Flazal 193

Undang-Unrlang ini mulat beclaky pade saat divndanekan,

Agar . ..
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Agar meliap orang mengetahuinya,  memerintabkan
pengundangan Undang.Undang ind dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indoncsia,

Lizahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

FEESIDEN EEPLUBLIK INDONESIA,
etd.

JOKO WIDODRO

Drundangkan di Sakarta
pada tanpgal 5 Janwrari 2022

MENTERI HL:KL'M DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

tid.

TASONNA H, LACLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMEMTERIAN SEERETARIAT NEGARA

K MNa 1041704
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONES]A
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUELUTNGAN KEUANGAN ANTARA
I'EMERINTAH FLSAT DAN PEMERINTATIAN DARERATI

. UKL

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana tertuang dalam Permmbukaan Undang-Undang Dazar
Negara Republik Indonesia Tahueo 1945, oegams dibeotak dengan
tujuan untuk melindunpgi segenap banpgsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuak memapukan kesepahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yany herdasarkan kemerdehksan, perdamaian abadi dan keedilan
sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar
Negars Republik Tndenesia Tehun 1945, Negara Kesatuan Repuhilik
Indonesia dibagt atas Daerah prowinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas
Derah kabupaten dan kots Tep-tisp poovinst, kabupaten, dan kota
marmnpiinyval pemerintahan sendivi. Pemecintah provinsi, kabpaten,
dan kota berhak mengatur dan menpurus zendiri Urusan
Pemerintaban mendolf ssas ototomd dan tupas pembantoen. UTrosan
Pemernntahan vang menjadi tangpung jawab Dacrah dilaksanakan
herdasarkan azas mtonmmi, &adangkan Urasan Pemerintaban yaopg
bukan merupakan tangsung jawat Pemerintah Daerah dilaksanakan
herdasarkan asas dekomsentrass dan rugas pembenrian. Pelelksanaan
Urazan Pemerintahan dan tingkat pusat hingea Dacrah merapakan
hagian dan kekuasaan pemerintahan yane berada di tangan Presiden
sesual denpan Undanp-Undang Dasar Nepara Republik Indonesia
Tahun 1945 schingpa tidak dapat beralan sendin-sendin, Hal oma
menunrlt adanya sinerpisme pendanaan atas urusan tersebut dalam
rangka pencapaian *ujuan bernepara,

Fembagian . .
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Fembagian Negara Kesatuan Republik [ndonesia menjadi provins:,
kabupaler, dan  kota, dan  pembagian Urusan  Pemenniaban
antarpemerintahan  tersebuwl menimbulkan adanva  hubungan
wewenang dan hubungan keuanpan. SBesuai denpan arnanat Pasal 134
ayat (27 Undang-Undany DMaszar  Negara  Repablik  Indonesia
Tahun  1945%, hubungan keuangan, pelayanan umom, serla
pemanfaatan sumber dava alam dan sumber daya lainnya antara
Permneritilab dan Pemenntah Daerah diatur dan dilaksenakan secara
adil dan zelaras Derdasarkan Lindang-Undang,

Untuk melaksanakan amanat Pasal LRBA ayat (2] Undang-Unduang
Dasar Negars Republik [ndenesian Tabun 1945 tersebut disusunlah
Undang-Undang tentang Hubungan Keuaangan antara Pocmenontah
Pusat dan Pemenntahan Caerah, Penyusunan Undang-Undaog ani
jupa didazarkan pada pemikiren  perlunya menyompumakan
pelaksanaan Hubungan Keuwangan antara Pemeriniah Pysal Jan
Pemerintahan Daerah yvang selams ini dilukukan berdasarkan Undang
Uniclang Nomeor 32 Tahur 2004 tentang Pevimbangan Keuatgsn anlaras
Fetnerintah Puzatl dan Pemenntahan Daeralh dan Yndang Undang
Nomaor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daecah dan Retnbusi Dacrah,

Penvempurnaan amplementasi Hubungan Heouangan antara
Femenntah Puszat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sehagal upaya
unruk menciplakan alokasi sumber daya nasional yang efizsien melalyi
Hubunpgan Keuangan antara Pemermah Pusat dan Pemerintahan
MNaerah yang  transparan, akuncabel, dan  berkeadilan, guow
tewujudkan pernerataan layvanan  publk dan peningkatan
kesejahteraan masvarakat di seluruh  pelosok Mepara  Kesatuan
Repudlik [ndonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan
Keunangan antara Pemerintabh Pusat duen Pemerintahan  Dacrah
berlandaslkzan pada 4 [empat] pilar utama, yaitu: menpembangkan
sistcmn Pogak yang mendukung alokasi sumber daya nasionzal yang
efigien, mengembangkan Hubunpan Keuangan antara Pemerintah
Puzat dan Pemerintaban Daecah dalam meminimalkan ketimpanpgan
veriikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembybayaan Mang
Lraerah, mendorong peningkalan kualitas Belanga Daeran, serta
harmntusas kehijakan fiskal anrara Pernerintab dan Daerah anouk
penyelenggaraan  layanan  publik vang optimal dan  menjaga
kesinambungan fiskal.

2. 3istem ., ..

Ak No 104123 A
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2. B1stem I'ajak dan Eetribusi

Dralam rangka mengalokasikan sumber dava nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberkan kewenanpan kepada [aerah untuk
mernungut - Pajak dan Retnbusi dengan penguatan melalu
restrukturisas jenis Pajak, pemberian swmber sumber perpajalean
Dacrah yang bara, penycderbanaan jenis Kerribusi, dan harmonisas
dengan Undang-Undang Nemor 11 Tahon 2020 tentang Cipra Berja

Restruktunsasy Pajak dilakukan tnelalui reklasiikasi 5 {lima) jerus
Pajak vang berbaziz konsumsi menjadi satg jenizs Pagak, varra PBAT.
Hal in1 memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pogak antara
pajak pusat dan pajak dasrah sehingea menghindar adanya duplikasi
permungutan pajak; (1] menyederhanakan administrasi perpajalan
sehingpa manfaat yvang diperoleh lebily tinggi dibandinglkan dengeaen
biaya permungutan; (U1 memudahkan pemantauan pemunglitan Pajak
terintegras! olell Daerah; dan (iv) mempeemudab nasyarakat dalam
memenubi kewajiban  perpajekannva,  schalipus  mendukung
kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi  adminstrasi
perpajakan. Selain imteprasi pajak-pajak Daerah berbasiz konsumai,
FEJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkic velet, ohjek
rekresas:, fdan peorscwaan sarana dan prasarana alahrepa  (objck
nlahraga permainani.

Pemenntah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen
Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten /kata, yaitu
FKB, BENKB, dan Pajak MBLE. Opaen atas FKE dan BBNKD sejatinya
merupakan pengalihan dar bagl hasil pajak provinzi. Hal tersebur
dapat meningkarkaen kemandican Dacrah tonpa menambah beban
Wajib Pajak, karena pencnmaan perpajalean akan dicatar selapa PAD,
serfa memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dlan memberkan
kelelugsan belanja atas penerimaan feesetnyd pada tiap-tiap level
pemenntahan dibandingkan dengan skerna hagl hasil, Sementara 1t
pcnambahan Opsen Pajak MBLE untuk provins: sebagay sumber
peneritnaan barwy diberapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin
dan pengawssan kegatan pertambangan di Daerab,. Hal ini akan
mendukung penpelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas
karcns percncanaan, pengangparan, dan realisasi APBD akan Ichih
baik. QOpsens Pajak juga mondorong peran Daerab untuk melakukan
ekstersifikast perpajakan Daerah baik ifu bapi pemerintah provinsi
rmaupun pemerintah kabupaten fkota.

Fenyedcrhanaan Retribuosi dilakukan melalui rasionalisasi juralab
Retribusi. Retribusi diklasifikasiban dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribus
Jaza Urmnum, Eeteibwzg Jasa Usaha, dan KHetribusi Perizinan Terieqtu,

Lebily . .
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Lebih lapgut, jumlah atas jenis Objek Retrbusi disederhanakan dari 32
(Miga puluh dun| jenis menjadi 18 (delapan belas) joni= pelayanan.
Fasionalizazi terschut memibki tujuan agar Retribusi vang akan
dipungut Pemeriniah Nacrah adalah Ketribusi vang dapatl dipungul
dengan efelctif, 2erta dengan biaya pecmungutan dan biaya kepatuhan
vang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkon untuk mengsurangi
hebatn masyarakat dalam mengakses layanan dasar publibk vang
menjadi kewyiban Pemerintalh Daerab., Rasionalisasl juga scjalan
denpgan implementas) Undang-Unedang Namor 11 Tahun 2020 tcntang
Cipla Kerja dalam rangka mendorong kemuduahan berusaha, iklim
investasi yang kondusit, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan
kerja yang lehih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang MNoraoe 11 Tahuan 20240
rentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepads
Femerintah untuk meninjau kembali tacif Pajak Dacrah dalam rangka
pemmbernan insentif fiskal untuk mendoreng perkembangan investasi di
Laerah. Pemerintah dapat menyesuaiban tanf Pajak dan Retribusi
dengan penetapan tarif vang berlaku sceara nastonal, scrta melakukan
pengawasatn dan evaluasm terhadap Perda mengenai Pajak  dan
Rerribus wvang menghambat ckosistem investasi dan kemudahan
dalam berusaha.

3. TKD

TKLD zcbapgai salah satu sumber Pendapaian Dacrah ditujukan
untuk mengurangi kelimpangan fiskal antara puasat dan Daerah
[vertikal] dan ketimpangan hskal antar-Dacrah (horizontal), sekaligus
mendarong kimega Dacrah dalam mewnjudkan permerataan pelavanan
publik 4l seluruh Daerah. TED meliputi DEH, DAL, TAK, Dana
Ctoneomi Khusus dan Dano Eeistimewaan, serta Dana Desa.

Dalam rangka mencapai fujuan anluk menpurangl ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelavanan antar-Daerah, pengelolaan TED
akan mengedepankan kinera sehingea dapat memenuhi kebutuhan
penyvelenpgaraan pemenniahan dan pelavanan di Daerah, sckaligus
rmerndoroeng tanpeung jawab Dacrah dalam memberikan  pelayanan
yvang lebib balk seccara chsien dan  disiplin. Untuk ine, LDRIT
dialokasikan  boerdasarkan  realisasi penerimaan negara yung
dibapihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka merpberikan
kepastian penerimaarn hagi Daerah. Selain itu, penpalokasian DEH
akan memperbitungkan  kinerja  Daerah dalam memperkuat
penerimaan oégara  vang dibagihasilkan  ataupun perbaikan
lingkungan vang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Fefuormnlas
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Feformulasi pengalokasian DAD dilakukan melalui penghitungan
kebutuhan fiskal berdasarkan pada wnit cost dan tarpet lavanan, serta
pcnghitungan kapasitas Nskal scsuai dengan patensi pendapatan
Daerah sebinppa lebih mencerminkan kebutuhan dun kapasitas fiskal
zecara riil. Selain pada aspck penpalokasian, reformulasi DAU
dilakukarn pada aspek penggunaan vany ditujukan untuk mendorong
kinerja pencapalan polayanan dasar masyarakat. Sementara itu, DAK
akan  lebih difokuskan pada upsaya mendukung Daerab dalam
pencapalan prioritas nasinnal dengan berdasarkan pada tacger kinerja,
sekalipus menjaga pemerataan serta kezeimbangan tingkar fayanan
antar-Daerah.

TKEDD juga memasukkan dana fransfer vang diatur dalam
peraturan perundangan lainnya, yvaire Danas Qronoma Khusus Aceh,
Papug, dan Papua Barat, Dana Keistimewaan Provinsi Daerah 1stitnewa
Yorrakarta, dan Dana Desa. Hal ind dimaksudkan untok
menggabungkan dana-dane {ersebut dalam taksonomi TKD secara
utuh, sekaligus melskuksn penguatan dalam ranpka mendorong
proses alokass yang lebibh tepat, tranzparan, dan alkuntabel, serea
mendoroog perbalkan kinerja lavanan masyacakal melalyi pencrapan
target kinenja,

Pemenntah juga dapat roemberikan insentif fiskal tertentu kepada
Dacrah  tertentu, sebagei bentuk pengharpaan dan  sekaligus
merangsang kinerja Daerab dulam pengelelaan Keuangan Daerah,
pclayanan pemerintahan umum, pelavanan dasar publik, dan upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Pembrayvaan Ltang Daerah dan Simnergi Pendanasan

Eemampuan Kruanpan Daerab mazih relatid terbatas  dalam
rnendanal penyediaan sarana dan prasarana pablik. Dalam rangks
mendukung Daerah  dalam pembangunan dan  penvelenggaraan
poelavanan kepada masyarskal, Dacrah dapat menpakses sumber-
sumber Pembiayaan Lhang Dacrah, baik yang berzkema kativensional
maupun syarah, meliputi Pigjaman Daerabh, Obligasi Daerah, dan
Sukak Daerah. Skema Pingaman Daerah akan didesarkan pada
penpganaannya dan bukan pada periodizasi janghka waklu pinjaman,
melipun mnjaman untuk pengelolaan kas, pemblavasn pemhbangunan
infrasirukiur Dacrah, penpelolaan portofolio urtang Daesrah, dan
ponenigan pitjaman dan/atel penyertaan modal BUML, Selain itu,
jenis Fingaman Dacrah akan diperluas. yaitu pinjaman tunai dan
pinjaman kegiatan.

Dacrah . ..
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Dacrah juga dibert pilthan untulk mengakses Permbiayean kreatil
berupa Obligasi Dacrah dan Sulwk Daerabh. Perluazan akses
Pembuavaan bag Dacrah juga diikuti dengan penyederhanaan proses
pelaksanaat  Peminayaan, antara lain moialul pongintegrasian
persetujuan DPFED atas Pembiaysan Liang Dacrah dalam proses
pecmbahazan rancangan APBP. Selain tu, Pemeriniah mendorong
aclanya  sincrpl  pendanaan  antar-sumber  pendapatan danfarau
Pemtnayaan Wung Dacrah, baik dano PAD, TKELD, Pembiayaan Utang
[raerah, kKerja sama anlar-Dacrah, dan kergasama antara Pemerintah
Daerah dengan Badan Uszsha dalam rangks poenguatan sumber
pendanaan program/kegizslan agar memberikan manfaat yang lebih
signifikan.

5. Pengelolaan Belanja Daerah

Selain perbaikan kebijakan dari aspek Ingwd, Undang-Undang o
mendorong peninpkatan kualitazs Belanja Daerah. Belanja Daerah
masih didominast oleh belanja aparatur dan belanja cperasional rutin
dan dikelols dengan Rurang chizicn, scrta tidak didukung denpan
sumber daya manusia pengelola Keuangan Dmerah yang memelal.
Brlanja Daerah maszih diangsarkan relatil rinimal dalam mendukung
belanja yang berorentasi pada layanan infrastrubkoue publik sehingga
tidak dapat sccara optimal mendukung  pencapaian  sutcome
pembangunan Daeral dan pertambuhan ekonemi Daerah. Selain itu,
Nelanja Dacrah sering kali masith benalan sendir-scndinl dengan
program dan keglaran kecil-kecl] vane tudak fokus schingps pada
akhirnya oufpmer danfatan opteome lidak memberiban dampeak
perbaikan yang aighifiken bagi masvarakal, serla fidak terhubang
denpan prioritas nasional dan arah kebijakan fizkal nazional,

Untuk itu, diperlukan pengatiran dan penpuatan disiplin Belanja
Dacrah dalam APED. Perbaikan penpaturan tersebut dilabukan mualai
dart penganpgaran Belamja Dacrah, simplifikas: dan sinkronisasi
pragram priontdas Dacrah dengan pricritas nasional, scrta penyusanan
Belamja Daerahy yang didazarkan atas standar harga [elanga oparasi
dan runjangan kinetja Laerah) dan analisiz standar belanja. Selain itu,
penpuatan disiplin Belanja Daerah dilakukan dengan pengaruran
alokasl Belanja Daerah, seperti kewajiban untuk memenuhl porsi
tertenta atas genis belanja tertentu, balk yang dimandatkan olch
kelentuan peraturan perundang-undangan maupuan dalam Undanyg-
Lndang o, serta oplinalisas] pengeunasan SiILPA berbasis Kineoa,

Letwily . . .
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Lebih lanjut, peningkatan kualitas Belanja Daerah juga dilakukan
rielalyd penngkatan kaalitas sumber dayva manusia aparatur pengelola
keuangan di Pemeriniah Dmerah dan penguatan aspek pengawasan.
Untuk 1tu, Undang-Undang ini juga memandatkan adanya sertifikasi
bagi aparatur pengelola keuangan di Pemmerintalh Daerah, duan
keterlibatan aparat pengawas intern Pemerintah yvang heclanggung
jawalr lanpsung kepada Presiden untuk melakukan pengawazan intern
ates  rancangan APED ataupun pelaksanaan atas APEL, dan

melakikan penguatan kapabilitas tethadap aparat pengawas intern
Pemerintah Naecak.

Undang-Undang ini jupa memberikan ruang bagl dacrah-dacrah
tericntu yang mempunyal kapasitas  fakal memadat dan relah
menyelengearakan dengan baik segala uruzan wajib layanan dazar,
unidk dapal membentuk Dans Abadi Dacrah yang bertujuan untuk
mendanpatkan manfaat vang bersifat lintas generasi.

G, Sinergl Kebijakan Fislal Nasional

Penguatan tata kelola hubungan keuangan anrara Pemeringah
dan Pemenntahan Dacrah tidak dapat berdiri aendici untuk menjawals
tantangan dalam mewnjudkan tujuan bernegara. Kebijakan fiskal
lerdimi aras  {ungs1t  alokasi, distribusi, dan  stabilisasi sehingga
pelaksanaan  kehygakan hskal di Dacrah harnas smergis denean
kebijakan fialkal di Pemerinlah dalam ranghas mengoptimalkan selaruh
instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan hernegara, Untulk
itu, Undang Undang ini juga mengatur bagaimana melaksanakan
sincTg: kebijakan fizkal nasional, vang dilakukan anfara lain melalui
penvelarasan kebijakan fiskal pusat dan Dacrah, penetapan batas
maksimal defisit APBD dan Membigvaan Utang Daeral, pengendatian
dalam kondisi darural, serta sinergl bapan akun standar. Sinergl
kebijalan fiskal nasional tersehat didubkung oleh sistem informasi yang
dapat mengonaclidasikan laporan keusnygan pemenntaban seccara
nasional sesual dengan bagan akun standar yang terinregrasi anlarg
Pcmerintah  dan Pemerintahan Daerah, menvajikan  informas
Keganpan Dacrah sccara nasional. serta menghasilkan kebijakan vang
tliclasackan pada pemantausn dan evaluasi atas Habunpan Keuansan
antara Pemerintaty dan Pemerintahan Dasrah yvang terukur dan
terstrukear.

Mg . ..
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Dengan kebijaken yaong diatur dalam Undang-Undang  in,
tliharapkan lavanan kepada masvarakar di selurish pelnsnk nusantara
cdapat makin merawa dan dengan kualitas vang memadai. Pengaluran-
pengaturan yvang lerkalt dengan pengelolaan perpajakan Daerah, TEKD,
Pembiayzan Urang [acrah, dan peneendalian APBL diharapkan
memberikan kemmampuan kepadae Pemerintah Dacrah untuk sccara
bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintabh mencapal fujusan
pernbangunan nasional dalam mendeorong peningkatan Kesejahicraan
masyarakat dan pertumbubhan ekonomi vang berkelanjuran.

II. PASAL DEMI] PASAL

Fasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

asal 3
Cukup jelas.

Fazal 4
Culkup jelas,

Fasal 3
Cukup jelas.

Paxal 6
Aval (1}
Cukup jclas.
Asat [2)
Hurut o
Yanpg dimaksud dengan "potensinya kurang memadat”
adalah potensl pencrimaan dar suatu jeniz Pajak vang
milainva tcrlalu kecil sehingga  Dbiaya operasional
pemungzutannyn lebh besar dibandingkan dengan bhasil
puUnEUtannya.
Huruf b

Culup jelas.

Ayat (3], .

Sk Mo 1029 A



Ayat 3]
Cukup jelas.

Fazal 7
Cukup jelas,

Pasal B
Cukup jelas.

Fazal 4
Cukup julas.

Pasal 10
Avat (1)
Humfa

o8

i
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Cukup jelas.

Huiut b

Pujalk progresid untuk kepemilikan kedua dan sctcrasnya
dibedakan sesual dengan jerus kendaraan berdasarkan
katcgori jumlah roda kendaraan.

Contoh: Orang pribadi atau Badan vang merniliki satu

Kendaraan Bermotor poda 20 [dua). salu
Kendaraan DBermotor rods 3 [tiga). dan satu
Kendaraan Bermoter roda 4 [empat) masing
masing diperlakukan  =scbapai  kepemilikan

pertama schingga  tidak dikenakan pajak
progresil.
Avat [2]
Huruf a
Cukup jelas.
Hucuf b
Fajak  progresif  untuk  kepemilikan  kedua dan

selerusnyva dibedakan scsuail dengan jenis kendaraan
berdazarkan kategori jutnlah rocda kendaraan.
Contoh: Grang pribadi atau Hadan vang memiliki szt

SKOMo [ ArA

Kendaraan Bermodor  rrda 20 [dual. sala
Kendaraan Bermoior rowda 3 [tiga), dan sata
Kendaraan Dermotor roda 4 [empat] masing-

maszing diperlakukan  sebagal  kepemilikan
pertama  =ehingga  fidak dikenaken pajak
progresif

Avat [3f ...
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Awvak [3)

Cukup jclas.
Avat [4]

Cukup jelas.

Avat |3
Cukup jelas.

Fasal 11
Cadeuapr jelas.

Pasal 12
Avar (1]
BENKEB hanva dikenakan atas penyerahan periamsa Kendartaan
Bermotor,  sedangkan untuk penyerahan kedua dan
selerugnva atas Kendaraan Bermotor tersebut (kendaraan
belkas) hukan memupakan objek BENEDB.

Ayar (2]
Cukup jclas.
Avar |13)
Cukup jelas.
Avat 4]
Huruf a
Cukyp Jolas.
Huruf b
PFemasukan Kendaraan Bermnotor unfuk dikeluackan
kembali dari wilayah kepabesanan Ingdonesia merupakan
impor sementara pang dimaksudlkan untulk dickspor
kembali sesual dengan kerentdan peraluran peruindang-
undangan di bidang kepabeanan, conteh:
|. kendaraan yang dibawa olch wisatawan;
2. kendaraan yang digunakan toknisi, wartawan, tenaga
ahh; dan
3. kendaraan provek yang dipunakan sementara wakt
yanp pata saar pengimporannya telah jelas bahwa
harang lerscbut akan dickspor kembali,
Humal

Cukup jclas.

Ayat |3]. ..
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Ayat |3
Culcup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas,

Fazal 14

Cukup jelas.

Fazal 15

Cubmp j=las,

Pasal 16

Cukup |elas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Paszal 18

Cukup jclas.

Pasal L9

Cukup jelas.

Faszal A()

Cukup jilas,

Fasal 21

Cukup jelas.

Pasgal 23

Culup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pazal 24

Culup jelas.

Pagal 25

SK Mo [0d]32 8

Cukup jelas.

PRESIDEM

REFPLUBLIK

IMOOMrL1A

-11 -

Fazal 26 . ..



PFREYIDEM
REPUBLIK IHDONES|A

-1 -

Pasal 26

Avat [1]
Cukup jelas.

Avat {2
Chabonp pelas,

Ayat (3]
Stabilisasi harga dilakukan dalaen rangks penpendalian nsiko
hiskal dan ckonomi.

Avat id)
Cubkay jelas.

Avat (5]
Culup jolas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pazal 28
Cukup jrlas.

Prasal 29
Cukup jelas.

Pazal 30

Awvat [1]
Cukup jelas,

Aopad [
Cukup )clas.

Axvat [3)
Cukup jclas.

Avat (4]
Bobwt  Air Permmukaan  dihitung  dengan mengpunakan
indikartor-indikator Vang menunjuklan flampak
pengambilan/ pemantaatan Alr Fertrukaar terbiadap
lingkungan.

Ayart 3]
Cukup jelas.

Ayat (]
Culoup jelas.

Pazal 31 ...
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Pasal 31

Cukun jelas.

Pasal 32

Culup jclas.

Pasal 33

Culup jelas.

Pasel 34

Cukup jclas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Coakup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pazal 35

SKOMn (94134 A

Avat (1)

Cukup jelas.

Ayat [2)

Culkup jelas.

Aoat [A)
Huiuf a

Cukup jelas.

ITiamaf I

Cukup jelas,

Humfc

Cukup jelasz.

Huyuaf d

Cukup jelas.

Horul e

Cukup jelas,

Huraf @

Cukup jelas.

@
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Huruf g
Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atan Bansunan
untuk jalur kereca api, moda ruya terpadu (Mass Ropid
Tronzit], lintas raya terpadu (Light Rald Transil atisu
vang sejerns” adalab jalur rel yang dipunakan sebapsi
infeastruktur perhubungar untuk moda berbasis ool
dirngksud, tidak termasuk area lain pacda stasion seperh
kantor, pedung parldr, lowsge, laslitas makan/minum.
dan fasilitas hiboran di stasiun,

Humi
Cukup jelas.

Huut:
Cukiug jelas,

Fasal 319
Cukup jclas.

Pasal 40
Cukup jelas.

I*asal 41
Cikup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

asal 43
Cukup jelas.

Fazal 44
Cukup julas,

Pazal 45
Cukup jelas.

Fasal 46
Mvat [1]
Cukup jelas.

Awvat [2]
Cukup jelas.

Avar [3)
Cukup julas,

Avat (4] . ..
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Ayat (4]
Culup jelas.

Avalt (5]
Cukup jelas.

Ayat (0]
Cukup jelas.

Axat [7)
Peralehan hak karena bibah wasiat atan warns tertentu antara
lain waris atau hibah wasiat yang berlaliu pada kebudayaan
dan adat istiadat di Daerah terfentu di mana fanah/bangunan

vang diperoleh tidak dapar dijual atau hacus diwariskan
kembali.

Ayat (H)
Cukup jelas.

Pazal 47
Cubkup jelas.

Pazal 48
Culoug pelas.

Pasal 4%
Clubog jelas.

Pasz=al 50
Cubkup jelas,

Pasal 2l
Aad 1}
Huruf a

Contehh Penjualan dan/fatau penyeraban  Makanan

dan/atau Minurmmaean:

1. Take Eoti A melakukan penjualan roti dan minuoan
kepada konsumen, Boll diprodubost dan tempat lain
(pabrk reti]l, kemudiian didistibusikan mclalul Toke
Roti & untuk dijual Kepada konsumen, Toko Eoti A
tidak menyediakan meja, kurst, dan/fatau peralatan
makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko
Reti A tidak memennhi krireria Restoran, sehingga
atas penjualan roti dan menumean yvang ilakukan
ndak tecuiang PTIT, meleambkan morupakan obyek
pajak pertambahban nilal.

2o Trlerer . . .
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Toko Kot denpan merek dagang B pada BMal X di Koea
Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada
kansumen. Roli diproduksi dan tempat lain {pabrik
toeip, kemodian didistribasikan melaha Toko Roti B
untuk tjuaal kcpada konsumen. Untuk
meningkatkan pelavanannya kepada  konsuamen,
Toke Roti B menyediakan mejp dan Kursi kepada
konsumen unluk menyantap Jdi tempat, Clebh karcna
tt, toke row dimaksud merapakan Kestoran
sehimgpa atas penjualan roti dan minuman yvang
dilakukan terutang FPBJT bukan abjek pajak
pertarmbs b nilai-

Toko FEeoti dengan merek dagang B pada Pusat
Fertokoan ¥ di Kota Z melakukan peoduksi (proses
pembuatan dan pengolahan bahban menjads mol)
sekaligus penjualan roll kepada konsumen., Toko
cdimaksud  hanya melakukan  pembuatan dan
penualan  langsung  kepada  konsumen  tanpa
menyedinkan mweja, kursi, danfatau  peralatan
mabkan o lokas penjuslan, Oleh karena i, Toko
Eoti dimaksud twlak memenuhi kriteriz Restoran
sehingga atas penjualan roti dan odnoman yvang
dilakukan  rnidak  terutang PBJT,  melainkan
menipakan ohek pajak pertambahan nilai. Dengan
demikian, meskipun atas toko roti yang mermiliki
merek dagang vang sama, dapat terjadi perbedasn
perlakuan perpajdkan. berpaniung pads pelayvanan
ril -tk rot apakah hanva menaal [distribusi] atau
memberikan pelavanan sclayaknya Hestoran.

Cukun jelas.

Ayl {2]

Cukup jclas.

Pasal 32

S Mo (04191 A
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Fazal 533
Aval (1)

Hunut a
Cukup jelas.

Hurul b
Cukup jelas.

Humi ¢
Cubkup jelas,

Huaruf o
Cukup jelas.

Hurnaf =
Cukup jelas,

HTuraf F
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup clas.

Hurul h
Cukup jelas.

Huruf'i
Culkup jelas.

Huruf j
tang dimaksurl deogan “lempat tingegal pobadi vang
difungsibcan sehagzn hotel” adalah rumah, apartemen,
dann  kondeminmim  yang  disediakar  sebagai jasa
akomodasi selayvaknya akomodasi holel, totapl tidak
termasuk benruk pecsewasn [kontrakh jangka panjang
{hetaty ddac satu bulan).

Hurut k
Cukup jelas.

Axat (2]

Huruf &
Cukup jelas.

Hurf b
Cubougs pelas.

Hurafe . ..
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Hugut
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan roanpan gniuk
dinsahakan di hotel” adalah ruacgan vany disewsa oleh

peclaly usaha untuk penyelengeardan kegiatan usaha

seperts kantor, toke, sbay mesin anpungan tunai mandi
(ATM] di dalam huotel.

Pasal 54
Zukup jclas.

Pasal 53
Avat [1]

Huruf a
Cubkup jelas.

Hurul b
Cukup jelas.

Huraf ¢
Culsup jelas.

Hunaf q
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup elas,

Hural £
Culuap jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Fhuruaf h
Yang dimaksud dengan “pertnainan ketanpkasan”
adalah hentuk permainan vang berada dir dalam
kawazan arena danfataw taman bermain yang dipungut
Layaran, baik vang berada Ji dalam ruangan maupun 4

luar mangan seperti permainan ding-deng, lempar bola
ko dalam keranjang, peiatball, dan sebagainya.

Hurafi. ..
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Huraf |
Yang dimaksod deongan “olahraga permainan” adalah
hentuk  persewaan ruang dan alat olabrega seperti
tempat kehugaran [finess eender, lapangan  futsal,
lapangan terus, kelam rcnang, dan sebagainva vang
dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf |

Culiup jelas.
Tlomal k

Cukup jelas.

Huruf |
Cukup jelas.

Avat [2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Avat [1]
cukup jelas.

Syat [2]

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa terleriu oleh
Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodas) vang dipasarkan
aleh pihek ketiga berupa tempat unggal yang difungsikan
schapal hotel, Dalam kondisi dimaksud, vang menjadi Wajiby
Vajak FBJT adalah pemilik atau pihak vang menguasa tempat
tinggal, yang menyerahkan jasa akomodas kepads konsumen
akhir, bukan penyedia jass pemasaran atau peagelolaan
melalui platform digital.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pazul SR
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

FPazai 0 . ..
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Mazal GO
Cukup jelas.

Fasal 1
Cukup jclas,

Hazal 62
Cukup jelas.

Fazal 43
Cubkup julas,

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Avat [1]

Yang dimaksud dengan
PENEZUNAAN  Alr
penpgamhilan.

Avat [2]

Cukup jclas,

FPasal 0k
Cukup jelas.

Pasal &7
Cukup jelas.

Pasal 68
Culaup jelas.

Puszal 69
Cukup julas

Pazal 70
Cubup jelas.

Puaaal 7l
Culup jelas.

Pasal 72

Culoay jelas.

SK No 104141 A
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Tanah di

“pemanisatan”
surmbearnya

tanpa

arlalah  kegiatan
thlakukan
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Pasal 73
Cukun jelas.

Pazul 74
Cukup jelas.

Masal 75
Cukp jelas

Fasal 76
Cukup jelas.

Hasal 77
Cukup jelas.

Pazal 78
Cukup jclas,

Pazal 79
Cukup jelas.

Pasal A0
Cukup jclas.

Pazal 81
Cukup jelas.

Pasal B3
Culkup jelas.

Paszal &3
Cukup jelas.

Pasal B4
Cukup jelas.

Pasal 45
Avat (1]
Cukup jelas.

Avat 2]
Cukup jelas.

Aval [3] ...
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Avat (3
Cukup jelas.
Avat [
Cukup jelas.
Avat [3]
Huraf a
Pengpunaan vanabel lainoya dalam bag hasil PEBKB
dengan bobot paling tingpl sehesar 30% {liga puluh
pcrsen) merapakan kewonangan Daerah masing-masing
gesual dengan kehijakan Dacrah,

Hurul b

Culbtug felas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Avar (6]
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal £3
Avat (1)
Cukup jelas.

Avat [2]

Colkup jelas.
Aval {3)

Cukup qelas.

Avat |4
Cukup jelas.

Ayat |5)
Culoap jelas.

Avat ()
Cukup jelas.

Ayat {7] ...
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Ayal [7]
Clubups pelas.
Awval [8]
Fonambahan  jenis  Retribusi misalnya adalah  pelayvanan
pengendalian perkebunan kelapa sawir.
Avat [9)
Cukup jelas.

Pasal BY
Cukup jelas.

FPasal 9
Cukup jelas,

Pasal 21
Culup jelas.

Pasgal 92
Culkoap jelas,

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cultun jelas.

FPazal 45
Cukup jelas.

Fazal 46
Avat (1)
Cukup jelas.

Ayat 2]

Korist Wanby Pajak atau Waib Eetnbusi antara lain adalah
kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retritmisi araw
tingkat likmiditas Wajib Pajak atau Wajib Reteibusi

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang
zangat terbatas, ranah dan bangunan yang divempat Wajib
Pajak atau Wajik: Retribnigi dan golongan tertentu, dan nilad
nbjek Pajak sampai dengan baras tertents.

[Pasal 97 . ..
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Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 94

Crakup jclas.

[*azal 100U

Cukup jelas.

Paszal 1]

Cukupy jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pazal 103

Cubug jelas,

Pasal 104

Cukup jelas.

Fazal 105

Cukup pelas.

Fasal 106

Cukup jelas.

Faszal 107

Culup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109

Culoup jelas.

Pasal [ 10

Cukup jelas.
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Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Avadl (1)
['EH dan Pajak Penghaszilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan
Fasal 24 Wajibkr Pajalt Orang Pribad) Dalem Mepen termasuk
yang pemunpgutannya hersifal inal berdasarkan peraturan
perundang-undangan,

Ayat [2]
Yaog diraksud dengan “kabupaten/lkota penghasil® adatah
kabupasten / kota tempat wajib pajak rerdaftar.

Aat (3
Cukup jelas.

Fazal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Fazal 115
Awvat [1]
Pooerimaan sumnber dava alamm kehulanan vang dibagihasilkan
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Aoval [2]
Hural &
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksuad denpan “kabupalenfkota penghasil®
adalah kabuapatenfkola yang  nenjsdi tempat
reneusahaan hutan,

Avat [3)
Hurf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yanp dirmaksud denpan “kabupatenfkola penghosil?®
arlalah Eabupaten ) kola THIOW coiemjacl terripal
rrengusabmen hulan.

Huarufe . ..
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Hurf e
Culup jclas
Huruf d
Cukup jclas.
Avat [4]
Yang dimaksud denpgan "provinzi penghasil™ adalah provins
vang menjadi tempal prngusabian hulan.

Aval [
Cukup jelasz.
Faszal 116
Avat {1]
Culkoap pelas.
Avat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Hural b
Yang ddimabsud dengan "kabupaten/kota penghasil®
adalah  kabupatenjkota yang menjadi wilayah
pectambangan mineral dan batu bara,
Ayvat |3)

Yang dirvaksid] dengan “provinsi penghasil” adalah provins:
yvang meijadi wilavah pertambangan mineral dan bato baca.
Pertambangan yany bherada di atas 12 |dua belas| ol tidak
dibagihasilkan mengingat kewenangan baras wilayab Dacrah
adalah sampal dengan 12 (dua belas) mit [aut scbagaimana
diatur dalam ketentuan pecaturan perungdang-undsangan,

Avat (4]

Humuf a
Cukup jelas.

Huruef
Yang dimaksud dengan “kabupaten/kota penghasil”
adalaby kabupaten fkota vang memjadi lokas) tambang
mmeral dan bBatu bara yvang telabh berproduksi dan
menghasilkan komoditaz tambang mincral dan batu
bara.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurald . . .
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Hurmaf d
Cukup jelas.

Huruf ¢
Yong dimaksad denpan ~kabupaten/kota pengolah”
adalah kKahupatenfkote yang menjadi Inkas penpolahan
mmetral dan batu bara dan berizike terkena dampak
ekternalitas negalif.

Aval |9
Huruafa
Yang dimalszud dengan “provinsi penghasil” adalal
proviesl vang renjadi lokast lambang muneral dan batu
bara yang telah berpreduksi dan  menghazilkan
kormodilas tambang mineral dan batu bara,
Hurul b
Cukup julas,
Huraf ¢
Cukup jelas.
Paszal 117
Ayar | 1)
Cukup jelas.
Byat (2]
Huraf a
Cukup jelas,
Huraf b
Yang dimakswud denpan "kabupaten/kota penghasil”
adalah kabupatenfkota yvang menghasilken smnyak
bumi berdasarkan kntena yang ditetapkan olch menten
vang membidang Trozan Pemerimdahan b bodang
periambangan minyak dan gas bumi.
Mucal ¢
Cukup jelas,
Hurul ¢
Cukup jelas.
Hurul ¢

Yang dimakszud dengan "kabupaten/kota pengelah”
adalah kabupaten fkota yang menjadi lokasi pengelahan
minyak burm dan bernsiko terkena dampale eksternalitas

riegatif.

Avat (3], ..
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Ayat (3]
Huruf a
Yang dimaksud dengan “provinsi penghasil” adalah
provins vang menghasilkan minvak bumi becdasarkan
krilena yang ditctapkan oleh menteri vang membidangi
Urusan Permeriniaban di bidang pectambangan minyek
dan gas buni.
Huruf b
Cukup jclas.
Humaf
Culup jelas.
Avat 4]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf by
Vang dimaksud dengan "kabupaten flota  penghasil®
atlalah kahupaten/keota yang menghaszsilkan gas bumni
berdlasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri vang
membidangi  Urmsan  Pemedntahan  de bidang
pertambangan minyvak dan gas L.
Hurwl o
Cuaboupy jelas,
Hurul d
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan "kabhupatenikota penpelah”
adalah kabupaten fkota vang menjadi lokasi peneolahan
pas bumi dan berisike terkena dampak ekslernalitas
negatif.
Avat (5]
Huruf a
Yang dimaksud dengan "provinst penghastl” adalah
prowins, yang menghasilkan pas bumi berdasarkan
Lriteria yang ditcrapkan oleh menteri yang membidang
Lruzan Permerintahan i bidang pertambangan minyak
dan gas bomi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf «
Cukup jelas.

Pazal 1158 ...
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Pasal 1[R
Avat (1]
Cubkiup jelas,
Axar (2]
Cubup pelas,
Avat |3)
Huruafl &
Cukup jelas.
Hurul b
Yang dimubsud dengan "kabupaten/keta pocnghasil®
adalah kahupaten/kote yang menjali wilayah kerja
panas huami,
Huruf ¢
Cukup jeolas,
Huraf d
Culkup jelas,
Huruf e
Yong dimaksud dengan "kalupaten/kota pengelah®
arlalah kabupaten/ kota yanp menjadi lokasi peneolahan
panas butmi dan berisikn terkena dampak eksternalitas
negatit,

Fasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120

Bagian dari 90% |sembilan pulub perszen) DBH 3DA ersebuat,

lermasub vang ditujukan untuk;

a. kabupaten/kota lainnya dalam provins yang sama;

b, kabupatcn/kota yang berbatazan langzung baik dalam provinsi
yatg sama malpun berbecla;

c. kabupaten/kota pengolah,

dengan mempernimbangkan antara lain dampak ckstemalitas,

Kinerja Pemerintah Daerah merupalzan kinerja Pemerintah Daerah

dalam mendukung antara lain optimalisasi penerimaan negara,

aepeltl pajak pusar dan penenimasan negaca huban pepak dan falau

kinera pemehhargan linekungan, scporti pongelolaan linpkungan

tlan energl ramah lingkungan.

Paszal 121 _ . .
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Paaal 121
Cukiug jelas.

Pasal 122
Culup jelas.

Pasal 123

Arval (1]
Jenis BBH lainnyea antara lain dapat berupa bagi hasil yang
terkait dengan perkebunan sawir.

Avat (2)
Ciekup jelas.

Avat [3)
Culeup jelas.

Ayat (4
Cukup jelas.

Faszal 124

Arat (1]
Penghitungan kebutuban pelayanan pullik Jugs
mempertimbangkan  Resinergisan pendanaan pelalesanaan
Urusan antara Pemerintah dan Draerah.

Avat |2
Cukup julas.

Avat |3]
Yang dimaksud dengan  “karakferistik  terlentu”  adalah
karakieristik  kewilavahan, seporti letak  geoprafis dan
perekonomian Daerah.

Pasal 125

Awak (1]
DAL = Crlah Fiskal {CF]

Avat (2]
Celah Fiskal (CF) = Kebutuhan Fiskal - porensi pondapatan

Draerah.

Ayal |)

Penghitungan Lkeburahan dazar Penyclocngparaan

pemernintahan  memperhitungkan antara lain keburuhan
penggajian aparatur sipil negara, haik PNS maoupun FPPK.

Avat [4] .. .
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Ayat [4)
Untuk prereacasi, PATY Ldak termasuk PAD vang dibagihasilkan
ke kabupaten dan keta dan untuk kabwpaten dan kota
rermasuk PAN vang dibagihazilkan dar provinsi. Alokasi DAK
nonfisik yang diperhitungkan antame lain adalah bidang
pendidikan dan keschatan,

Pasal 126

Ayat 1]
Jumlah unit target layanan dipereleh darvi lembags statistik
Femerintah dan/atau lembaps Femernintah yang berwenang
menerbitkan data,

Avat |2)
Yang dimaksud dengan “blava investasi” adalah rerata 3 [tiga)
tahun Delanga Daerah sektor tertentn dibagl dengan rerata 3
[tiga) tahun target layanan.

Avat (3)
Culup jelas.

Avat (4
Karakteristik wilayah misalnya Daerah  vang  berciri
kepulauan dan Daerah denpan basis perekoniemian tertentn
seperti sektor parwisata atau scktor pertanian dan perikanan
yang mendukung ketahanan pangan.

Prasal 127
Cukup jelas.

Pasal 125
Ayat (1]
DAL Provinzi; =  Bobot prowvinsi, = jumlah DAU provinsi
dalam kelompok provinai.
Avat |2

Aaobat Prow - (F Prawp,
2LF frow
dimana,
CF Provinsy = Celah Fiskal unmk proviosd,.
FCF Provinsi - jurmlab Celah Fiskal scluruh provinsi dalam
kelompok provins.

FPazal 129 _ . .
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Ayal (1}

DAL kabypaten f kot = Babat kabupaten/kota, X
jumlab DU kabupaten dan
kota dalam kelom pok
kabupaten/Lkota.

Awat [2]

CF Kk Kota,

Bobot Kab/Kora. - SOF Kub/ Kota

dimana.

CEF kabhupaten )/ kota; - Celah Fiskal untulk
kabupaten /kota,.

Jumnlah Cclah Fiskal selumuh
kabupatenn dan kota dalam
kelompok kabupaten fkota.

CF kabupaten dan kota

Fasal |34}

Avat [i]
Cukup elas.

Avat |2
Cukup jelas.

Ayar {3)
Bugy Daerah yanp idak mencrima alokasi DAU, untuk
mendukung prmbangunan sarane Jdun prasarana scrta
pemberdavaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dad
alokasi LBH.

Fazal 131
Avat [1)
Cukup jclas.
Avat [2]
Cukup jelas.
Avat [3]
Cukup elas.

Mowdl [y,
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Ayat [4)
Peovinergian DMAK dengan pendanaan lainnva  bertujuar
untuk rnemclukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau
kebijakan tertentu.
Perlanann  lainnya dapat  berasal dar TRD lainnya,
Pembiayaan Utang Dacrah, APBD, kerja zama pemerintah
tlan badan usaha, kerja sama antar-Daerah, dan belanja
kementerian/lembaga.
Gelanja kementerian/lembaga vang wasih mendanai urazan
Dacrah dialibkan menjadi DAK dalam hal Dasran telah
memihiki kinerja baik dalam peneelolaan APBD.

Avat |3]
Cukup jelas.

Avat (fy)
Cukup jelas.

Axal [7)
Cukup jelas.

Fasal 132

Aovat [1]
Dana tonomt Khusus  berujuan umiuk mendukung
peoyvelenggaraan aronomi khusus berdazarkan kerentuan
peraluran perandang-undangan.

Ayvar [2)
Clabug jelas,

Avat {3]
Cukup jclas.

Pasal 133

Avat (1]
Dhana Kelstimewssn hertujuars antuk . meodukuang
penyelengearaan musan  keistimewsan Dacrah  Istinewa
Yogyakarta berdasarken ketentuan peraturan peruncdang-
undangarn.

Ajgat [Z)
Cukup jelas.

Awat [3]
Cukup jelas.

Avat [d4]
Cukup jelas.

Pasal 134 . ..
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Fazal 134

Avai [1]
Dana Desa berluyjuan untuk mendulung penyelenggacaan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyvarakat,
dan kemasyarakatan yanpg menjadi kewenangan desa.

Awat [2]
Culkiupr pelas.

Morat (3]
Cukup jelas.

Ayat (4]
Culkoup jeelas,

Faszal 135
Cukup jelas.

Faszal 136

Axvat [1)
Cukup jelas.

Avat [2)
Yang dimaksed dengan "lokasi®™ adalab letak pengusahaan
hutan, tambang, kepala sumur minyak bumi atau gas burmi,
danfatan wilayah kerja panas bumi yang menjadi dasar
penetapan Daerah penghasil sumber daya alam.

Ayal (3]
Cukup jelas.

Ayat 4]
Cubup jelas,

Ayat (3]
Cukup jelas.

Pa=al {37

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dislokasikan secara mandiri" adalah
alokas: TRD dalam statusnya sebapgai daecsh otonom har
yang perhitungannya sesuai dengan Tormula yang telah
tlifedaphkan dalam peraturan perundang-undangan menpenad
TRD.

Aval [2)
Cukup jelas.

Ayalid) ...
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Awat |3
Culrgp jelas,

Ayt (4]
Yanp dimaksud dengan "lokasi” adalah letak penpusahzan
hutan, tambang, kepals sumyr minvak bumi atau gas bucni,
danfatay wilayah kerja panas bumi yang menjadi dasar
penctapan Daerah penghasil sumber daya alam.

Aval (3]
Cukup jelas.

Faszal 135

Avat 1]
Penyvaluran  TKD dapat dilakukan  secara langsung ke
rekening penerirna manfaal, scperti deza danjatau sekalah.
[kalam hal penyaluran TKD dilaksanakan dengan mekanisme
tersebur, Transaka dimaksad tetap tercatat dalam APBD.

Ayal (2]
Dalam rangka pengelolaan kas pemerintahan vang «fekiif dan
cfisicn, penyaluran dilaksanakan dalam skcma pengelolaan
kas Daecah yoang terpadu. Hal ini dapat dilakukan melalal
penggunaan akun fertentu yatg dikelola olell Pemerintah
yang mercpresentazikan rekening kas tiap-tiap Dacrah,

Fazal 3%
Cukup jelas.

Pazal 110
Cukup jelas.

Pasal 141
Culiap jelas.

Pasal 142
Culkup jelas.

I*asal 143
Cukup jelas.

Pasyl 144

Cukup julas,
Fa=zal [4% ...
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I'asal 145

Avat (1)

Alakasi belanja unruk mendanal Urusan Pemerintabhan
Dacrah tertentu vang besarannya telah ditctapkan sesuai
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan scporti
angparan pendidikan, anggaran kesehatan, dan alokasi dana
desa.

Axat [2)

Cukup jelas.

Pasal 146

Avat [1]

Belamga pogawal Dacrah termasuk di dalamnya aparatue sipal
negatra, kipala Nacrah, dan anggota DI'RD. Belanja pegawai
Daerah pada ayat ini tiddak termmasuk belanja untuk tambahan
penighasilan pung, tunjangan khusos gury, tunjsnean profesi
gurd, dan runjanpgan sejeniz lainnya yang hersumber dan
TED vang telah ditentukan pengpunaannya.

Ayat [2]

Cukup jelas.

Avat {3]

Cukup jelas.

Pasal 147

Al Mo 114157 A,

Avat (1)

Yang dimaksud dengan “belanja infrastruktur  pelayanan
publik” adalah belanja infrastrukiuc Dacrah vang langsung
terkait  dengan  percepatan pembaogunan dan/ atau
pemelibaraan [asiitas pelavanen publik pang beromentiass
pada pembangunan ckonomi  Daerah dalam rangka
merningkatkan kesempatan kerja, menpurangi kerniskinan,
dan mengurang keseojanpsan  penyediaon layanan publik
antar-Daeral.

Yang dimaksud dengan “belanja bagi hasil danfatsu transier
kepada Dacrah dan/atan desa" adalah belanja bagi hasil
danjatan rransfer yvang diwajibkan scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antlara lain bapi hasil Pajak
provinsi kepada kabupaten/kola, bagl hasil Pajak dan
Ectnbusi kabupatenfkota kepada desa, dan iransler kepada
tdesn vang herasal dard Dana Deza dan alokasi dane desa.

Avar |l . ..
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Avat |2)

Cukup jelas.
Axat (J3)

Culkup jelas.
Aat (4)

Culoup gelays.

Pasul 1438
Cukup jclas.

Pazal 119
CCukup pelas.

Peasgal 150
Cukup jolas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Fasal 1532

Ayal {1
Cukup jelas.

Avat |2]
Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah dalam
tangka menjalankan arahan Presiden untuk kepentingan
strategis nasional dan untuk memberikan masukan yang
bersifat intas scktor.

Avat (3
Cukup jolas.

Ayvat (4]
Cubkup jelas.

Pasal 1533
Culup jelas.,

Pasal 154
Ayat (1)
Culap jelas
Avat (2]
Cukup jclas.

Avat 3] ...
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Avat (1)
Cukup jelas.
frvat (4
Cukup jelas.
Awat [
Cukug jelas.
Avat [h]
Cubkup jelas,
At [7]
Yang dimaksue “dalam  hal  tertentu”  adalah kondisi
kedaruratan yang mengakibaitkan perkiraan pendapatan

Daerab mengalami penumnan paling sedikit 200 [dus puluh
persen) darl APBD,

Avat [#)
Cukup jclas.

Pasal 133
Avari(l)
Cukup jelas.
Agat [2)
Culkap elas.
fval [2)
Yang dimakaud “lembaga kevangan bank atau lembaga

kcuangan bukan benk™ adalah lembapa keuangan vanog
diangzap mampu vleh Menteri,

Avat [4]
Cukup julas,

Ayl [o]
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Ayat (1]
Cukup jelas.

Avat (2)
Cukup jelas.

Awat {3] . ..
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Areat [3)
Hasil penjualan Ohligasi Daeral dan Sukuk Daerab dipunakan
untuk membiayar investas) seklor publik vang menghasilkan
penerimaan danatag memberikan manfaat bagi masvarakat,

Avat (4]

Cukup jolas.
Ayat [5)

Cubkup gelas,

FPazal 124
Avat (1]
Dasar penerbitan Sukuk Daerah tidak dimaksucdkan sebagal
jaminan pencrbitan Suliuk Daerah.

Aval [2]
Yang dimaksud dengan “sclain tanah dan/artan banpunan™
dapat berupa harang berwajud  ataupun barang  tdak
Pervmjud yang memiliki nilai ekonomis dan/alao memiliki
aliran pencrimaan kos.

Mot {13
Culiun elas.

I"asal 159
Cukup jelas.

I*asal 160
Cukup jelas.

azal 161
Cukup jelas,

I'asal 1632

Avat(l)
Yang dimaksud dengan "dana TKD yang tidak ditentukan
pengganaannya” adalabh AU danfataun DR yang tidak
dileniukan  penggunaannya  sesual dengan ketertuan
peraturan porunddangan,

Ayat (2
Cukup jelas.

Fasal 163 . ..
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Pasal 163

Culoap jelas.

Pasal 164

Cukuap jelas.

Paspl 165

Ayat (1]

Cukup jelaz.

Avat (2]

Yang dimakzud denpan “investasi yang bebas dan nisiko
pEnurunan mla” adalah penempatan dana pada instrumen
keuangan vang ditawarkan oleh lembaga keuanpan vang
lelaby  diskw kredikilitasnya =ehinpga nilai  pokokfawal
investazi tidak dipengahi fluktuas: i pasar vang, pasar
modal; Tuktuasi hanya akan memengarehi mbal hasil,
Contoly penempalan dengan krtera demikian misalnya
adalah investaszi pads Sural Berharga Nepara hingpa jaruh
tempn atau Ddak merealsasiken kcrugian pada saat dijual,
secla deposito pada bank yang sehat.

Aval [3)

Cukup jclas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Fazal 107

Culkup jelas,

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

SEK Mo [(dLIGL A

Ayal [1]

Amerg dimaksud  dalam rangka mendukung pengelolaan
hskal pusat dan Daerabh vang terintegraes anlars lain adalah
refocustng, penyesuaian Belanja Daerah dan belanja puasat,
mendukung  kebijakan  anb-eyolicel,  serta penyelarasan

kebijakan hskal nasincal dan largel capalan pembangunan
nasional.

Avat (2 ...
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Ayar 2]
Cukup jelas.

Pazal 170
Cukup jelas.

Pazal 171
Cukup jelas,

Pasal 172
Cukup jelas.

FPasal 173
Yang dimaksud dengan "kondisi darurat”™ adalab memburuknyg
kendizi ekonotmi makeo dan kewangan yvang menvehabkan funes:
dan peran APBN dan APRD riclak dapat berjalan secara ofektif dan
efizien, antlara lain:

a. proyveks: periumhbuabuzn ekonemi di hawah asumst dan deviass
aaumsl dasar ekonot makro Jainnyva sccara signifikan;

L. proveks) penurunan pendapatan negara/Laerah dan/atan
meningkatnya  bkelanja  negara/Dacrah secara  signifikan;
dan/fatau

o, adanya ancaman yang membaharakan perekanomian nasional
dan/atan stabilitas sistem keuangan.

Pazal 174
dineryl hagan skun standar merupakan upaya sinergi dan
pengintegrasian antara bagan akun standar pada Pemnerintah dan
Femerintah Daeral.

Hazal 175
Cubkalp pelas.

Pasal 176

konsolidast informasi keuangan Pemerintah Daerab meliput
informasi keuangan, informasi kinerja, informast pulilik, inforemas
eksekutif, dan infarmasi terkait lainnya termasuk data transaksi
Pemerintah Daerah, selaras dengan bapan akun standar untuk
Femerintah Daerah yang lenntegrasi dengan bagan akun standar
untuk Perneriotah Pusat, dengan tujuan menciptakan stacistik
keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaraz dan
terkonsolidasi  yang  meliputi perencanaan,  prrpangEacac,
prlaksanaan anggaran, dan pelaporan.

Pasal 177 . ..
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Pagal 177

Informasi lainnys aolary Jain adalah informasi kepegawaian dan
layanan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 178

Cuboag gelas,

FPazal |7

Avat 1]

Pelaksanaan Pemantauan dan evalueasi terhadep Pelaksanaan
TED dan pelaksanaan APRD sctidaknya  berfokusz  pada
1] pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), zepen
belanja pendidikkan, kesehatan, dan infrastruktur; i) likuiditas
kouangan Daeral; i) SiLPA, zerta iv] pemantawan dan
evaluasi terhadap pencapalan output atas program-progran
prioriias nasional dan Daerah.

Ayan (2]

Cukup jelas.

Ayar 3]

Cukup jelas.

Pasal 180

Culkup jelas,

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasnl 1R

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas,

Pasal 154

Cukups jelas.

Pasal 183

S Mo D413 A

cukup jelas.
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Pasal 186
Cukup jelas.

Pazal 187
Cukup jeles.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 189
Cukup jelas.

Pasal 190
Culoap jelas.

Pzgal 101
Cukup jelas.

Pagal 192
Culkap jelas.

Pasal 193
Culaup jelas.
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